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ABSTRAK

Mursadig. JS (E211 02 075). ANALISIS PROSES PERUMUSAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DI PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR (Studli Kasus, Rencana Strategis Pemerintah Kota
Makassar Tahun 2004-2009), xix +127 halaman +11 tabel +5 gambar
+54 pustaka (1992-2006) +13 lampiran. Dibawah bimbingan konsultan
Muh. Rusdi.

Tujuan dari peneliian ini adalah untuk mengetahui Proses
Perumusan Rencana Strategis di Pemerintah Kota Makassar, khususnya
Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009, dilihat
dan aspek dominasi, akomodasi dan konsensus. Tipe penelitian yang
digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi
atas permasalahan yang diteliti, dimana dasar penelitian yang digunakan
adalah Studi Kasus, yang mengkaji secara mendalam permasalahan yang
diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelfitian ini, dengan metode
Wawancara dan Dokumentasi (mereduksi data yang telah diolah). Adapun
unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok aktor, yang terlibat
dalam perumusan Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar,

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Proses Perumusan
Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar pada aspek akomodasi,
tampak dan jelas pada proses perumusan Renstra ditingkat Eksekutif
(Pemerintah Kota Makassar), dengan adanya keterlibatan tim ahli
(akademisi) dan sosialisasi Renstra pada forum Musrenmbang, begitu
juga dengan aspek dominasi yang masih sangat tampak dan jelas
ditingkat eksekutif (Pemerintah Kota Makassar), dengan adanya visi misi
Walikota yang secara fop down menjadi dasar perumusan Renstra.
Sedangkan untuk aspek Konsensus lebih tampak pada perumusan
Rencana Strategis di tingkat Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Makassar) dengan adanya kesepakatan dar Fraksi-fraksi di DPRD
atas Rancangan peraruran daerah tentang Rencana sirategis.
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ABSTRACT

Mursadiq. JS (E211 02 075) The analysis of The Formulation
Stratergic Plan Proscess In Makassar Local Government (Case Study
Strategic Plan Makassar Local Government in 2004-2009), xix +127 page
+11 Table +5 drawing +54 Library (1992-2006) +13 enclosure. Muh. Rusdi
of Consultant under the guidance.

This Research aims at finding out the formulation strategic plan
process in Makassar Local Government, particulary strategic plan of
Makassar Local Government in 2004-2009, viewed from, dominant,
accommodation, consencus at aspects. This Research ia a descriptive type,
namely, giving description about phenomenon about the problem researched
by using case study as the basic Research. This Research using both
meanwhile the techniques for gathering data is documentative and interview.
The unit of analysis is the group of actors who involved in the formulation of
strategic plan process in Makassar.

The study showed that the formulation of strategic plan process in the
Makassar Local Government lied on accommodation those were can be seen
clearly at the formulation process of strategic plan in the executive level
(Makassar Local Government). By involving expert team (scientist) and
socialize strategic plan to the Musrenmbang forum, and domination aspect
does to, is the existence of both vision and mission which by top down
become a basic to the strategic plan formulation. The others consensus seem
in the strategic plan formulation by legislative with agreement of a number
fractions in the house of representative (DPRD) on the Local regulation plan
about the strategic plan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Charles A. Beard, seorang sejarawan politik Amerika yang terkenal
dalam salah satuw karyanya yang dikutip oleh Albert Lepawsky (dalam
Sondang Paian Siagian, M.P.A, 2006:1) berkata :

"Tidak ada satu hal wniuk abad modern sekarang fni yang lebih

penting dari Administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan vang

beradab dan malahan kelongsungan hidup dari peradaban itu sendiri
akan sangal berganiumg alas kemampuan kila uniuk membing dan

mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan
masalah-masalah masyarakar modern ™.

lika pendapat tersebut diatas dianalisis, tentunya memiliki relevansi,
terkait dengan perkembangan negara modemis yang menuntut pemecahan
masalzh dan pengambilan/pelaksanaan keputusan yang multidimensi secara
efektif dan efisien diberbagai bidang. Terlebih lagi dengan semakin kuatnya
tekanan media massa sebagai kontrol sosial begitu ekstensif dan efekaif
membentuk opini publik, menghaluskan paksaan  termasuk adanya
kemampuan rekayasa kesadaran oleh media (Rivers, Jensen, dan Peterson,
2004:38-39) berekses pada derasnya terjangan arus globalisasi vang memiliki
ambivalensi atau watak mendua (Privono, Kompas 28 agustus 2007).

Kondisi ini telah menjadikan proses mobilitas, keserentakan pencarian
jalan bebas hambatan dan pluralisme, Kanter (dalam J. Basuki, 2003:1)

sedemikian pesat, serentak dan pervasif dari yang diperkirakan, sehingga
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batas-batas dimensi ruang dan wakiu tidak lagi menjadi masalah/hambatan
dalam interaksi sosial, menciptakan dialisasi global yang mengakibatkan
transedensi dari nilai-nilai etato sentris. Niai-nilai baru tersebut mengatasi
keterlibatan dengan nilai-nilai berbangsa menuju nilai yang berlaku universal
sehingga mungkin mengakibatkan adanya suatu goncangan budaya/cultural
shock (Tilaar, 1997:121), sebagaimana Kenichi Ohmae ungkapkan bahwa
dunia kita ini telah menjadi suatu dunia tanpa tapal batas fworld without
border) Tilaar (1997:125). Hal ini menyebabkan isu-isu seperti demokratisasi,
walfare state, new public management, otonomi daerah (kearifan lokal), good
goverrnance, hingga perdapgangan bebas menjadi isu hangat yang harus
diperhatikan oleh pemerintah sebagai organisasi yang mengambil inisiatif
kebijakan (public policy) oleh para administratornya (leader).

Terlebih diera reformasi, pemerintah dituntut melakukan revitalisasi
dan reposisi terhadap peran dan fungsinya, serta memberikan bukti nyata
terhadap pelaksanasn pembangunan dan kebijakan disemua aspek kehidupan
masyarakat; ekonomi, sosial, budaya dan politik, yang berlangsung pada level
makro (nasional) dan mikre (communinygroup) yeng tampak pada adanya
kemajuan/perbaikan  (progress) pertumbuhan dan  diversifikasi  (Tikson,
2005:12), keadilan sosial serta pemerataan (distribusi) dari hasil-hasil
pembangunan, agar pemerintah dapat memperoleh legitimasi kepercayaan dari
masyarakat/rakyat, jika demikian maka proses pertumbuhan ekonomi,
perubahan sosial, dan demokrasi politik vang ditempuh oleh suatu negara

bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)



yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatil (circwlar cumulaiive
causation) Myrdal (dalam Agus Suryono, 2001: 56). Dan S.P Siagian
(2003:4), Dalam kerangka kebijakan Bukan suatu hal yang mustahil.

Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai
berbagai pilihan tindakan dan prioritas vang diwujudkan dalam program-
program public service yang efektif dan efisien, sehingga diperlukan pola
umum dalam menetapkan dasar-dasar bagi pembangunan bangsa, baik dari
aspek/fungsi pertumbuhan ekonomi feconomi groweh), perawatan masyarakat
(Contmunity caore) dan pengembangan manusia (Fumman development), yang
dicakup secara seimbang dan proporsional Agar pembangunan nasional
memberikan hasil, berjalan optimal dan mampu bersaing dipasar global
(Suharto, 2005:5).

Untuk mencapai hal tersebut diatas, pemerintah harus mampu
melshirkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk program yang ideal dan pro
publik, melalui konseép perencanaan pembangunan yang sifatnya strategis, dan
diturunkan dalam sebuah konsep kebijakan perencansan strategis yang
meliputi penyusunan kebijakan dan arah yang luas, penilaian internal dan
eksternal, perhatian kepada stakeholder kunci, identifikasi isu penting,
pengembangan strategi untuk menghadapi masing-masing isu, pembuatan
keputusan, tindakan, dan pemantauan hasil-hasil secara terus menerus
{Bryson, 2002:53), proses ini lebih sering kita kenal dengan istilah rencana
strategis (RENSTRA).

Sebagai sebuah kebijakan, RENSTRA tentunya tidak dapat diterapkan



A B o

&

g
£

-
tanpa melihat kondisi (fenomena) serta kapabilitas organisasi ;da]am
mentransformasikan rtocit knowledge menjadi explicit kmowledge dalam
konsep kmowledge creating organization, Nokana dan Tekeuchi (dalam
Basuki, 2003:3). Termasuk landasan yuridis (konstitusional) yang digunakan.

Landasan konstitusional terscbut secara cksplisit dan implisit dapat
ditelusuri dalam LU No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, UU Mo. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PERDA No. 1
Tahun 2002 Tentang PROPEDA Kota Makassar Tahun 2001-2005, PERDA
Mo, 14 Tahun 2004 Tentang RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun
2004-2009, PERDA No.6 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Makassar,

Landasan Hukum diatas, dalam konteks Otonomi Daerah,
mengisyaratkan asas desentralisasi (devolusi/penyerahan wewenang) untuk
mengambil keputusan dalam bidang kebijakan publik kepada lembaga
perwakilan rakyat ditingkat lokal dengan Undang-Undang. Serta asas
dekosentrasi yakni pelimpahan/pendelegasian wewenang untuk mengambil
keputusan adminisirasi atas nama pemerintah pusat dimana pejabat yang
ditempatkan didaerah bertanggung jawab dalam kebijakan publik dalam
wilayah yuridiksinya, Brian C. Smith (dalam A. Arsyad 2006:11-12). Dengan
konsep tersebut, Pemerintah Kota Makasar tentunya harus dapat mewujudkan
kerangka tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang menckankan

pada prinsip supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, transparansi, partisipasi,



desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien,
berdaya saing, dan akuntabel (LAN-RIL, 2003:25), dalam membangun
kemandirian daerah melalui Perumusan Rencan Strategis yang lebih baik lagi.

Kota Makassar sebagai episentrum pgerak ekonomi pembangunan
dikawasan Indonesia timur, tentunya memiliki permasalahan-permasalahan
(fenomena) vang saling berkaitan dengan tingkat kompleksitas yang cukup
tinggi dalam usaha merealisasikan visi dan misinya dibeberapa bidang
pembangunan. Permasalahan tersebut tampak pada beberapa aspek seperti
permasalahan  kependudukan dan  ketenagakerjsan. Permasalshan  ini
sesungguhnya dimulai sejak ada kecenderungan urban bias atau bias
perkotaan, Trend ini terjadi ketika pembangunan diperkotaan dipacu besar-
besaran sehingga kota menjadi sangat gemerlap sementara pedesaan gelap tak
ada dinamika perekonomian yang menjanjikan, masyarakat jadi tertarik
dengan kota dan meninggalkan desanya menuju kota, sehingga tingkat/laju
pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkat.

Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap penyediaan pelayanan baik
pelavanan dasar maupun kebutuhan minimum masyarakat kota makassar dan
ini juga berdampak pada masalah ketenagakerjaan, seperti masih relatif
murahnya upah para pekerja terutama kaum buruh (upah sekedar cukup untuk
hidup/subsisten), pola semacam ini terus berlanjut hingga stratifikasi sosial
masyarakat menjadi eksploitatif, memainkan proses perubahan radikal yang
didorong oleh ekspansi pasar vang terus menerus (Giddens, 2003:24) atraktif

memainkan nalar bawah sadar konsumtif, membentuk struktur yang sengaja



diciptakan untuk melakukan proses penindasan yang berlapis. inilah vang
menyebabkan kerapuhan sosial Gocial viulnerabiling) kelas pekerja (buruh) di
Indonesia, meskipun mereka tersedia dalam jumlah besar/melimpah ruah,
namun tidak dapat melakukan penawaran tinggi atas upah mercka schab
jumlah mereka yang banvak jadi secara tidak langsung diantara jumlah
mereka yang banyak telah terjadi sebuah kompetisi memperebutkan pasar,
W.A. Lewis {dalam M.L. Jhingan, 2000:156,519).

Belum lagi permasalahan penataan kota dan lingkungan hidup, yang
sering kali punya konotasi sempit, hanya terbatas pada perencanaan dan
perancangan fisik. Tom turner, (dalam Fadillah Putra 2005:135) menyatakan
Kota dan daersh pada dasarmya merupakan merupakan pengejawantahan
budaya “cultural Landveape’, sebagai mosaik yang sarat dengan beraneka
ragam karakter, sifat, kekhasan, kepribadian, sehingga yang harus dipahami
adalah budaya dari berbagai kelompok masyarakatnya dan pengaruh tata nilai,
norma, gaya hidup terhadap penataan dan bentuk perkotaan. Oleh karenanya,
setiap kota vang merupakan meliing spoi, selalu terdapat pluralisme budaya,
tidak dapat dihindari timbul benturan pada skala kota yang menciptakan
kompleksitas dan kontradiksi. Tata ruang kota pun terbentuk antara
homogenitas yang kaku seragam dengan heterogenitas vang kenyal
memberagam, mudah deskripsinya tetapi sangat sulit dalam implementasinya,

Laju Pertumbuhan penduduk Kota Makassar tentu  semakin
memberikan tekanan terhadap penatsan kota dan lingkungan hidup,

penanganan sampah misalnya, belum dapat dilakukan secara maksimal ini



ditandai dengan gagalnya pemerintah kota Makassar dalam memih Adipura.
Selain itu menjamurnya pusat-pusal perbelanjaan (mall dan Supermarket)
menambah banyaknya konsenirasi-konsentrasi massa ditempat tersebut
sehingga menambah padatnya aktivitas perkotaan.

Akselerasi ini mau tidak mau menimbulkan permasalahan baru, seperti
rendahnya derajat kesehatan dan status gizi, rendahnya tingkat kesejahteraan
masyarakat miskin, tingginya populasi anak jalanan, gelandangan dan
pengemis, penyvalahgunaan dan penggunaan narkoba (peredaran narkoba
malah marak tefjadi di Lembaga pemasyarakatan), Kriminalitas, dan
pendidikan. Pemerintah saja baru mengalokasikan 9-10 % APBN, dari
ketenfuan  konstitusi 20 %, untuk pendanaan pendidikan, diluar gaji
purw/dosen (Suwignyo, Kompas 29 agustus 2007) sebagaimana termaktub
dalam UL Mo. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Masional BAB XIT
Pasal 4% avat (1) "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan dialokasikan minimal 20 %% dari APBN pada sektor pendidikan dan
minimal 20 % dari APBD™.

Dari permasalahan diatas tentunyva dapat memberikan gambaran
singkat betapa fenomena Kota Makassar sebagai kota metropolitan
membutuhkan penanganan serius dari pemerintah Kota Makassar melalui
proses perumusan RENSTRA wyang berkualitas dalam konsep managerial
kepemerintahan, mulai dari aturan, motivasi, menggerakkan, memimpin,
mengumpulkan sumber daya, pengarahan, penganggaran, koordinasi,

peramalan, pemrograman, peErencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
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pengawasan, pelaporan, koordinasi, evaluasi (Hasibuan, 2004:38),
pengukuran, pencapaian kinerja, analisis kondisi lingkungan, sampai pada feed
back kesemuanya harus dilaksanakan secara sustainable (berkelanjutan).

Status RENSTRA Kota Makassar selain sebagai salah satu dokumen
perencanaan vang bersifal taktis strategis dimana didalamnya adalah
penjabaran dari pola dasar pembangunan daerah kota makassar, juga sebagai
bahan rujukan dalam penyusunan rencana kerja ( REMNJA ) unit kerja; RAPBD
dan bahan acuan dalam penyusunan LPJ Walikota kepada DPRD, maka
substansi dan pemanfaatan RENSTRA PEMEKOT Makassar hanya dibatasi
pada kebijakan dan program yang akan dibiayai dari APBD Kota Makassar,
Diluar APBD berdasarkan asas tugas dekosentrasi dan asas tugas pembantuan
akan dipertanggung jawabkan oleh walikota sesuai dengan PP No.108 Thn
2000 tentang tata cara pertanggung jwaban kepala daerah yang menekankan
adanya pertanggung jawaban publik atas kegiatan-kegiatan strategis yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dengan status, peran dan fungsi dari RENSTRA Kota Makassar diatas
yang sangat besar, tentunya peluang dalam menangani permasalahan vang ada
semakin lebih baik bahkan dapat dikatakan bahwa kehadiran kebijakan
RENSTRA sangat penting dalam mengakomodasi serta mengakumulasi
pemasalahan-permasalahan vang ada untuk diselesaikan melalui proses
pembangunan, kebijakan, dan program pemerintah yang sifatnya preventif, hal
ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta publik dalam

arti dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda. Akan tetapi
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dengan sifatnyva yang strategis dan taktis serta kegunaan RENSTRA Kola
Makassar pada kenyataannya masih menyisakan permasalahan-permasalahan
di Kota Makassar yang belum terselesaikan,

Pertanyaannya, apakah pada saat perumusannya terjadi distorsi dalam
mengkoneksikan misi, visi, termasuk visi bersama (vhare virion) Kola
Makassar schagaimana yang termuat dalam POLDAS termasuk PROPEDA
(program pembangunan daerah)? sebagai akibat banyaknya disparitas antara
visi dan misi pemerintah kota (visi dan misi walikota terpilih) dengan berbagai
derivasi dokumen kebijakan publik daerah seperti RENSTRADA (Rencana
Startegis Daerah), dimana dalam penyusunan/perumusan dokumen kebijakan
tersecbut dianggap schuah proses politik vang terpisah, sehingga tarik menarik
kepentingan ketika dokumen-dokumen kebijakan tersebut diproses, terbangun
mulai dari awal lagi.

Ataukah muatan/kualitas dari RENSTRA itu sendiri vang kurang, dan
belum dapat memberikan gambaran potensi serta langkah strategis bagi
Pemerintah Kota Makassar dalam menyelasaikan  permasalahan
pembangunan? Mengingat begitu kompleksnya permasalahan kota vang ada
serta perumusan renstra yang membutuhkan proses Analisis SWOT dalam
mengelola ketegangan diantara kapasitas dan tujuan organisasi, Wechsler dan
Backoff (1987) guna memperjelas sifat ketegangan tersebut dengan cara
menjajarkan doa dimensi pokok; baik (kekuvatan dan peluang) dan buruk
(kelemahan dan ancaman), masa kini (kekuatan dan kelemahan), dan masa

depan (peluang dan ancaman) R.W. Backoff (dalam john M. Bryson,



2002:141), analisis proyeksi serta isu-isu strategis dan gambaran analisis
potensi serta tantangan dalam megidentifikasai permasalahan yang ada demi
lahirnya RENSTRA yang ideal.

Ataukah dalam perumusan RENSTRA itu kurang akomodatif dan
tidak terkoordinasikan/tersosialisasikan dengan baik? Ataukah dalam proses
perumusan RENSTRA para aktor pembuat kebijakan lebih larut dalam tarik
ulur kepentingan individe dan kelompoknya agar terakomodasi. Jika demikian
maka jalur konsensus menjadi pilihan, tetapi kemudian apakah konsensus
yang dihasilkan berorientasi pada masyarakat (puwbfic) ataukah hanya
berpihak/menguntungkan kelompok tertentu saja, ataukah estimasi anggaran
(APBD) dalam mercalisaikan program-program pada Renstra mengalami
permasalahan, hal ini tentu memerlukan penelusuran  lebih  lanjut
Berdasarkan deskripsi dan wraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian terhadap proses perencanaan strategis (RENSTRA) dengan
mengangkat judul: “Analisis Proses Perumusan Rencana Strategis (Renstra)
diPemerintah Kota Mokassar (Studi Kasus Rencana Strategis Pemerintah

Kora Makassar Tahun 2004-2009) ",

Romusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan, bahwa dalam usaha mewujukan
visi dari Pemerintah kota makassar maka Pemerintah Kota Makassar
senantiasa melaksanakan akiifitas proses perumusan RENSTRA. RENSTRA
Schagai salah satu dokumen kebijakan perencanaan yang bersifat taktis

strategis, yang memuat komitmen politis daerah, Visi, misi, strategi dan arah
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kebijakan pembangunan jangka panjang menengah, dimana dalam
perumusannya dapat menghadirkan dinamisasi dan nilai tersendiri, baik secara
kelembagaan (struktural), kepentingan, dominan, akemodasi, konsensus,
terinasuk mengakumulasi pemasalahan-permasalahan yang begitu kompleks
dan multidimensi untuk diselesaikan melalui proses pembangunan dan
kebijakan serta program-program pembangunan yang berbasis pada
REMETRA.

Begitu luas dan komplcksnya permasalahan yang dapat muncul dalam
proses perumusan RENSTRA, maka untuk lebih memperjelas pembahasan
dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membatasinya dengan merumuskan
masalah penelitian sebagai berikut: “ Bagaimanakah pola perumusan Rencana
Strategis di Pemerintah Kota Makassar (Renstra Pemeriniah Kota Makassar
Tahun 2004-2009), dilthat darl aspek Dominasi, Akomodas], dan

Konzenzus? "

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Untuk mengetahui perumusan kebijakan pembangunan melalui Rencana
Strategis (tujuan umum), serta mengetahui bagaimana pola peérumusan
Rencana Strategis di Pemerintah kota Makassar, dilihat dari aspek
dominasi, akomodasi, dan konsensus (tujuan khusus).
2. Kegunaan penelitian
8, Kegunaan Akademis, Dari hasil penulisan/penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi positif dan dapat menunjang bagi pengembangan



ilmu pengetahuan, khususnya llmu Administrasi Negara (studi kebijakan
publik), serla memperkaya khasanah kepustakaan dibidang perencanaan
pembangunan daerah melalui penyusunan RENSTRA dan dapat
mendukung/bahan masukan ataupun komparasi bagi vang akan melakukan
penelitian-penelitian selanjutnya,

b. Keguanan Praktis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan
manfaat dan berguna bagi Pemerintah kota Makassar sebagai sutau bahan
informasi, input (masukan), demi menghasilkan konsep/produk
RENSTRA yang berkualitas dan lebih baik lagi dimasa mendatang.

¢, Kegunaan bagi penulis, Dapat menambah dan  memperluas
wawasan/pengetahuan  penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi)
terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan
pembelajaran/pengalaman yang berharga dalam mengapresiasikan dan
mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses
perkuliahan. Sekaligus memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

sarjana pada Jurusan llmu Administrasi FISIP UNHAS:

D. Keterbatasan Penelitian
Dalam mencapai sebuah tujuan, tentu kita senantiasa mengharapkan
adanya kesempumaan, Sempumna dalam arti apa yang kita capai sesuai dengan
apa yang diharapkan, tanpa kurang sesuatu apapun. Pada dasarmya penulispun
menginginkan hasil yang ideal (sempuma) dalam penelitian ini akan tetapi
realitasnya penulis mengalami keterbatasan dan kendala, dalam penelitian ind,

Adapun keterbatasan/kendala yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu;
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berkenaan dengan metodologi penelitian yang penulis gunakan yaitu kualitatif
dengan tipe deskriptif vang berdasar pada penelitian studi kasus, dimana
instrumen/teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua metode yaitu:
{1) Wawancara, dengan Berinteraksi dan bertanya langsung kepada sejumlah
informan kunci dari instansi/lembaga yang terkait dengan penelitian ini; (2)
Dokumentasi, yaitu mereduksi data, dokumen, arsip, jurnal, Koran, buku dan
karya ilmiah pada instansi/lembaga vang terkait dengan penelitian ini, dimana
data-datanya telah ada dan diolah sebelumnya. Menjadi sedikit sulit
diaplikasikan. Sulitnya merealisasikan kedua metode ini disebabkan beberapa
hal, antara lain; terdapat informan kunci yang scbagian merupakan pucuk
pimpinan di nstansii  masing-masing, sehingga cenderung  sulit
didapatkan/ditemui oleh penulis untuk melakukan wawancara, proses
perumusan RENSTRA yang telah dilalui (berlalu) beberapa tahun yang lalu
oleh para aktornya dengan menghasilkan Renstra Kota Makassar tahun 2004-
2009 membuat penulis membutuhkan waktu untuk melakukan penelusuran
terhadap dokumen, data dan para aktomya termasuk menemul dan
mewawancarai mereka

Adanya rentang waktu yang cukup lama itu dapat membuat informasi
yvang diperoleh mengalami penurunan/pergeseran objektivitas karena wakiu
vang lama tersebut dapat membuat para aktor/informan kurang berminat/fokus
saat diwawancarai, disamping mereka harus mengingat kembali aktifitas
perumusan dan poin penting dari perumusan RENSTRA yang dilakukannya.

Belum lagi di BAPPEDA kota Makassar dan DPRD telah mengalami
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beberapa kali perpindahan tempat (ruangan), sehingga dokumen-dokumen
penting menjadi  sulit sulit ditemukan, Kondisi ini dapat membuat
informasi/data yang diperoleh kurang akurat dan objektif, selain itlu anpgota
dewan yang dulunya terlibal merumuskan/membahas  Renstra, merupakan

anggota dewan dengan masa bakti 1999/2004,

14



BAB IT
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik (Public Palicy)
 Pengertian Kebijakan Publik

Sccara etimologis, istilah pelicy (kebijakan) berasal dari bahasa
Yunani, Sansakerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan
Sansakerta polis (Negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa
Latin menjadi politia (negara) dan akhirmya dalam bahasa Inggris pertengahan
policie, yang berarti menangani masalah-masalah public ataw administrasi
pemerintahan. Asal-usul etimologis kata policy sama dengan dua kata penting
lainnya: police dan politics, (Dunn, 2003:51-52). Uniknya dalam bahasa
Indonesia, kata “kebijaksanaan™ atau “kebijakan™ yang diterjemahkan dar
kata policy mempunyai konotasi tersendiri, Kata tersebut mempunyai akar
kata bijaksana atau bijak yang dapat disamakan dengan pengertian wisdom
yang berasal dari kata wise dalam bahasa inggris. Dengan pengertian ini, sifat
bijaksana dibedakan orang dari sekedar pintar (clever) atau cerdas/smarr (Said
Zaenal Abidin, 2006:18).

Menurut Harrold Lasswell (ahli ilmu politik yang pertama
mencanangkan studi kebijakan publik sebagai studi yvang menggunakan
multhi-method dan bersifat multi disiplin} dan filosof Abraham Kaplan
{1970:71) yang dikutip olech Miftah Thoha (2005:60), menyatakan bahwa:

.policy as a projected program of goals, values, and practices”,
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(kebijakan dapat  dirumuskan  sebagal  swalu  program  yang

diproveksikan dari twjuan-tujuan, nilai-nilai, dan prakiika-prakeikal.

Titmuss  (1974) wyang dikutip oleh Edi Suharto (2005:7)
mendefenisikan kebijakan sebapai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan
yang diarahkan kepada tjuan-tujuan terfentu. Kebijakan senantiasa
berorientasi kepada masalah (problem-oriented] dan berorientasi kepada
tindakan {ocrion-orienied).

Beberapa pakar kebijakan seperti William N. Dunn, memakai istilah
kebijakan dengan analisis kebijakan. Dia mendefinisikan analisis kebijakan
sebagai disiplin ilmu sosial terapan vang menggunakan berbagai metode
pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk
menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan
informasi yang relevan dengan kebijakan, William N. Dunn (2003:44).

Selanjutnya Stuart 5. Nagel (dalam Hessel Nogi 8. Tangkilan, 2003:1)
mendefinisikan analisis kebijakan sebagai penentuan alternatif terbaik dari
kebijakan publik yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam
alternatif kebijakan public dan kepemerintahan, dan vang akan paling banyak
mencapal seperangkat tujuan didalam hal hubungan antara kebijakan dan
fujuan.

Menurut A.R Mustopadidjaja (2003:73) kebijakan adalah;

“keputusan yang sifainya mendasar untuk dipergunakan  sebagai

landasan bertindak dalam wusaha mencapai tyjuan yang telah

ditetapkan sebelumrmva dan kebijokan pada dasarmya merupakan
ketentuwan-ketentuan yang dimaksudkan wuntuk mempengaruhi perilaku

kelompok sasaran lerieniu agar melakukan tindokan vang ierarah
pada pencapaian fyjuan kebijakan”.
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Charles O, Jones (dalam Said Z. Abidin, 2006:21) merumuskan
kebijakan sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan
usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah
umum. Selanjutnya, Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:485) yang
dikutip oleh Edi Suhario, (2005:7) mengemukakan bahwa Kebijakan adalah
sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten
dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (terkena
kebijakan tersebut).

Sehubungan dengan permmyataan Heinz Eulaw dan Kenneth Prewitt,
diatas, Thomas R. Dve (1981) meragukannya, sebagaimana yang dikutip oleh
Miftah Thoha (2005:62), menyatakan bahwa:

“sekarang pastilah balwa akan merupakan hal yang amat indah jika

kegiatan-kegiatan  pemerintah fiu  disifati oleh  “konsistensi dan

pengulangan”, dan demikian pula akan merupakan hal yvang
meragukan jika kita menjumpai “kebijaksanaan pemeriniah” dalam

pemeriniahan berpegang teguh pada kriterig-kriteria ini, Apa yang
dikerjakan pemerimiah itu semuanya tidak konsisten dan tidak ada

pengulangan”.

Lebih lanjut, Thomas R. Dye (1981:2), yang dikutip oleh Miftah
Thoha (2005:62), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“public policy is whatever government choose to do or not fo do ™.

(kebijakan publik adalah apapun yang dipilil aleh pemerintah unruk
dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan).

Pakar ilmu politik David Easton (1953:129) yang dikutip oleh Miftah
Thoha (2005:62), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut :
“the authoritaiive allocation of value for the whole society-but it turns

oul that only the government can authoritatively act on the ‘whole’
society, and everyihing the government choosed io do or not 1o do



resully in the ‘allocation of values ™,

{alakasi nilal yang otoritatif utuk seluruh masyarakat, tetapi hanva

pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh

masyarakal, dan semuanva yang dipilih oleh pemerimiah uniuk
dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi
nilai-nilai tersebut).

Berdasarkan beberapa pendapat/pengertian yang telah dikemukakan
tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah apa saja
yvang dilakukan oleh pemerintah, dan apa saja yang tidak dilakukan oleh
pemerintah, kesimpulan inipun merupakan pusat perhatian dari kebijakan

publik.

* Ruoang Lingkup Studi Public Policy dan Siklus Kebijakan Publik
Gerald E. Caiden (1982:60-64) vang dikutip oleh Miftah Thoha
(2005:74-86) merumuskan ruang lingkup studi public policy meliputi; adanya
partisipasi masyarakat (Public Participation), adanya kerangka kerja {policy
Sframework), danya strategi-strategi policy (policy srrategies), adanya kejelasan
tentang kepentingan masyarakat (public interest), adanya pelembagaan lebih
lanjut dari kemampuan public pelicy, adanya isi policy dan evaluasinya.
Kebijakan publik atau analisis kebijakan publik pada hakekatnya
merupakan  intervensi pemerintah/serangkaian aktivitas intelekfual yang
dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, Dunn (2003) dan
bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau mempengaruhi arah dan
kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.
Aktivitas'proses  politis dan intelektual tersebut tampak dalam

serangkaian kegiatan dan prosedur analisis perumusan kebijakan yang oleh



Dunn (2003) disejajarkan {(pararel) dengan tahap-tahap Pembuatan Kebijakan

yang mencakup:

Perumusan masalah/penyusunan  apenda (definisi), menghasilkan
informasi mengenai kondisi-kondist yang menimbulkan masalah kebijakan
Peramalan/formulasi  kebijakan  (prediksi), menyediakan informasi
mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif
kebijakan termasuk tidak melakukan sespan.

Rekomendasifadopsi  kebijakan  (preskripsi), menyediakan informasi
mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa depan dari
suatu pemecahan masalah.

Pemantauanimplementasi kebijakan (deskripsi), menghasilkan informasi
tentang konsckuensi sckarang dan masa lalu dar diterapkannya alternatif
kebijakan.

Penilaian/penilaian kebijakan (evaluasi), menyedizkan informasi mengenai
nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.
William N. Dunn (2003:20-29).

Urutan Prosedur Analisis Kebijakan dan tahap-tahap Pembuatan

Kebijakan diatas bila desejajarkan akan tampak seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Prosedur Analisis Kebijakan dan Tahap-Tahap Pembuatan
Kebijakan yang Pararel.

Prosedur Analisis Kebijakan | Tahap Pembuatan Kebijakan
Dhefinisi (Perumusan Masalah) Penyusunan Agenda
Pradiksi {Peramalan) Formulazi Kebijakan
Froskripsi {Rekomendasi) Adopsi Kebijokan
Degkripsi (Pemantauar) Imiplementasi Kebijakaw
Evaluasi (Penilaian) Penilai Kebifakan

Sumber: di lah davi Williom N. Dunn (2003:23).
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Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11), James Anderson (197%:23-

24) vyang dikutip oleh AG. Subarsono (2005:12-13) menyatakan bahwa

problem dan proses menetapkan kebijakan publik terdiri dan lima tahapan

sebagai berikut:

1.

Penyusunan agenda (agenda seiting)/Formulasi masalah  (problem
Jormulation): Proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari
pemeriniah. Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi
masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam

agenda pemerintah?

. Formulasi kebijakan (policy formulation). Proses perumusan pilihan-

pilihan kebijakan oleh pemerintah. Bagaimana mengembangkan pilihan-
pilihan atau akernatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut?
Siapa saja vang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

Pembuatan kebijakan (decision makingl/Penentuan kebijakan (adopiion):
Proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau
tidak melakukan sesuatu tindakan. Bapaimana alternatif ditetapkan?
Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan
melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi  untuk
melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
Implementasi kebijakan (policy Implementation). Proses untuk
melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Siapa vang terlibat dalam
inplementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi
kebijakan?
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5. Evaluasi kebijakan (policy evalwation): Proses untuk memonitor dan
menilai hasil atau kinerjz kebijakan. Bagaimana tingkat keberhasilan atau
dampak kebijakan divker? Siapa vang mengevalusi kebijakan? Apa
konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk

melakukan perubahan atau pembatalan,

B. Proses Perumusan Kebijakan Publik.
= Model atau Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Publik.

Maodel merupakan abstraksi realitas, suatu "penghampiran’ kenyataan,
merupakan ‘sosok kunci' atau pokok (key features), Murdick dan Ross (dalam
Amirin, 2003:70). Model sebagai penycderhanaan femomena sosial atau
konsep-konsep tertentu yang dinyatakan dalam bentuk  pernyataan-permyataan
teoritis, simbol-simbol, gambar atau rumusan matematis mengenai fenomena
yang dideskripsikannya) Edi Suharto, (2005:69). Swvatu model dalam
kebijakan publik merupakan penjelasan secara abstraksi atau perwakilan dari
kehidupan politik. Model berusaha untuk memperjelas, menyederhanakan dan
memberikan pengertian mengenai hal-hal yang sebenamya dianggap penting
bagi politik dan kebijakan publik (Thoha, 2005:85-87).

Perumusan kebijaksanasn negara akan lebih mudah dipelajan apabila
menggunakan suaty pendckatan atau model tertentu. Para ahli politik telah
mengembangkan berbagali macam pendekatan atau model yang dapat
membentu kita memahami kehidupan politik {political life), pemerintahan dan
proses kebijaksanaan. Namun demikian, perlu ditegaskan kembali bahwa

model tersebut bukanlah suatu proses yang kaku dan tidak ada satupun dari
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beberapa model tersebut dianggap ‘paling baik®, karcnanya tidak ada ‘cetak
biru" khusus yang harus ditkuti secara terfulup, mengingal masing-masing
maodel memberikan fokus perhatian pada aspek kehidupan politik yang
berbeda, sehingga akan membantu kita dalam mempelajari kebijaksanaan
nepara dari berbagai sudut pandang. Atau mungkin satu model tertentu adalah
merupakan kombinasi dari beberapa model yang berbeda-beda. (Edi Subario,
2005:77), dan M. Irfan Islamy, (2004:34).

Menurut  Gilbert dan Specht (dalam Edi Subarto, 2005:77-78),
sedikitnya ada tiga model yang dapat ditkuti untuk merumuskan kebijakan,

sehagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Model-Model Perumusan Kehijakan.

Model A Model B Model C
Perencanaan Pembuatan Kebijakan Pengembangan Kebijakan
{di kembangkan oleh Alfred | (di kembangkan oleh Dinitto dan | (di kembengkan olch Freeman dan
1. Kaln) Diye) _ Eherwood)
I. Dorongan Perencanaan 1, Pengidentifikasian Masalsh | 1. Pereocanaan Kebijakan
2. EksplorasiTenelitian 2, Perumusan Kehijakan 2, Penpembangan dan
Ermpiermeniasi Progrim
3. Pendefinisian Twgas- 3. Legitimasi Kebijakan 3. Evaluas]

lugs Perencanasn
4. Perumusan kebijakan

4, Implementasi Kebijakan
Evalunsi Kebijakan

¥, Perumusan Progmm

6. Evaluasi

Sumber: Edi Suharta (2005:77).
Tabel diatas bila diamati, meskipun masing-masing model memiliki
tahap vang berbeda, pada dasarmya memiliki kesamaan dimana model C
merupakan penyederhanaan dari model B dan A, ataw sebaliknya, model A

merupakan merupakan pengembangan dard model B dan C.

22



Lebih lanjut, William N. Donn (2003:117-123) dalam Edi Subarto
(2005:85-86), mendeskripsikan tiga bentuk model atau analisis kebijakan,
vaitu:

1. Model prospektif, model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang
mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsckuensi kebijakan produksi
dan wransformasi ‘“scbelum® suatu  aksi  kebijakan  dimulai  dan
diimplementasikan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif,
karena sering sekali melibatkan teknik-teknik peramalan (foreacasting)
untuk memprediksi kemuengkinan-kemungkinan yang akan timbul dari
kebijakan yang diusulkan.

2. Model retrospektif, merupakan model analisis kebijakan yang dilakukan
melalui penciptaan dan transformasi informasi terhadap akibat-akibat
kebijakan ‘setelah’ suatu  kebijakan diimplementasikan. Model ini
biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan
pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau
telah diterapkan. Model ini mencakup berbagai tipe kegiatan yang
dikembangkan oleh tiga kelompok analis, yaitu: analis yang berorientasi
pada disiplin { Discipline-oriemied analysis), Analis yang berorientasi pada
masalah (Problem-oriented analysis), analis yang berorientasi pada
aplikasi (Applications-orienied analysis).

3. Model integratif, adalah model yang mengkombinasikan gaya operasi para
praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi

informasi schelum (prospektif) dan sesudah (retrospektif) tindakan
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kebijakan diambil. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensil
atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-
konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik ‘sebelum’ maupun
*sesudah” suatu kebijakan dioperasikan, serta melibatkan teknik-teknik
peramalan dan evaluasi secara terintcgrasi, Oleh karena itu, analisis
integratif adalah multidisiplin didalam arti yang sebemamnya. Model ini

dapat dipambarkan scbagai berikut :

Gambar 1.1 Model Analisis Kebijakan

IMPLEMENTASI
KEBUAKAMN

KONSEKUENSI-RONSEKUENSI KEBUAKAN

i |

Model Model
Prospektif Model Retrospektif
fapa yang ferodi don Integratif | fapa yang akan terjadi
perbeduan apa  yang dam apa yomg  Forus

allbuecat) dilakakan)

Sumber: Edi Suhario (2003:86), df Ok dari William N, Dunn (2003).

Lebih lanjut, menurut Miftah Thoha (2005:90), dan M. Irafan Islamy,
(2004:37-76), ada beberapa model yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan
seluk beluk proses pembuatan kebijakan publik antara lain
1. Model Elit (kebijakan sebagai prefensi elit). Model ini memandang

administrator negara bukan sebagai ‘abdi rakyat’ (‘servant of the people™)
tetapi lebih sebagai ‘kelompok-kelompok kecil yang telah mapan® (The
Estabilishment), Nicholas Henry, (dalam Islamy, 2004:39). Sckolompak



kecil atau beberapa orang elit yang memeriniah adalah bukan mewakili
secara tipikal dari massa yang diperintah. Policy mengalir dari kehendak
elit melalui para pejabat dan administrator yang melaksanakan policy
tersebut dengan sasaranya rakyat banyak dan bukan schaliknya berasal
dari tuntutanmasyarakat. Meskipun demikian, bukan berarti diantara
sesama anggota elit tidak pernah terjadi ‘tidak sependapat’ atau tidak
pernah ‘bersaing’ untuk mercbutkan superioritas. Justru jika terjadi
persaingan diantara clit, maka wama persaingannya akan lebih tajam akan
tatapi diusahakan tidak akan tampil kepermukaan, diusahakan kompetisi
mereka terpusat pada sckitar batas-batas yang amat sempit dan hanya
alternatif-alternatif policy yang berada dalam batasan “‘meratakan
konsesnsus™ yang akan diberikan pertimbangan serius, sehinpga diantara
elit lebih banyak konsensusnya, (Thoha, 2005:91,95). Model ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Maodel Elit dalam Public Policy.

Pelaksanann Policy e -'—‘__‘lr.

Sumber: Mifial Thoka (2003 92).
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2. Rational-Comprehensive (kebijakan sebagai pencapaian fujuan yang

efisien). Suatu policy dikatakan rasional jika policy terscbut amat efisien,
Yehezkel Dror (Islamy, 2004:50). Herbert A. Simon, (Islamy, 2004:49-50)
vang menyadari terbatasnya kapasitas daya pikir manusia dalam
merumuskan dan mengatasi masalah (sulitnya mencapai rasionalitas dalam
pembuatan keputusan), memberikan pendekatan yang dinamakan ‘the
principle of bounded ravionality” atau yang lebih dikenal ‘siatisficing
maodel” yang didasarkan atas konsep “adminisiratif man®. Menurut konsep
ini pembuat-keputusan {the statisficer)manajer tidak pernah memperoleh
atau mempunyai informasi yang lengkap, karenanya tidak dapat mencapai
pilihan dengan nilai tertinggi (maximum rationality). Schingga manajer
hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang mungkin tersedia,
kemudian memilih alternatif  yang ‘lebih cocok’ untuk mengatasi
masalahnya, sejalan dengan Simon, John M. Pfiffner menawarkan
‘administrative rationality’ yang berbeda dengan orthodoc ratiomality,
karena ia menambahkan spekirum fakta-fakta seperti emosi-emosi, politik,
dinamika kelompok kekuatan, kepribadian dan kesehatan mental (Islamy,
2004:53). Model Rational-Comprehensive sangal menekankan pada
pendekatan cara dan tujuan (memilih cara-cara yang baik untuk mencapai
tujuan), dengan kata lain, pembuat keputusan harus mempunyai
penpetahuan yang cukup tentang nilai-nilai masyarakat seluruhnya, Oleh
karena itu dibutuhkan informasi yvang lengkap untuk bisa menilai,

meramalkan, dan mengetahui  konsckuensi-konsekuensi  alternatif
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kebijakan, serta kemampuan untuk secara tepat menghitung rasio biaya
dan keuntungan dari setiap altermatif kebijakan, Yehezkel Dror
(Islamy,2004:50-52). Hal inilah vang menjadikan model ini begitu
berharga bagi administrasi negara karcna sedikitnya dengan satu—kata
mode! ini berhubungan dengan bagaimana kebijakan itu dibuat secaralebih

baik mealalui akomodasi kepentingan, Micholas Henry (Islamy:2004).

. Model incrememtal (kebijakan sebagai kelanjutan dari kebijakan masa

lalu). Landasan model ini adalah pada evaluasi dan analisa empiris
terhadap programa-programa, kebijakan-kebijakan negara dimasa lalu
vang telah dilaksanakan sebelumnya-dengan menambah, mengurangi,
menginovasi, memodifikasi sedikit programa-programa, kebijakan,
pengeluaran negara, sehagai dasar pembuatan keputusan yang baru. Hal ini
dilakukan karena mereka tidak memiliki cukup wakiu (keterbatasan
waktu), keahlian dan dana unmiuk menyvelidiki semua informasi dan
menganalisa secara komprehensive semua niali-nilai, tujuan-tujuan
masyarakat, altematif-altrmatif kebijakan yang ada, serta meramalkan
konsekuensi yang ditimbulkannya, Charles E. Lindblom (dalam Islamy,
2004:59,61,62; Wahah,2004:22,23). Dalam masyarakat vang struktumya
majemuk, model incremental secara politis lebih aman (adalah tepat) dan
realistis, karena akan lebih mudah untuk mencapai kesepakatan
(comsensus) bila masalgh-masalah yang diperdebatkan oleh kelompok

vang terlibat hanyalah bersifat upaya untuk memodifikasi terhadap

program-program yang telah ada daripada masalah kebijakan yang sangat
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besarfsulit diamati sifatnyaljika hal tersebut menyangkut isu-isu
kebijaksanaan mengenai perubshan vang radikal yang memiliki sifat
'ambil semua atau tidak sama sekali’ karena para aktor berada dalam
keadaan yang serba tidak pasti khususnya yang menyangkut akibat dari
tindakan mereka di masa datang, disamping manusia adalah mahluk
pragmatis, maka incremental dapat mengurangi resiko dan biaya yang
ditimbulkan oleh suasana ketidakpastian itu, (Anderson, R.Dye dalam
Islamy 2004:64-66; Lindblom dalam Wahab, 2004:22,23). Kebijakan pada
hakikatnya merupakan produk dari saling memberi dan menerima (an out
come of give-and-take) diantara sejumlah besar pihak-pihak yang terlibat
dalam perumusan kebijakan (partisans mutual adiustment), Ukuran untuk
menentukan kebijakan yang *baik® adalah bila semua pembuat kebijakan
itu sepakat/setuju terhadap kebijakan tersebut. Dalam proses pembuatan
kebijakan akan sering terjadi "rade-offs* diantara para aktor dalam bentuk
‘compromise’; “negoliation’; 'compensation”;, dan "reciprocity. ' Kegiatan
‘rade-offs" itulah yang akan membuahkan kebijakan yang ‘baik’
"korek/benar® dan  ‘'rasioanl’, Charles E. Lindblom, (Abdul
Wahab, 2004:22; Islamy,2004:64). Disamping itu satu tujuan/nilai yang
dituntut oleh seseorang mungkin justru akan menjadiberfungsi sebagai
cara untuk mencapi tujuan orang lain, schingga konflik tujuan/ nilal dapat
ditekan, (Tslamy,2004:68),

. Model Kelompok (kebijakan sebagai keseimbangan kelompok). David B.

Truman {1951), vang dikutip oleh Irfan Islamy (2004:42) Mengartikan
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kelompok kepentingan sebagai Suatu kelompok yang memiliki sikap yang
sama vang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain
didalam masyarakat, Dan kelompok ini baik formal/mon-formal akan
mempunyai arti politis jika mengajukan tuntutan terhadap suatu lembaga
pemerintahan. Menurut teori kelompok, kebijakan adalah merupakan
perimbangan (eguilibrium) sebagai hasil dan perjuangan kelompok
kepentingan yang berbeda sehingga para akior kebijakan dalam sistem
politik menengahi konflik antar kelompok dan secara terus menerus
merespon tekanan kelompok kepentingan ini dengan melakukan tawar-
menawar  (bargaining),  perjanjian  (pegotiating),  kompromi
(compromising) dalam bentuk kebijakan negara, membuat atuaran
permainan dalam percaturan antar kelompok, dan memaksakan berlakunya
kompromi bagi semua pihak termasuk membentuk kelompok koalisi
mayoeritas, Thomas R. Dve (dalam Islamy, 2004:42-44; Thoha,2005:98).
Bentuk dan jenis perumusan kebijakan dapat berupa rowufine
Jormulation yaitu proses perumusan kembali usulan-usulan kebijaksanaan
negara secara repetitif (berulang-ulang sehingga bersifat rutin) dan tidak
banyak berubah karena seringkali muncul pada agenda pemerintah; bisa juga
berupa analo-gous formulation yaitu perumusan  kebijaksanaan yang
memperlakukan suatu problema baru sama halnya dengan apa yang pernah
dilakukan pada usulan-usulan kebijaksanaan yang pernah terjadi sebelumnya.
Jadi dicari analoginya, kadang-kadang juga berupa creative formulation yaitu

proses perumusan kebijaksanaan dengan memperlakukan suatu problema
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melalul cara-cara yang baru (kreasi baru) yang tidak permah dipraktekkan

pada usulan-usulan kebijaksanaan sebelumnya, (Islamy, 2004:95)

* Aktor, Jaringan dan Instrumen Kebijakan publik.

Aktor kebijakan fpolicy actors) adalah orang atau institusi jalinan
yang mampu mempengaruhi kebijakan tertentu, mengambil keputusan dan
bertindak dengan cara vang sedikit banyak terkoordinasi. Setiap kebijakan
publik tentu memiliki aktor yang menjadi pelaku, baik scbagai pelaksana,
pembuat, pemetik manfaat, maupun korban dari kebijakan publik tersebut,
schingga aktor dalam kebijakan publik biza mercka-mereka yang pro terhadap
kebijakan tersebut dan bisa juga yang kontra, ini Karena motivasi, energi dan
derajat pengaruh  vang mereka miliki berbeda, dan sewakiu-wakiu
menyebabkan perubahan kebijakan yang sedang berlansung. Untuk itulah
katagorisasi masing-masing aktor yang terlibat, baik individu maupun
lembaga, perlu untuk dilakvkan, Ini dimaksudkan untuk mempermudah
pembacaan lebih lanjut atas indentifikasi tersebut (Fadillah Putra 2005:57-58).

Menurut Rhodes dan Stoker yang dikutip Fadillah Putra (2005:76-77)
bahwa masing-masing skior akan berinteraksi dan saling memberikan
pengarub {mually inclusive), kebijakan publik vang paling efektif dari sudut
pandang teori governance adalah produk sinergi interaksional dar beragam
aktor/institusi. Semakin banvak aktor yang terlibat dalam suatu perumusan
kebijakan publik, berarti makin banyak pula kepentingan yang berlalu lalang
dalam kebijakan publik tersebut, ini menuntut adanya sikap dan semangat

kepublikan (Islamy, 2004) dari para penentu kebijakan, yakni sejauh mana
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mereka lebih mengedepankan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi

dan sekelompok kecil orang, Fadillah Putra (2005:122,123).

Berbagai motif dan kepentingan yang dibawah oleh tiap-tiap aktor

harus dapat diuraikan satu persatu, aktor ini dapat dilihat dalam beberapa

sepmentasi antara lain ;

1.

Pimpinan eksekutif. Merekalah yeng sesungguhnya meneniukan atau
memutuskan berlakunya kebijakan tersebut.

Lembaga teknis pemerintahan (depertemen/dinas). Depertemen/dinas
terlibat dalam kebijakan publik, kama pembagian kerja pemerintahan di
tingkat pusat/daerah membidangi segalah persoalan berkaitan dengan
Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dinasnya masing- masing.

Lembaga legislatif. Sistim politik Indonesia menempatkan lembaga
legislatif sebagai regulator pokok yang akan menentukan arah serta teknis
pelaksanaan pembangunan. Kebijakan politik yang dibuat lembaga
legislatif berpengaruh pada aspek-aspek teknis dalam kebijakan publik
karena itu, posisi mereka sebagai aktor kebijakan publik menjadi makin
signifikan, dimana fase akhir dari proses- proses kebijakan publik tersebut
kemudian berujung pada lembaga legislatif,

Kelompok-kelompok gerakan kritis yang ada dalam masyarakat. Mercka
bisa ditemukan dalam bentuk organisasi dan level komunitas. Ada yang
secara  struktural memiliki  garis  organisasi  nasional, Kelompok
professional adalah mereka yang bermain dalam wilayah  teknis

pelaksanaan berbagai produk kebijakan publik, schingga dampak yang
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produktif  keterlibatan dari kelompok ini umumnya adalah motivasi
mereka vang sangat kuat dalam mencari kuntungan pragmatis dari produk
kebijakan publik, Jaringan dan kemunikasi internal mereka umumnya
lebih kokoh dari berbagai organisasi dimasyarakat, sehingga akses
mereka ke berbagai informasi kunci dalam preduk kebijakan yang sedang
diproses oleh lembaga- lembaga eksekutif mupun legeslatif lebih kuat.

5. Lembaga-lembaga keuvangan internasional (international funding
institution 's/IFI’s). Dalam berbagai kontroversi yang mungkin muncul
pada sebuah produk kebijakan publik. lembaga-lembaga ini biasanya tidak
tampak kepermukaan, tapi dalam wacana ekonomi politik internasional,
mercka diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan dalam perubaban
politik global. Dengan kekuatan modal dan jaringan transnasional yang
dimiliki, sangat mudah bagi lembaga-lembaga ini untuk mempengaruhi
dan mewamnai berbagai produk kebijakan diberbagai negara, terlebih
negara-negara dunia Ketiga yang ketergantungan finansial terhadap
lembaga-lembaga ini sangat besar, Deddy T. Tikson (2005), Fadillah Putra
(2005:58-60).

Bentuk dan jenis kebijakan, banyak pula dipengaruhi oleh pihak dalam
(inside participanis) dan pihak luar {ourside participant). Pihak-pihak yang
terlibat dalam proses perumusan kebijakan itu sangat tergantung dari sistem
politik (political system) negara yang bersanghkutan, sehingga dalam hal ini
sulit ditemukan generalisasinya. Frederick 5. Lane (dalam Islamy, 2004:96)

menyebutkan adanya (delapan) pihak vang terlibal dalam proses perumusan

32



kebijakan, yang disebut *pelicy making octagon’. sebagaimana digambarkan
dibawah ini:

Gambar 1.3 Sistem Kebijaksanaan Nasional.

The Netionsl Palicy Syswm
Tha Citizen

Sumber: Frederick 8. Lame, Dalam Irfan fslamy, 2004:96.

Dalam gambar di atas nampak jelas sekali unsur-unsur sistem
kebijaksanaan nasional Amerika Serikat yang terlibat dalam proses interelasi
dan interaksi dalam perumusan kebijakan publik: (1) The citizem; (2) The
congress; (3) The president; (4) The ULS, Supreme Court and the court systen,
(5) Political parties; (8) Interest groups; (T) The press; (8) The bureaucracy.

Kiranyva gambaran Lane cukup relevan dalam melihat Sistem
kebijaksanaan nasional kita, yeng juga terdini atas: (1) infrastruktur politik
yang terdiri dari partai politik (PPP dan PDI), Golongan Karya (Golkar),
kelompok-kelompok kepentingan (imterest groups), Media Massa dan warga
negara; dan (2) supra sesuai dengan UUD 45 terdiri dari MPR, Presiden,

DPR, MA, DPA dan BAPEKA. (Isalamy, 2004)
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Usulan-usulan kebijaksanaan ncgara bisa saja datang dari infra struktur

politik ataupun  supra strukiur politik atau kedua-duanya. Dan kedua

komponen ini secara bersama-sama merumuskan kebijaksanaan negara. Jadi

pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijaksanaan negara berdasarkan

sistem politik yang berlaku di negara kita adalah: (1) Warga negara (rakyat

Indonesia); (2) Partai Politik dan Golongan Karya; (3) Kelompok Kepentingan;

(4) Media Massa; (5) MPR; (6) Presiden; (7) DPR; (8) MA; (9) DPA; dan (10)

BAPEKA, (Islamy, 2004:98).

Selanjutnya, menurut Charles O, Jones (1970) vang yang dikutip olch

Abdul Wahab (2004:29-34), dalam proses kebijaksanaan sedikitnya ada empat

golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni:

1.

Golongan Rasionalis. Perilaku golongan aktor rasional ini identik dengan
peran para perencana dan analis kebijaksansan yang professional dan amat
terlatih dalam menggunakan metode-metode rasional apabila menghadapi
masalah-masalah publik. Gaya kerja golongan rasionalis cenderung seperti
gava kerja seorang perencana yang komprchnsif (menganalisis semua
aspek dari setiap isu vang muncul dan menguji setiap alternative yang
mungkin berikut semua akibat dan dukungannya terhadap tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan).

Golongan Teknisi. Seorang teknisi pada dasarnya tidak lebih dari
rasionalis, sebab ia adalah seorang vang karena bidang keahliannya dan
spesialisasinya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses kebijaksanaan,

Gaya kerja dari golongan teknisi ini agak berlainan jika dibandinkan
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dengan golongan rasionalis (yvang cenderung bersifat komperehensif).

. Golongan Inkrementalis. Golongan actor inkremintalis identik dengan para
politisi. Golongan inkrementalis memandang tahap-tahap perkembangan
kebijaksanaan dan implementasinya sebapai suatu rangkaian proses
penyesuaian yang terus menerus terhadap hasil akhir (vang berjangka
dekat maupun yang berjangka panjnag) dari suatu tindakan. Gaya kerja
golongan inkrementalis in dapat dikategorikan sebagai seseorang yang
bargaining yakni dengan secara teratur mendengarkan tuntutan, menguji
seberapa jauh intensitas tuntutan terscbut dan menawarkan kompromi
{jalan tengah melalui proses “tolak-tarik™ atau “take and give”). Dalam
keadaan demikian nilai-nilai yang dipertahankan seringkali hanya yang
prinsip-prinsip saja. Nilai-nilai substansi lain sering terpaksa dikorbankan,
demi mendapatkan consensus/persetujuan atau dukungan, Said Z. Abidin
(2006:145).

. Golongan Reformis (pembaharu). Golongan actor reformis pada dasamya
mengakui akan terbatasnya informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan
dalam proses kebijaksanaan, sekalipun berbeda dengan cara menarik
kesimpulan. Golongan ini berpendirian bahwa keterbatasan informasi dan
pengetahuan itulah yang mendikte gerak dan langkah dalam proses
pembuatan kebijaksanaan, Dalam kaitan ini Braybrooke dan Lindbloom
mengatakan, hanyalah kebijaksanaan-kebijaksansan yang sebelumnya
telah dikenal, dan yang akibat-akibatnya menimbulkan perubahan-

perubahan kecil pada apa yang sudah ada yang akan dipertimbangkan.

35



Pendekatan semacam ity umumnya ditempuh oleh para lobbyist (orang-
orang vang berperan selaku juru kasak-kusuk/perunding diparlemen).
Nilai-nilai yang mereka junjong tinggi adalah yang berkaitan dengan
upaya melakukan perubahan social. namun lebih sering bersangkut paut
dengan kepentingan kelompok-kelompok terientu. Karena itu gaya kerja
golongan actor reformis umumnya sangat radikal, kerapkali disertai
dengan tindakan-lindakan demonstrasi dan konfrontasi dengan pihak
pemerintah.

Karakieristik ke empat aktor tersebut diatas dapat di kategorikan

dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Akior-Aktor yang Terlibat dalam Proses Kebijaksanaan dan

FPerilakunya
KARAKTERISTIK
Golongan |  Peran Nilsi- Tujuan Gaya Kerja Kritik
Aktor Milai
Rasiomalis | Anakiz Metode [Yapat dieinpian Bomprehensil | Tidak memahemi
Kochijaksang- schehmmmya keterbatatan fianies
an/Perencana
Tekmisi AblifSpesialis | Pendidikand | Ditetapkan pitak-pilak Ekcsplisit Terlampan pheik
Eeahiinn bairu
Ipkremen- | Poligisi Status Cuo | Karois lusiutan bang Jur tavar Konservalif
Tals=s
Relormis el Peruhshan | Karena masalah mendesak | Aktivis Tidak resdistis/Tidak
Howial kenal kompromi

Sumber: Charles () Jones (1970:32), di Kutip oleh Abdul Wahab (2004:33),

Menurut Fadillah Putra (2005:60) Jaringan kebijakan (policy
insruments), adalah: “proses bagaimana masing-masing akior menjalin

hubungan (bisa saling mendukung atau bertolak belakang) dalam
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mempegaruhi kebijakan™. Dalam kebijakan jaringan tidak terlcpas dari adanya
kepentingan-kepenlingan yang memiliki jenjang kedudukan yang bertingkat,
vang senantiasa mengalami penguatan, merupakan tempat dimana usulan
terhadap suatu kebijakan dibentuk dan dapat mengarah pada pembentukan
kekuasaan yang terjadi di dalam jaringan interaksi antar sekior.

Teori kekuasaan melihat kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk
membuat seseorang melakukan svatu tindakan, yang dengan sendirinya
memperlihatkan akibat dari proses sosial yang timbul didalam jaringan
interaksi yang terjadi (Latour, 1986). Lebih lanjut, kekuassan dipandang
sebapai suatu tindakan yang dilakukan secara kolektif, dan tidak dilakukan
oleh secara tunggal namun diperankan dalam bentuk interaksi bersama
(Latour, 1986; Callon dan Law, 1995), Pauline M McGuirk (2000).

Dalam konteks desentralisasi  pendelegasian  otoritas  kepada
pemerintah lokal seringkali berarti penguatan para elit atau jaringan patronase
lokal yang memungkinkan mereka terus memegang kendali kekuasaan atas
berbagai kepentingan mercka, yang mana sebelumya terdapat/diawali oleh
suatu dorongan besar dalam komunitas kebijakan untuk mendesentralisasikan
otoritas politk dan administratif kepada daerah schingga pemerintah lebih
dekat dan lebih nyata bagi rakyat yang hendak dilayaninya dan secara teoritis
akan meningkatkan perlanggung jawaban, legitimasi, demokrasi, termasuk
proses pengambilan keputusan lebih cepat dan dekat pada sumber informasi
lokal, vang secara inheren lebih tanggap terhadap keadaan dan perubahan

dilingkunagan lokalitasnya, Fukuyama (2005:91,93,94).
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Konseptualisasi gagasan pemikiran Latourian mengenai kekuasaan
mengakui bahwa didalam lingkungan politik-ekonomi yang luas, susunan
tertentu dari suatu bentuk kekuasaan (dan keputusan yang dihasilkan)
memiliki dava tahan yang lebih kokoh karena adanya pengaruh ‘kekuatan
struktural’ atau  ‘kekuasaan kelembagaan', Keterlibatan para  pelaku
pemerintahan didalam kerjasama antar penguasa vang memiliki bentuk yang
mendukung, dan interaksi didalamnya, menyebabkan tindak tanduk mercka
dapat terjadi tanpa adanya hambaian dan melahirkan perasaan bahwa
kedudukan mereka akan tetap langgeng, Pauline M McGuirk (2000).

Untuk mempermudah pemetaan jaringan kebijakan, dapat dibuat
sosiogram atas masing-masing aktor dalam kebijakan, yaitu bagaimana pola
hubungan dan relasi baik dari kelompok pro maupun kontra dapat ditampilkan
dalam bentuk diagram gambar, secbagaimana Michael Howlett dan M. Ramesh
(1998:470), yang dikutip oleh Fadillah Putra (2005:60), menyatakan, merujuk
pada taksonomi dari policy nerworks Howlett dan Ramesh ada empal model
dari jaringan kebijakan vyakni; (1) Jaringan birokratik; (2} Jaringan
partisipatori; (3) Jaringan prularis; dan (4) Jaringan isu.

Melihat panduan Howlett dan Ramesh, sulit untuk menentukan aktor
vang dominan itu rakyat/Megara, melihat banyaknya aktor kebijakan yang
terlibat, sudah barang tentu pandangan bahwa proses kebijakan publik dapat
disederhanakan dengan perhitungan kuantitatif tertentu adalah keliru. Karena
i, tidak semudah yang dimaksudkan oleh Howlett dan Ramesh, tentang

dikotomi akior dominan, yaitu negara'masyarakat, sebab pada kasus ini

38



keduanya saling tarik menarik secara scimbang. MNamun bila melihat alat
analisis yang diajuken Grindle dan Thomas (dalam Fadillah Putra 2005:61)
tentang aspek ekonomi-politik dari reformasi kebijakan, kita dapat melihat
bahwa dalam kasus ini agenda settingnya berada pada garis *situasi krisis’ dan
berperak pada karakteristik kebijakan yang arena konfliknya berada pada
wilayah publik. Keadaan setting agemda yang membentuk persepsi pada
“situasi krisis’ dapat dilihat dari lima variabel, yaitu tekanan yang kuat pada
perubahan, tingkat pertaruhan yang tinggi, pengambil keputusan tingkat
tinggi, perubahan inovatif, dan tekanan untuk mengambil tindakan sccepatnya.

Setelah indentifikasi aktor-aktor kebijakan dari hasil observasi di atas,
secara implisit dapat menggambarkan jaringan kebijakan yang terbentuk ini
ditentukan oleh kesamaan isu yang diperjuangkan masing-masing aktor.
Pemetaan semacam ini dilakukan untuk melihat aktor-aktor mana yang
gerakanya saling mendukung satu sama lain, dan mana yang saling
berseberangan/bertolak belakang (counter productive). Pola interaksi antara
aktor dan pola jaringan yang melatarbelakangi perubahan kebijakan di atas,
akan memudahkan pemahaman kita saat merujuk taksonomi yang diajukan
Howlett dan Ramesh (1995:185) tentang tipologi kebijakan negara. Salah
satunya megotiation and conflict style, tipologi ini menggambarkan sebuah
karakter negara yang tiap proses kebijakannya selalu melewati fase negosiasi
dan konflik (Putra 2005:61-62).

Menurut Fadillah Putra (2005:60) Perangkat/instrumen kebijakan

adalah “alat-alat yang dipakai oleh para aktor kebijakan dalam melangsungkan
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pengaruhnya tersebut™, Intstrumen kebijaken berkaitan dengan media yang
digunakan oleh masing- masing aktor dalam mempengruhi proses kebijakan.
Aktor vang berada dalam lingkup formal kenegaraan (seperti pemerintah dan
DPR), terdapat mekanisme baru proses perumusan kebijakan negara yang
menjadi instrumen utama dalam proses pengaruh-mempengaruhi kebijakan,
dimana perencanaan kebijakan publik yang banyak berhubungan dengan
kepetingan masyarakat, kini tidak lagi sepenuhnya ditetapkan oleh
pemerintah, tapi juga ditentukan oleh wakil rakyat di DPR. Mekanisme baru
tersebut  menjadi  instrumen yang sangat efektif bagi DPR  dalam
mempengaruhi proses penetapan kebijakan publik, bukan hanya dalam proses
pembuatan kebijakan publik, tetapi juga evaluasi atasnya (Fadillah Putra
2005:62).

Sedangkan bagi scktor yang berada diluar lingkup formal kenegaraan,
pilihan instrumen kebijakan lebih pada instrument-instrumen yang dapat
membangun opini masyarakat, seperti demonstrasi dan pemnyataan sikap.
Schingga, setelah melakukan pembangunan opini, mereka dapat secara
langsung mempengaruhi proses pembahasan kebijakan publik tersebut, yang
dalam konteks ini sering menjadi kontroversi. Materi-materi penolakan yang
hendak mereka tawarkan dapat dilegalisasi oleh para aktor formal, (Fadillah
Putra 2005:63).

Instrumen lain vang dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan
publik adalah lobby dan mediasi-mediasi politik. Instrumen ini biasanya

digunakan oleh aktor yang berada diluar negara, tapi juga bukan merupakan
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kelompok vang benar-benar oposisi terhadap negara. Mereka umumnya adalah 3
para kelompok profesional yang bermaksud mempengaruhi kebijakan pu.l:rlil;:;
kama menganggapnya sebagai bagian dari bisnis mereka. Walau demikian,
justru instrument-instrumen inilah yang terbukti paling besar terhadap warna
kebijakan publik. Bahkan tak jarang instrument-instrumen formal dan resmi
kenegaraan bisa tersisih oleh instrument kebijakan model ini. Tetapi secara
ilmiah kita harus memposisikan tidakan-tindakan seperti ini sebagai salah satu
instrumen kebijakan publik yang digunakan oleh bcberapa pihak untuk
mempengaruhi kebijakan publik (Fadillah Putra 2005:63-64).

Lebih lanjut Fadillah Putra (2005:67-72), menyatakan belum ada
kesadaran bahwa sesungguhnya kebijakan publik adalah porsi untuk para
negarawan, bukannya politisi "Saat engkau menjadi pelicy maker, maka
loyalitasmu terhadap partai harus hilang dan digantikan dengan loyalitasmu
pada negara dan rakyat”. Tapi yang terjadi tidak, seringkali kepentingan
politik partai masuk dalam agenda kebijakan/kebijakan publik dibuat untuk
kepentingan partai berkuasa yang berimplikasi positif baik secara finansial
maupun popularitas partai. Dalam kacamata ekonomi politik, ini dapat dibaca
sebagai kompensasi antara kekuasaan, yang dimainkan partai, dan sirkulasi

maodal dan pasar, yang dimainkan para pengusaha.

s Stakeholder (Pemangku Kepentingan) dalam Perumusan Kebijakan

Publik.

Bertolak dari keperluan adanya mutu serta kemampuan untuk berkreasi,

berinovasi, membuat gambaran visi, ‘argumentarive turn ', level of attention’
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{derajat keseriusan), dukungan dan pertimbangan strategis, Abidin (2006) dan
Putra (20035:45), vang selalu menyertai para pembuat kebijakan adalah tidak
seluruh pertimbangan (perhitungan) dalam perumusan kebijakan diputuskan
pada apa masalahnya dan bagaimana mengatasinya, tetapi juga pada
bagaimana mendapatkan dukungan atau legitimasi bagi kebijakan, Jones
(dalam Said Z. Abidin, 2006:145), karena usulan kebijakan publik yang baik
sekalipun, belum tenw diterima tanpa dukungan politis yang Kkuat.
Kebijakanpun tidak senantiasa  berhasil ketika masuk dalam ranah
implementasi, program-program Kebijakan-kebijakan yang berhasil seringkali
bersifat khas dan berbasis pada lokalisme potention yang oleh James Scool
(1998) disebut sebagai metis — Kemampuan menggunakan pengetahuan lokal
untuk menghasilkan pemecahan-pemecahan lokal, Fukuyama (2005:108).

Oleh karena i, langkah penting dalam perumusan kebijakan adalah
mengetahui stakeholder atau pemangku kepentingan, vakni mereka yang
terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan. Pendekatan untuk meramalkan
kemungkinan diterimanya kebijakan adalah analisis pemanghu kepentingan
(stakeholder), Edi subarto (2005: 125).

Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau
individu vang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu
pencapaian tujuan tertentu; Biset (1998) mendefisinisikannya sebagai orang
dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stake holder
sering diidentifikasi  dengan dasar tertentu sebagaimana dikemukakan

Freeman (1984), dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder
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terhadap issu atau Grimble dan Wellard (1996) dari segi posisi penting dan

pengaruh yang mereka miliki, (Fadillah Putra, 2005:30). Menurut Allen Dan

Kilvington, {dalam suharto, 2005: 125) pemangku kepentingan adalah orang-

orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam sebuah

kebijakan, program atau proyek.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder
terhadap suatu issu, stakeholder dapat dikategorikan kedalam beberapa
kelompok. ODA (1995) dalam Fadillah Putra (2005:31-33) mengelompokkan
stakeholder kedalam :

1. Stakeholder utama (primer). Stakeholder utama merupakan stakeholder
yang memilki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan,
program, dan proyek. Mercka harus ditempatkan sebagai penentu utama
proses pengambilan keputusan. Adapun yang tergolong dalam kelompok
vaitu; masyarakat (masyarakal yang terkait dengan provek, yakni
masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan
terkena dampak (kehilangan tanah dan mata pencaharian) dari proyek),
tokoh masyarakat (anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan
diwilayah itu sekaligus dianggap mewakili aspirasi masyarakat), pihak
manajer publik (lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam
pengambilan dan implementasi suatu keputusan).

9. Stakeholder pendukung (sekunder). Stakeholder pendukung adalah
stakeholder vang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung

terhadap suatu kebijakan, program dan proyek tetapi memiliki kepedulian
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(comcerr) dan keprihatinan schingga mereka turut bersuara dan
berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal manusia.
Stakeholder jenis ini antara lain; lembaga {aparat) pemerintah dalam suatu
wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung; lembaga
pemerintah yang terkait dengan issu tapi tidak memiliki kewenangan
secara langsung dalam pengambilan keputusan; lembaga swadaya
masyarakat (LSM) setempat; pengusaha (badan usaha yang terkait) ;
pergurvan tinggi: kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting
dalam pengambilan keputusan pemerintah; pendapat/opini  akademisi
dapat mempengaruhi stakeholder kunci, pemerintah dan legislatif, apabila
didasarkan pada pengalaman dan penyelidikan yang mendalam, informasi
yang detail, analisis yang jelas sebagaimana diungkapkan oleh
Williamsson (1999) dalam Buckles D & Rusnak G (1999), Conflict and
Collaboration in Natural Resource Management.

3. Siakeholder Kunci. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang
memiliki kewenangan secara legal untuk mengambil keputusan.
Qtakholder kunci mencakup unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan
instansi. Misalnya, stakeholder kunci untuk suatu keputusan alau suatu
proyek level daerah/kabupaten yakni; pemerintah  kabupaten, DPR
kabupaten, dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Hal penting lain dalam mengkaji kebijakan adalah analisis stakeholder,

Edi suharto (2005: 126-127), melihat analsis stakeholder dapat digunakan

membantu seorang inisiator dan analis kebijakan dalam menelisik dengan



mana kebijakan akan dilakukan, mengidentifikasi karakteristik dan pengaruh
orang-orang kunci, kelompok dan lembaga yang akan terkait dengan proses
kebijakan; mengidentifikasi konflik kepentingan, relasi dan kapasistas diantara
stekeholder yang memungkinkan terciptanya partisispasi dan koalisi dianatara
mereka; mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan dukungan
dan mengurangi hambatan schingga alternatif-alternatif kebijakan yang
disusulkan dapat diterima oleh sasaran kebijakan.

Analisis stakeholder memberikan informasi yang berguna serfa
merupakan pendahuluan berharga bagi pernyataan misi, analisis SWOT, dan
strategi  vang efektif  dalam pengelompokan  irisan-irisan kebijakan.
Pemerintah dalam wacana kebijakan berada dalam gelanggang dimana para
individu dan kelompok saling bersaing atas kontrol terhadap perhatian,
sumber daya dan hasil-hasil (eutpur) organisasi (Pfeffer dan Salancik, 1978).
Tujuan utama analisis stakeholder mendapatkan gambaran yang lebih tepat
tentang para pemain didalam gelanggang ilu, caranya dapat denpgan
pemetaan/mengidentifikasi dengan tepat siapa yang menjadi stakeholder, John
M. Bryson (2002:116,118,119). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar

berikut:
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Gambar 1.4 Peta Stakeholder Bagi Pemerintah

Koamonilas
Eeuanngan
miasa depan
/ Kelomgeok
F‘:muul‘. PEMERINTAH @

Sumber: John M. Bryson (2002:121).

Dalam melakukan analisis stakeholder, dapat menggunakan metode
sistem sang pangeran (The Prince System) yang diambil dari buku terkenal
Machiavelli yaitu ‘The Prince’ metode ini merupakan cara untuk meramalkan
atau mengidentifikasi dukungan dan penentangan (oposisi) dari berbagai
'mdividlu, kelompok dan organisasi-organisasi publik dalam pengambilan
keputusan-keputusan publik. Metode sang pangeran memberikan pedoman
dalam menganalisis berbagai stakeholder ia melibatkan proses schagai
berikut, Edi suharto (2005: 127): (1) Identifikasi para pemain (orang-orang
vang terkait kebijakan) yang kemungkinan memiliki dampak langsung dan
tidak langsung terhadap pembuatan keputusan; (2) Tentukan posisi isunya —

apakah masing-masing pemain mendukung, menentang atau netral terhadap




keputusan; (3) Tentukan kekuasaan — bagaimana keefektifan sctiap pemain
dalam menghadang keputusan, atau mendukung keputusan  atau
mempengarehi  implementasi scbuah  keputusan; (4) Tentukan prioritas
berdasarkan penting tidaknya keputusan bagi masing-masing pemain; (5)
Perhitungkan kemungkinan bahwa kebijakan yang diusulkan akan diterima

dan diimplementasikan.

Dominasi, Akomodasi dan Konsensus dalam perumusan Kebijakan
Publik.

Dalam proses perumusan kebijakan publik tentunya interaksi sosial dari
para aktor, kelompok, tidak dapat dihindari, Bentuk interaksi sosial tersebut
dapat berupa Proses yang asosiatif (processes of association) yaitu:
akomodasi, Asimilasi dan akulturasi. Proses yang disosiatil (processes of
dissociation) yang mencakup: persaingan (competition), persaingan ini yang
meliputi kontravensi dan pertentangan atau pertikaian {conflict), Gillin dan
Gillin (dalam Soekanto, 2002).

Suatu pertikain mungkin mendapatkan suatu penyelesaian. Mungkin
penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara wakitu,
proses mana dinamakan akomodasi {aecomodation); dan ini berarti bahwa
kedua belah pihak belum tentu puas sepenuhnya. bentuk pokok dari interaksi
cnsial tersebut tidak merupakan suatu kontinuita, di dalam arti bahwa interaksi
ity dimulai dengan kerja sama yang kemudian menjadi persaingan serta

memuncak menjadi pertikaian untuk akhimya sampai pada ckomodasi, yang
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kemudian menjadi dasar dari suatu kerja sama (cooperation), Soerjono
Sockanto (2002:70).

Istilah akomodasi (accomoedarion) dipergunakan dalam dua arti yaitu
untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses.
Akomodasi yang menunjuk pada svaty keadsan, berarti adanya suatu
keseimbangan (aquilibrium) dalam interaksi antara orang-perorangan atau
kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial
dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyrakat, Sebagai suatu proses,
akomodasi menunjuk pada usaha-usaha menusia untuk meredakan suatu
pertentangan  yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan, Soekanto
(2002:75).

Menurut Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2002:75) akomodasi adalah
suatu pengertian yvang di gunakan oleh para sosiclog untuk menggambarkan
suaty proses penyesuaian diri dalam hubungan-hubungan sosial di mana orang
perorangan atau kelompok-kelompok manusia mulai saling bertentangan.
Akomodasi  sebenamya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan
pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak
kehilangan kepribadiannya. Tujuan akomodasi dapat berbeda-beda sesuai
dengan situasi yang dihadapinya, yaitu: 1) Untuk mengurangi pertentangan
anlara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat
perbedaan paham; 2) Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk
sementara waktu atau secara temporer; 3) Untuk memungkinkan terjadinya

kerja sama antara kelompok-kelompok yang hidupnya terpisah sebagai akibat




fator-faktor sosial psikologis dan kebudayaan dan; 4) Mengusahakan

peleburan antara kelompok-kelompok yang terpisah, Soekanto (2002).

Kimball Young dan Richard W. Mack (dalam S. Sockanto, 2002:77-79)

melihat Akomodasi sebagai suatu proses mempunyai beberapa bentuk, antara

lain:

Coercion, adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan
oleh karena adanya paksaaan. Coercion merupakan bentuk akomodasi,
dimana salah-satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila
dibandingkan dengan pihak lawan. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara
fisik (vaitu secara langsung), maupun secara psikologis (yaitu secara tidak
langsung).

Compromise, adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang
terlibat saling mengurangi tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian
terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk dapak melaksanakan
compromise adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan

memahami keadaan pihak lainnya dan begitu pula scbaliknya.

3. Arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai compromise apa bila

pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri.
Pertentangan di selesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah
pihak atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-
pihak yang bertentangan.

Conciliation, adalah suatu usaha untuk mempertemukan  keinginan-

keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu
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persetujuan bersama. Conciliation bersifat lebih lunak daripada coercion
dan membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk
mengadakan asimilasi,

5. Toleration, juga sering dinamakan rolerant-participation. Ini merupakan
suatu bentuk akomodasi tanpa perselujuan yang formal bentuknya.
Kadang-kadang reoleration timbul secara tidak sadar dan tanpa
direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorang
atau kelom pok-kelompok manusia untuk sedapat mungkin menghindarkan
diri dari suatu perselisihan.

6. Stalemate,merupakan suatu akomodasi, di mana pihak-pihak yang
bertentangan karcna mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada
suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangan, karena bagi kedua
belah pihak sudah tidak ada kemungkinan lagi baik untuk maju maupun
untuk mundur.

7. Aduidication, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa dipengadilan.

Dalam prosos pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik

(kebijakan) biasanya terjadi sejumlah konflik, konsensus, dan perubahan.

Didalam hampir setiap proses politik (kebijakan) selalu berlangsung konflik

antara pihak-pihak yang berupaya mendapatkan dan/atau mempertahankan

sumber yang sama/dipandang penting, dimana pihak-pihak tersebut dengan
menggunakan  sarana kekuasaan yang dimiliki  berupanya keras
memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya kepada pemerintah sehingga

menjadi bagian dari keputusan politik, oleh karena itu, konflik dan konsensus
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merupakan pejala-gejala yang tak terelakkan dalam masyarakat dan tidak

mungkin  dihilangkan, melainkan hanya dapat di atur mekanisme
penyelesaiannya, pun demikian konflik akan sclalu menuju ke arah
kesepakatan (konsensus), Ramlan Surbakti (1999:18, 149),

Konflik yang terjadi, biasanya diselesaikan melalui Dialog, musyawara
untuk mencapai mufakat, pemungutan suara (voting), kerja sama dalam
bentuk koalisi dan aliansi untuk membuat dan melaksanakan keputusan,
Sebagaimana Gaetano Mosca (1939) menyatakan bahwa pemerintah akan
dapat berjalan dengan baik dan stabil serta berhasil apabila terjadi koalisi dari
para politisi atau kerja sama antara satu atau Jebih kekuatan politik, (surbakti
1999:18-19); Thomas R. Dve (dalam Thoha,2005:98).

Macridis dan Bernard E. Brown (1992:277), Yang menilik konsesus
dalam sisitem politik menyatakan “individu dan kelompok berusaha
mempengaruhi negara dan kemudian menerjemahkan kepentingan mereka itu
ke dalam keputusan politik yang otoritatif. Salah satu syarat yang sangat
diperlukan agar sistem politik dapat berfungsi efisien adalah penerimaan yang
Juas terhadap proses pengambilan keputusan (“konsensus’)” atau jika semua
pembuat kebijakan itu sepakat/setuju terhadap kebijakan tersebut Charles E.
Lindblom, {Abdul Wahab,2004:22; Islamy,2004:64). Bila konsensus semacam
ini ada, maka negara itu sendiri menjadi ada. Legitimasi dan konsensus
merupakan indikator kunci tentang evektifitas dan prestasi sistem, dan
sebaliknya penunjuk adanya ketidakstabilan pokok yang dapat merusak. Pada

akhirnya, fenomena pemerintah yang oleh Gaetano Mosca dinamakan “fakta
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- politik” — adalah masalah kehendak dan kekuatan yaitu hubungan politik yang

dikehendaki.

Dalam kehidupan politik aktual legalitas, legitimasi, dan persetujuan
cenderung bertermu, Konsensus lebih dari sekedar persetujuan; ia mengacu
pada penerimaan akan suatu sistem politik tertentu, konsensus pada umumnya
ditujukan pada ketentuan-ketentuan pokok, yang menentukan, membatasi dan
menyalurkan kekuasaan politik vaitu pada konstitusi. Hal-hal yang dapat
dipergunakan sebagai dasar konsesnsus elit antara lain ‘pemerintahan yang
konstitusional® (Thoha, 1005:95). Konsensus mentransformasikan kekuasaan
menjadi wewenang, dan pengundangan legal yang berasal dari pemerintah ke
dalam pemerintah vang sah. Jadi substansi kehidupan politik ialah konsensus
— atau kesepakatan mengenai — hal-hal yang fundamental — yang mengikat
seluruh warga negara kedalam suatu kehidupan politik yang umum dan
terorganisasi, Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown (1992:278).

Supatu masyarakat akan menjadi masyarakat politik yang menerima
persetujuan umum (konsensus) jika: (1) harus ada suatu penerimaan yang agak
luas akan norma-norma perilaku sosial; (2) perilaku sosial harus dapat
diramalkan setidak-tidaknya sejauh ia memungkinkan pergaulan manusia: (3)
masyarakat politik membutuhkan harapan-harapan bersama akan keuntungan
material bagi semua anggotanya. Aargumen utilitarial yang diajukan oleh
Thomas Hobbes dan James Mill serta John Stuatr Mill, mengatakan bahwa
kesempatan untuk mencapai konsensus adalah lebih besar dalam masyarakat

politik yang telah menikamati kemakmuran ekonomi, termasuk masyarakat
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yang strukturnya majemuk (plural), Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown
(1992:279, 280); (Anderson, R.Dye dalam Islamy 2004:64,65,66; Lindblom
dalam Wahab, 2004:22,2%),

Konflik dalam konteks kekuasaan, membedakan kekuasaan yang
berdasarkan paksaan dan konsensus, Dalam kenyataan, tidak hanya kekuasaan
consensus atau paksaan yang digunakan, tetapi juga kombinasi keduanya
bergantung situasi yang dihadepi Selain itu, masyarakat tak mungkin
terintegrasikan secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan paksaan
dari kelompok vang dominan. Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas
dasar konsensus sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen tanpa
adanya kekuasaan paksaan (Surbakti, 1999: 61, 62, 149).

Dalam konteks ilmu-ilmu sosial antara  konsensus (pendekatan
struktural fungsional) dengan pendekatan konflik sclalu dipandang secara
eksplisit diametral bertentangan. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat
mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu
cama lain secara fungsional dan terintegrasi atas dasar suatu nilai yang
disepakati bersama sehingga masyarakat selalu dalam keadaan keseimbangan
dan harmonis. Pendekatan konflik berasumsi lain, masyarakat mencakup
berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling berientangan dan
terintegrasi dengan suaty paksaan dari kelompok yang dominan schingga

masyarakat sclalu dalam keadaan konflik. (Ramlan Surbakti, 1999:149),

George Ritzer (dalam Stephen K. Sanderson, 2003:VT).
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Dalam aras kebijakan yang kadang dihiasi dengan unsur konflik,
akomodasi, konsensus dan dominasi, schagai bentukan dari hasil artikulasi
kebijakan dalam proses perumusannnya, dominasi memainkan peran secara
kolektif. Dominasi (penguasaan) merupakan bentuk kepemilikan dan atau
aksesibilitas terhadap sumber daya yang ada baik secara kualitas maupun
kuantitas dari sescorang, kelompok, ataupun institusi yang sangat tergantung
pada konteks kebijakan tersebut. konsep yang cukup memberikan gambaran
mengenai dominasi, tereflleksikan dar prefensi elitisme (konsep elit/pakar
kebijakan), Thoha (2003), terutama ketika pendekatan posistivistik dan
ekonomik mendominasi dengan sangat kuat. Pada perkembangan ini,
kebijakan publik menjadi svatu yang sangat elitis, dan hanya dikuasai oleh
kelompok pakar saja, sedangkan publik tidak terlibat. Abdul Wahab (1998:30)
menyebut keadaan analisis kebijakan publik seperti ini dengan "dominasi
kalkulasi teknonomi® {teknik dan ekonomi). Wahab mengatakan:

*Dengan it maka kalkulasi “teknonomi™ biasamya lebih menonjol

ketimbang kalkulasi sosial politik.  Penggunaan analisis  model

ekonomi ini mengundang resiko, yaitu akan banyak menyingkirkan
variabel-variabel yang oleh partisipan lain (misalnya  warga
masyarakat sefempal, para aktifis lingkungean, pengamal dan pencinta

. idup) dianggap penting dan layak diperhitungkan. Pada
:erf}f:km;iibmww i:mm itu, diskursus yang ferbuka dan
kritis untuk "mempertemukan asumsi”™ tidak terjadi, ,;.gba,b Inverakss
cosial biasanya berlangsung dalam suasana kaku, dr-t.rﬂmmml' oleh
para dan birokrat dalam wacana resmi, tak jarang dala
hahasa teknis yang tidak dimengerti oleh masvarakat bamyak.

Kenyataan bahwa dalam banyak kasus proses kebijakan publik tampil

sebagai kompleksitas peristiwa politik, mengharuskan itk s g
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pemahaman bahwa kebijakan klasik adalah kejadian yang linier. De Leon
(1994:176-184) membenarkan kritik yang muncul atas proses kebijakan ala
Sabatier yang bersifat linier dan penuh kurva berbentuk fop-down dan
legalistik.

Pendekatan elitis demikian dominan dalam kehidupan politik
(kebijakan) dikarenakan pendekatan ini relatif paling operasional dan paling
mudah diterapkan, memberikan kriteria empiris yang relatif memadai untuk
menguji berjalannya sebuah sistem politik, selain itu pendekatan ini
mengambil contoh dari kehidupan ekonomi pasar yang suadah baku sehingga
tidak perlu dicari banyak model lain untuk menjadi pegangan dalam
melaksanakannya, Ignas Kleden (2001:11,12).

Dominasi Dalam konteks negara merupakan hubungan sosial yang
bersifat dominatif, atau lebih tepat — salah satu aspek dari berbagai hubungan
dominasi sosial. Wegara mendukung dan mengorganisasikan hubungan
dominasi ini melalui lembaga/ seperangkat institusi dan norma-norma hukum
yang biasanya dianggap memiliki hak yang sah untuk menjamin sistem
dominasi sosial dalam masyarakal — yang lebih bertumpuh pada hubungan
produksi atau struktur kelas — negara merupakan reficksi hubungan produksi
yang ada, khususnya kelas yang dominan seningga ia tidak lebih sebagai
tik dari hubungan sosial yang bersifat dominatif, termasuk

aspek poli

memonopoli sarana paksaan fisik (coercion) di dalam wilayah tertentu,

Guilermo rDonnell  (dalam GQurbakti, 1999:49, Macndis dan Brown,

1992:195,196).
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Sejalan dengan pemikiran Donnell, Antonio Gramsci melihat negara
sebagai perpaduan dari masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat
sipil merupakan wilayah/ranah persetujuan, sementara masyarakat politik
merupakan wilayah/ranah kekuatan, yang keduanva menjalankan fungsi
pemeliharaan kontrol sosial politik dalam pengertian yang berbeda.
Masyarakat sipil memegang fungsi ‘hegemoni’, sementara masyarakat politik
memegang fungsi ‘dominasi langsung® (koersif). Jika masyarakat sipil berada
di bawah kendali kelompok dominan, sementara masyarakat politik berada di
hawah kendali negara dan pemerintah, Roger Simon (2004: 19).

Hegemoni dalam pandangan Gramsci melihat suatu kelas dan
anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan
cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan
mengpunakan  kekuasaan, melainkan  hubungan  persctujuan  dengan
menggunakan kepemimpinan politik dan ideologi. hegemoni mencakup
persefujuan spontan dari sebagian besar masyarakal ‘tujuan umum  dari
kehidupan sosial ditetapkan oleh kelas dominan’. jadi Hegemoni adalah suatu

organisasi konsensus, Roger Simon {2004: 19,20,131,132).

D. Konsep Perencanaan Strategis (Strafegic Planning)

Perencanaan strategis (Straregic Planning), mempunyai sejarah
panjang. Bahkan Istilah strategi sesungguhnya telah dipergunakan dalam
tulisan Sun Tsu maupun Napoleon, kata “srtategi” berasal dari kata stategos
dalam bahasa Yunani, yang berarti “a general set of manewvers carrvied o to

reome a enemy during combat”, Jadi memang semacam ilmunya para
ove
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jenderal untuk memenangkan pertempuran, Bryson (2002:xvi), Atau bila
dirunut secara etimologi kata strategos atau strategus dengan kata jamak
strategi, merupakan gabungan dari states atau tentara, dan ego atau pemimpin,
tetapi dalam Yunani Kuno strategos sering berarti perwira negara (sinte
afficer) dengan fungsi yang luas, (0"Toole, 1985). Dengan demikian
perencanaan strategis dimulal sebagai seni dari jenderal (the art of the
general), MatlofT (1967) dan kini menjadi seni dari manejer umum (the art af
general manager), (Salusu, 2000:85; Bryson, 2002:xv1,25).

Olsen dan Eadie (1982) dalam John M. Bryson (2002:4-3)
mendefinisikan perencanaan strategis sebagai “upaya yang didisiplinkan untuk
membuat keputusan dan tindakan penting yang memandu dan membantu
bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan
organisasi (atau Entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau Entitas
lainnya) mengerjakan hal seperti itw”, Sedangkan Salusu (2000:301) dan
Lorange (dalam Bryson, 2002:36) menyatakan Perencanaan strategis sebgai
suatu kerangka berfikir logis yang menctapkan dimana anda berada, kemana
Anda akan pergi (misi), bagaimana Anda bisa pergi ke sana (strategi), apa
blueprint tindakan anda (anggaran), dan bagaimana anda tahu jika anda berada
diatas jalur (kontrol).

Selanjutnya Stetis (1958), menegaskan bahwa perencanaan stratejik
schagai komponen dari menajemen stratejik bertugas untuk memperjelas
memilih berbagai kebijaksanaan, terutama dalam

tujuan dan sasaran,

memperoleh  dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan suatu
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pedoman  dalam  menerjemahkan  kebijaksanaan  organisasi. Bahkan
perencanaan stratejik adalah falsafah, yaitu suatu sikap, a way of life, suatu
proses berfikir, svatu aktivias intelektual, Steiner (1979), dalam Salusu
(2000:500,501).

Dalam konteks pemerintah daerah, J. Salusu, (2000:500) memandang
perencanaan stratejik scbagai “suatu proses yang dapat digunkan oleh para
pemimpin pemerintahan uniuk membayangkan, memvisualisasikan masa
depat organisasi pemerintahannya, kemudian mengembangkan struktur, staf,
prosedur, operasionalisasi, serta pengendalian sehingga seccama gemilang
mampu mencapai masa depan yang diinginkan itu”,

Istilah perencanaan strategis meskipun telah muncul sejak tahun 60-an,
namun sebagai teknik dan pendekatan perencanaan sesungguhnya bisa disebut
sebagai fenomena baru, Perencanaan. strategis tiba-tiba menjadi terkenal
setelah terjadi krisis energi di Amerika Serikat akibat embargo minyak OPEC.
Peristiwa itu menyadarkan bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah
secara pesat dan tidak menentu, suate organisasi memerlukan perencanaan
yang lebih fleksibel, namun memprediksi lingkungan yang cepat berubah,
serta mampu berjalan seiring dengan ketidakpastian keadasan (kemarmpuan
untuk merubah perencanaan dan menajmen sccar tepat), Bryson (2002:xvii).

Perencanaan startegis, yang awalnya divakini sebagai ilmunya kaum
militer, selanjutnya diterapkan pada organisasi publik dan bisnis. Meskipun
sebagian besar perencanaan strategis berkembang di sekior swasta, dimana

i 1980
sejarah ini terdokumentasi cukup banyak (Ansoff, 1980; Bracker, 1980).
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Namun  Belakangan organisasi publik seperti pemerintah juga mulai
mengadopsi model perencanaan tersebut, Bryson (2002:xvi). Perencanaan
strategis dalam sektor publik terutama diterapkan untuk tujuan militer dan
praktik penyelenggaraan negara (statecrafi) dalam skala yang sangat besar
(Quin, 1980; Bracker, 1980), dalam Bryson (2002:5). Perencanaan stratcgis
dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, megakomodasi kepentingan
dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara tertib
maupun keberhasilan implementasi keputusan, Bryson (2002:5)

Salah satu model perencanaan strategis yang paling banyak
memberikan pengaruh pada konsep perencanaan strategis adalah Model
Kebijakan Harvard (Andrews, 1980; Christensen etal, 1993). Model ini
merupakan inspirasi terpenting di balik kebanyakan model mutakhir yang
dikutip secara luas dalam perencanaan stategis sckior publik dan nirlaba
(Olsen dan Eadie, 1982; Sorkin, Ferris, dan Hudak, 1984; Barry, 1986), dalam
Bryson, (2002:27).

Dalam pendekatan Harvard perhatian utama diberikan kepada Analisis
SWOT kekuatan (srtenghts) dan kelemahan (weaknesses) internal organisasi,
kepada nilai-nilai stakeholder kunci (bukan hanya manajer senior), scrta
kepada ancaman (rheats), peluang (oportunities) eksternal organisasi, dan
mandat (bukan hanya kewajiban sosial perusahaan) eksternal  yang
John M. Bryson, (2002:27). Model Harvard pada

mempengaruhi organisasi,

dasamya dapat dikolaborasikan dengan pendekatan lain seperti yang tampak
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pada Tabel matriks TOWS berikut, yang dikembangkan cleh David (1989)

dengan mereduksi konsep analisis SWOT:

Tabel 1.4 Matriks TOWS

FAKTOR IN- | STREMGTHS l. WEAKNESSES
TERNAL |2, (Sususn Daftar 2. (Sususn Dafiar
FAKTOR 3 Kekuatan) 3 Kelemahan)
EKSTERNAL 4 4
1. OPPORTUNITIES | 1. Pakai Kekuatan 1. Tanggulangi kele-
2. (Sususn Daltar 2. Untuk 2.  mahan dengan
3. Peluang) 3.  Memanfaatkan 1,  Memanfaatkan
4 4, Pelvang 4,  Peluang
STRATEGI SO STRATEGI WO
. THREATS . Pakai Kekuatan l. Perkecil Kelema-
2. (Sususn Daftar 2. Untuk Menghin- | 2. han dan Hindari
3. Ancaman) 3. dari Ancaman, 3. Ancaman.
4. 4, STRATEGIST 4, STRATEGIWT

Sumber: David (1989) yang df Kuip oleh J Salusu (2000:365)

Asumsi penting ferakhir, yang umum bagi semua pendekatan
perencanaan  strategis, jika strategi  yang tepat diidentifikasi dan
diimplementasikan maka organisasi akan menjadi lebih efektif, Bryson,
(2002:27).

Lebih Lanjut John M. Bryson (2002:53,54) menegaskan proses
perencanaan strategis apapun akan bermanfaat hanya jika proses perencanaan
strategis membantu berpikir dan bertindak secara strategis kepada orang-orang
n. Perencanaan strategis bukanlah tujuan dalam

penting pem buat keputusa

perencanaan strategis itu sendiri, tetapi semata-mata merupakan kumpulan

konsep untuk membantu para pemimpin membuat keputusan penting dan

melakukan tindakan penting. Bahkan, jika suafu proses perencanaan strategis




h
menimbulkan kesulitan dalam cara berpikir dan bertindak strategis, pr:l:ﬂas

perencanaan harus dikesampingkan-bukan pemikiran dan tindakannya,

K.arena itu Bryson (2002:55-76 ) menawarkan pendekatan perencanaan
strategis yang disebutnya Proses Perencanaan Strategis Delapan langkah,
proses tersebut meliputi: (1) Memrakarsai dan menyepakati suatu proses
perencanaan stretegis; (2) Mengidentifikasi (memperjelas) mandat organisasi;
(3) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; (4) Menilai lingkungan
eksternal: peluang dan ancaman; (5) Menilai lingkungan internal: kekuatan
dan kelemahan; (6) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
(7) Merumuskan strategi untuk mengelolah isu-isu; (8) Menciptakan  visi
organisasi yang efektif untuk masa depan;

Delapan langkah diatas harus mengarah kepada tindakan, hasil dan
evaluasi, dimana kesemuanya, termasuk penilaian evalutatif harus muncul di
tiap-tiap langkah dalam prosesnya. Dengan kata lain, implementasi dan
evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi harus menjadi bagian yang
integral dari proses dan terus-menerus (Bryson, 2002:55,56). Kedelapan
proses inipun menerima dan dibangun di atas sifat pembuatan keputusan
politik, dan jika bekerja dengan baik pastilah akan memperbaiki keputusan,
program, dan kebijakan politik, dimana banyak teknik menajemen lainnya
telah gagal karena mengabaikan, atau berusaha mengelakkan, atau bahkan

berusaha menyangkal sifat politik dari kehidupan dalam organisasi

(Bryson:76,77,79)
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Memunculkan dan memecahkan isu-isu penting (strategis) adalah inti
pembuatan keputusan politik, sebagaimana hal itu merupakan inti perencanaan
strategis. Perencanaan strategis berupaya memperbaiki bentuk pembuatan
keputusan politik yang paling buruk, namun, menjamin bahwa isu-isu
dimunculkan dan dipecahkan dalam cara-cara yang menguntungkan crganisasi
dan stakeholder kuncinya, Bryson (2002:81). Perencanaan strategis dalam
ranah politik secara konseptual dapat dipahami dengan dua macam pembuatan
keputusan yang berbeda yaitu; Pendekatan perencanaan “Rasional” dan
Pendekatan pembuatan keputusan politik (R.C.Einwiler, 1985).

Kedua pendekatan tersebut bukan merupakan antitesis dengan
sendirinya. Kedvanya memang perlu di dirangkaikan dengan tepat.
Pendekatan pembuatan keputusan politik diperlukan diperlukan untuk
menghasilkan konsensus tengtang program dan kebijakan terbaik apakah yang
akan memecahkan isu-isu kunci. Pendekatan perencanaan rasional dapat
digunakan guna menyusun kembali konsensus itu dalam bentuk sasaran,
kebijakan, program, dan tindakan. Sementara perencanaan dan pembuatan
keputusan yang menyelidiki formulasi suatu rencana strategis tampak agak
lemah bagi orang luar, bila konsensus tentang apa yang dikerjakan tercapai

maka rencana strategis yang dihasilkan dapat ditulis ulang dalam bentuk yang

tampak benar-benar rasional.

Organisasi yang menyelesaikan delapan langkah harus tetap konsisten
ntuk memperbaiki dan mempertahankan keefektifannya. Langkah-langkah
u

‘i harus dengan jelas difokuskan pada stakeholder kuncinya dengan cara
i
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yang secara politis dapat diterima, secara teknis dapat bekerja, dan secara
legal, moral dan etis dapat dipertahankan, Bryson{2002:84).

Dari sekian banyak uraian teori yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka untuk menunjang/memberikan landasan gerak dalam proses eksplorasi
penelitian yang akan penulis lalui, maka penulis menggunakan beberapa
konsep teori yang sekiranya representatif (dapat) menjawab rumusan masalah
dalam penelitian ini. Adapun teori yang dimaksudkan adalah; dalam
melakukan analisis pemetaan/identifikasi aktor penulis meminjam teori dari
Charles 0. Jones {1970) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:29-
39) dimana aktor kebijakan digolongkan berdasarkan karakteristiknya
(Golongan Rasionalis, Teknisi, Inkrementalis, dan Golongan Reformis
(pembaharu)). Serta ditunjang teori dari Fadillah Putra (2005) yang
mengkategorikan aktor kebijakan dari segmentasinya (Pimpinan eksekutif,
lembaga teknis pemerintahan, Legislatif, Kelompok gerakan kritis yang ada
dalam masyarakat).

Sedangkan untuk identifikasi Stakeholder penulis meminjam teori dari
QDA (1995) yang dielaborasi Fadillah putra (2005), dimana stakeholder
dikelompokkan atas Stakeholder utama (primer), pendukung (sekunder), dan
i Selanjutnya dalam hal Dominasi penulis menggunakan

Siagkeholder Kunc

teori elit dalam perumusan kebijakan yang diuraikan oleh Miftah Thoha

(2005:90) dan M. Irfan Tslamy (2004:39). Sementara untuk menjelaskan aspek

Akomodasi penulis
Mack yang diclaborasi oleh

berlandaskan pada teori Kimbal Young dan Richard W.
Soekanto (2002), serta teori Rational-
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Comprehensive dalam perumusan kebijakan dari Herbert A. Simon yang
diuraikan oleh Irfan Islamy, (2004:48). Sedangkan untuk permasalahan
konsensus aktor penulis berlandaskan pada teori model incremental dalam
perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh Charles E. Lindblom yang
dideskripsikan oleh Irfan Islamy, {2004:58), dan ditunjang oleh teori Roy C.
Macridis dan Bemard E. Brown (1992:277,278) vang melihat dinamika dan
proses politik.

Dalam konteks perencanaan strategis dipemerintah kota makassar
maka penulis akan berusasha melihat aspek dominasi, akomodasi dan
konsensus dari perumusan Renstra pemerintah Kota Makassar tahun 2004-
2009 dengan memformulasikan pertanyaan-pertanyaan wawancara pada pada
ruamg lingkup dan proses perumusan Renstra yang sekiranya dapat
memunculkan serta mengindikasikan adanya ketiga aspek tersebut {dominasi,

akomodasi dan konsensus) dengan kerangka teori yang telah diuraikan

sehelumnya.

. Kerangka Konseptual
Sehagaimana yang telah dikemukakan bahwa arena perumusan

kebiial publik {RENSTRA} adalah proses yang multidimensional,

kompleks, dan tidak mudah. Melibatkan Pro dan kontra, tingkat artikulasi

kepentingan Yang hebeda jenjangnya, dominasi, akomodasi dan konsensus

dari para perumus kebijakan (aktor) sebagai hasil dari interkoneksitas antara

kelompok kepentingan, stakeholder dan pemerintah dalam kesatuan sistem,




menjadikan proses perumusan kebijakan (RENSTRA) cukup rumit untuk
dipahami secara sekaligus dan tidak jarang pula berujung pada situasi konflik.

Hal ini cukup beralasan mengingat kebijakan publik it sendiri
berangkat dari kajian dan studi yang multidimensi, selain itu perlu disadari,
bahwa sesungguhnya sebuah produk kebijakan publik itu selalu memiliki dua
sisi, yairu pro dan kontra, tidak ada satupun teori dalam kebijakan publik yang
mengatakan bahwa sebuah produk kebijakan publik itu dibuat untuk
kepentingan seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi lebih dari upaya
memenuhi kepentingan dari sebagian masyarakat. Karenanya, pro dan kontra
dalam sebuah produk kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan.

Suatu Kebijakan publik, yang baik secara konseptual sckalipun, belum
tentu dapat diterima dan diimplementasikan tanpa dukungan politis yang kuat.
Akan tetapi kebijakan publik yang hanya kuat dari aspek dukungan politispun
tidaklah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat jika
kebijakannya secara konseptual kurang berkualitas. Sebaiknya kebijakan
bertolak dari keperluan adanya mutu, membuat gambaran visi, pertimbangan
strategis, analisis masalah dan solusi serta bagaimana mendapatkan dukungan

politis (legitimasi) yang kuat, schingea dapatlah disusun kerangka konseptual

sebapgai berikul:
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Gambar 1.5 Kerangka Konseptul
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BAB LI

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan april sampai dengan bulan juni
2008 dan berlokasi di kota Makassar khususnya Pemerintah Kota Makassar,
hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena heterogenitas dan
pluralisme budaya sebagai karakteristik kota makassar, menjadi dinamika
tersendiri dalam perkembangannya. Disamping itu, status Kota Makassar
sebagai episentrum gerak ekonomi pembangunan dikawasan Indonesia timur,
tdak terlepas dari kontradiksi dan kompleksitas permasalshan diberbagal
bidang, sehingga menuntut adanya public sevice yang berkualitas, good
governance, profesionalisme aparal, Tespon dan usaha pemerintah kota untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada melalui kebijakannya.

B. Tipe dan Dasar Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud membuat

1 {_p.en}-amiaman} secan sisternatis, faktual dan akurat mengenai
pemeriaan

fo i-informas fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada, baik itu
nilai, informasi- 3

ot gngial, € i ataupun politik dari suatu kelompok atau dacrah.
institusi s , ekonom

ji hipotesa, Usman dan
Penelitian jenis ini tidak menggunakan serta mengujt fpa

itian ini adalah
Khar (2004:4) aardalis {H?‘:‘P:Iﬁ}. gedangkan dasar penelitian ini
Akbar by

mempelajari dan mengkaji secara intensif,

studi kasus (case study), Yang




D.

mendalam dan menyeluruh tentang latar belakang keadaan sekarang, dan

interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat, Husaini Usman

dan Setiady Akbar (2004:5), Husein Umar (2004:35).

Unit Analisis

Desain penelitian yang terkategorikan schagai studi kasus, ditentukan
oleh unit analisisnya, Yin {2006). Dalam penyusunan penelitian ini, penulis
menggunakan unit analisis Kelompok aktor atau Organaisasi dalam hal ini
kelompok pemerintah kota Makassar, DPRD Kota Makassar sebagai
representase politk, serta kelompok aktor lain yang terlibat dalam Perumusan
Renstra Pemerintah Kota Makassar tahun 2004-2009. penentuan unit analisis
ini didasarkan pada pertimbangan obyektif bahwa berbagai variabel dan
indikator dalam kajian ini lehih cepat dideteksi dengan pendekatan pada

kelompok aktor atau arganisasi.

Informan
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya
hasil yang rgprggenmir, maka diperlukan informan kunci (mengingat

penelitian ini adalah studi kesus) yang memahami dan mempunyai kaitan

dengan permasalahan yang sedang dikaji/diteliti, informan kunci . Informan

kunci yang dimaksud adalah kelompok atau organisasi, yang terkait dengan

masalah penelitian ini, yaitu:




1. Kelompok Pemerintah Kota Makassar:

a. Walikota Makassar sebagai pembuat kebijakan dan penanggung jawab
tertinggi di Pemerintah Kota Makassar.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar (2 orang) yaitu
Kepala BAPPEDA Kota Makassar, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.

¢. Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah BAPPEDA Kota
Makassar.

d. Kepala Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah BAPPEDA Kota
Makassar.

. Penaschat Pemeriniah Kota Makassar dibidang Perencanaan Kota (yang
berasal dari unsur Akademisi).

f Camat Se-Kota Makassar {2 Orang), yakni Camal Tallo karena populasi
jumlah penduduknya lebih besar dari kecamatan lain, kemudian Camat
Panakukang yang mewakili karakteristik perkotaan.

2. DPRD Kota Makassar schagai representase politk masyarakat kota Makassar:

a. Ketua DPRD kola Makassar.

b. Anggota DPRD Kota Makassar Bidang Pembangunan (Komisi C).
» DG

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-

dalam penelitian ini, maka dikemukakan

konsep penting yang digunakan
berikut:

definisi uparﬂslm'l.ﬂl sebagai




. Dominasi (penguasaan)

———————

. Issue Strategis adalah nilai (

- Aktor kebijakan (policy actors) adalah individu, kelompok atau institusi

yang membuat dan mampu mempengaruhi proses perumusan rencana

strategis Pemerintah Kota Makassar tahun 2004-2009,

. Stakeholder adalah individu, kelompok dan atau orpanisasi yang sedikit

banyak memiliki artikulasi kepentingan, mempengaruhi dan dipengaruhi,
terkait dengan tingkat isu dalam proses perumusan rencana strategis

PEMEOT Makassar tahun 2004-2009,

 Akomodasi adalah usaha-usaha Pemerintah Kota Makassar dalam

melakukan pembentukan pola baru, untuk membentuk informasi baru, dan
meredakan suatu pertentangan sehingga tercipta kestabilan, terkait dengan

proses perumusan Renstra PEMKOT Makassar tahun 2004-2009,

. Konsensus adalah sebuah kesepakatan atau persetujuan yang berhasil

dicapai dalam proses perumusan Renstra PEMKOT Makassar tahun 2004-

2009, oleh pars akior perumus Renstra.
adalah merupakan sebuah kondisi dari individu,

kelompok atau lembaga yang mempengaruhi, menguasai dan memiliki

aksesibilitas terhadap sumber daya yang ada baik secara kualitas maupun

kuantitas dimana Orang lgin tidak/kurang memilikinya, seria sulit

mengubahnya, terkait dengan gktifitas perumusan Renstra PEMEKOT

Makassar tahun 2004-2009, oleh para aktor perumus Renstra.

valug) yang diperolah dari analisis lingkungan

al (tantangan dan hambatan)

internal (kekuatan dan peluang) dan ektern




———— e

7.

oleh para aktor perumus Renstra, terkait dengan akiifilas perumusan
Renstra PEMKOT Makassar tahun 2004-2009,

Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran logis sistematis dan ohjektif
dengan menerapkan teknik metodologi stau kerangka teoritis yang
digunakan dalam mengkaji, mengolah dan merinci secara mendalam atas

informasi dan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini.

F. Instrumen (Teknik) Pengumpulan Data

Dralam rangka mendapatkan data yang relevan, reliable, akurat, valid

dan obyektif (Mardalis, 1999:60) berkenaan dengan penelitian ini, maka

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.

Wawancara, yaitu usaha teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara bertanya langsung kepada informan (Usman dan Akbar, 2004) untuk
mengetahui hal-hal dari responden yang lehih mendalam (Sugiyono,

2005:157; Yin, 2006) kepada yang dianggap layak memberikan data dan
rmasi serla mengetahui dan terlibat didalamnya berkenaan dengan

masalah vang diteliti. Secara khusus teknik wawancara yang digunakan

adalah [In-depth imierviews (wawancara mendalam) dengan cara

melakukan interaksi secar |engsung dan (anya jawab secara langsung dan

endalam dengan informan Yang memahami dan mempunyai kaitan
m

dengan masalah yang sedang di
{mkmntasj], }'ﬂ-i.m cara pen

teliti.

gumpulan data dan telaah
Studi Dokumen

taka, Dimang, dokumen-dokumen  Yang dianggap menunjang dan
pustaxa.
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relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, baik berupa buku-buku,
literatur, laporan tahunan, majalah, jumal, tabel, karya tulis ilmish
dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang vang telah tersedia
pada lembaga tersebut. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dipelajari,
dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat
diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian

yang akan dilakukan.

;. Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta dan angka yang relatif belum dapat dimanfaatkan

karenanya harus ditransformasikan dahulu (Husein Umar, 2004:63). Adapun

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas ;

1}

Z)

Data Primer, adalah data dari sumber pertama (Umar,2004) yang diperoleh
secara langsung dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari para
informan yang mana diperoleh melalui wawancara langsung dengan para

informan dan pengamatan langsung (observasi) dari lokasi penelitian
berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder, adalah sumber data yang telah diolah yang diperoleh

dengan tidak melalui upaya pengumpullm sendiri, melainkan melalui

dokumen-dokumen ertulis yang telah ada maupun yang telah diolah oleh

terkait dimana data terscbut diperoleh dari berbagai buku-buku,

snan, majalah, jumel, isbel, karya wlis ilmiah,

instansi
literatur, laporan tah

dokumen, peraturan pemerintah dan undang-undang yang berkenaan

d Jteri pembahasan dan penelitian yang akan di et kan.
gngan m
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H. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penlitian, maka analisis data
dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Yaitu suatu analisis yang
berusaha mancari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari
data (Usman dan Akbar, 2004) yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-
pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang
informan kunci, yang ditabulasikan dan dipresentackan sesuai dengan hasil
olah data’ wawancara mendalam penulis dengan para informan.

Hasil pengumpulan data tersebut kemudian diolah secara manual
dengan dirangkum, diikhtisarkan atau diseleksi. Kemudian, masing-masing
dimasukkan kedalam kategori/permasalahan yang sama {direduksi), (Tim
Perumus Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Unhas,
Due-Like, Makassar, 2004)

Selanjutnya, hail reduksi tersebut  dikelompokkan  (Sugiyono,
2005:169) dalam bentuk segmen tertenni (diplay  dat) eedinhin

instrumen/kerangka reori-teori yang digunakan. Kemudian disajikan dalam
i

bentuk contect analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diben

kesimpulan, Yin {2006) sehingga dapat menjawab rumusan masalah, serta

kan fenomena atau gejala yang hadar dalam penelitian

pada r:pmsamasi tehadap fenomena yang hadir

mampu menjelas

menjelaskan dan terfokus

dalam penelitian.




BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum, Kondisi Geografis dan Demografis Kota Makassar.
Secara singkal Deskripsi umum kota Makassar (Sebelumnya Kodya

Ujung Pandang) terlihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Deskripsi Umum Kota Makassar

Mo Gambaran Umum Jum|lah
1 | Luas Wilayah 175,77 Km2
2 | Jumlah Kecamatan I4 Kecamatan
3 | Jumlah Kelurahan 143 Kelurahan
4 | Jumlah RW /RT 933 RW / 4.580 RT
5 [ Jumlah Penduduk (Keadaan Descmber 2005) | 1.173.107 Jiwa
6 | Jumlah Penduduk Laki-Laki 578.416 Jiwa
7 | Jumlah Penduduk Perempuan ;ﬁ;iﬁl_ Jiwa
8 | Tingkat Kepadatan Penduduk 525 Jiwalkmi
9 [ Laju Pertumbuhan Penduduk (Tahun 2004 4| 1 22% /7,16%
2005) / Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: www//htip.makassar. go.id, (2008).
Dari tabel 2.1 diatas menunjukkan leas wilayah kota Makassar adalah

175,77 Km2, dengan jumlah penduduk tahun 2005 sebesar 1.173.107 Jiwa,

dimana laju pertumbufian penduduk tahun 2004-2005 sebesar 1,22 %, dan [aju

geografis terletak di

koordinat 119°1827,97" - 119°3231,03" Bujur Timur dan 5°0030,187 -
1 ]

gelatan, dan ketinggian yan
gan diapit dua sungai yaitu: Sungai Tallo (bermuara

g bervariasi antara 0 - 25 meter
5°14'6,49" Lintang

74




dischelah Utara kota) dan Sungai Jeneberang (bermuara pada bagian Selatan

kota). Batas kota Makassar terdiri atas:: (1) Sebelah utara berbatasan dengan

kabupaten Pangkajene dan Kepulavan: (2) Sebelah timur berbatasan dengan

kabupaten Maros; (3) Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar; dan (4)

Sehelah selatan berbatasan denpan kabupaten Gowa. Kondisi peoprafis diatas

menjadikan posisi kota Makassar sangal strategis dan menguntungkan.

Adapun  kondisi

Demografi

(kependudukan)

tergambarkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 di bawah ini;

kota Makassar

Tabel 2.2
Luas Wilavah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Dirinci
nuMﬂ;ur!;t Wilayah Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2005,
Luas Persen. Jenis Kelamin Jumiah Jumlah
i Rumah
mreatan Wilayah | Thd. Luas i | Perem- | Penduduk
w0, Keca 2 Laki- T
[Km“] Wilayah L aki quse angga
: 0@ | 25.893 | 76.910 | 52803 | 13.062
L T ;ﬁg 1:13 30.000 | 29.855 | 58.875 | 15913
2 | Mamajang 363 50 | 13482 | 14439 | 27.021 | 6786 |
3 | Ujung Pandang | _-~_ 33 | 38.691 | 41.663 | 80354 | 15.570
4 | Makassar =5 {13 16756 | 17.381 | 34.137 [ 10.965
| 3 | Wajo = 1 127269 | 29.722 | 56991 | 13.758
6 | Bontoala —j’@‘-—' 338 | 21.661 | 21653 | 43314 | 5783
7 |Ujung Tanah | 20— T7ga 071 | 59.020 | 123.091 | 23.370
8 | Tallo | 3B o —Tiis | 73320 | 144458 | 32352
5 |Tamalate | 2018 1 —o=—1gai0 [ 70.415 | 136.725 “‘“ﬂ.%-
10 Mﬂc_h‘.i_-——-—-—q*?—j-?—” 5o | 62343 | 67.624 | 129.967 ij.i?ﬁ
R P e e
12 | Manggala —31.84 | 1811 39.891 | 39. 48 | 112432 | 32,107
13 | Tamalanrea | —em 19743 | 56.68 %”m] et
14| Biringkana 77| 100,00 416 [ 594, -

Sumber: W;’H&F-m sar-ge
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JTURLAH PFERMTHIDUE TAM 1 Tabhal 2.3
KEC FERTUMBUILAN FENDUDUE DIEINCT MIENURUT
s i med o NOCT AR EEROTA, i
L5 arrd Armmiral Groweh Rage F MAKASS e i

2000, 1004-200.5
EE'{E EECAMATAN PENDUDLUE LA PEETUMINULAN
dreg Ehehictriess — PW“;”' PENDUDUE
T = e - z-:ﬁn}s mx?';}:m mf:nu:
om0 | MAETSC 51 003 3 778 51 803 ) 150
030 | BEAMAJANG 5B B50 56 497 58 74 102 427
(30 | TAMATATE 128309 145 og? 142 458 292 0,338
03 | RAPPOCINI 125498 136128 136725 304 .44
040 | MAKASEAR BO 117 79 149 8O 353 0,31 156
050 | UPANDANG ¥7 7465 27 165 27921 0,54 178
00 | WASD 34 114 32 091 34 137 1,52 618
070 | BOWTOALA 56875 54 063 55991 126 5,42
0B | UTUMNG TAMAK 44 035 45 491 45 Bol 081 058
00 | TATIOD 115527 127648 128 141 2,53 CEL)
100 | PANAERUKANG | 123820 13920 129567 108 0,56
101 | MANGGALA 77122 2411 o2 524 463 0,12
110 | BIRDIGEAMAYA 95 310 118433 119 B1E 362 1,00
111 | TAMALANREA Bl 614 84 247 B4 B0 0,80 0,76 ;
7371 MAKASSAR 1100015 1179023 11034M 1,75 122

- =y
: ? oty o i, (DOCE.
Sumber wusip i FPEDA Kote ma - i, b o
K - 3000 {Hasil Sensus Pesduudk 2000, Koendazn Juni
g ‘.iﬂ'ﬂﬂ?t:llﬁil wslimasi BPS Eota Makassar, kedaos Dmum:T HLCH]
2004 {Hasil Sersus BPS Kol hiak e, keadaan Juni JHI5)
*): Penduduk Masih B gebung desgan ke [EAIT

Pada tabel 2.2 diatas terlibat bahwa Penduduk Kota Makassar pada

akhir tahun 2003 adalah 1.173.107 jiwa yang terdiri dari laki-laki 578.416 jiwa
dan perempuan 504,691 jiwa. Kecamatan Yang terluas adalah Kecamatan
P . | -
Biringkanaya dengan juas wilayah 48,22 Km? atau 27,42 % dari fuas wilayah
432 Jiwa. Sedangkan yang
i berpenduduk 1124
Kota Makassar, tapl hanya

tan Mariso dengan lu

tersempit adalah Kecama :
P akassar denganjumleﬂh pandudulr: 52,803 jiwa. Sedanghkan

pt:mllilfll.lkl"}’ﬂ adalah Kecamatan Tamalate

as 1,82 Km® atan 1,04 % dari

luas wilayah kota m

dari penduduk Yang paling besar
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sebesar 144458 jiwa, dengan luas wilayah 20,18 Km? atau 11,48 %.

Sedangkan untuk Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa penduduk Kota
Makassar antara tahun 2004-2005 mengalami peningkatan jumlah penduduk
sebanyak 14.411 jiwa. Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut
kecamatan (Tabel 2.3), menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di
wilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 143.987 atau sekitar 12,21 persen
dari total penduduk, disusul kecamatan rappocini schanysk 136.128 jiwa
(11,55 %). Kecamatan Panakkukang sebanyak 129.240 jiwa (10,98 %), dan
yang terendah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.165 jiwa (2,30 %),
untuk tahun 2004,

Apabila ditinjau dari kepadatan penduduk per km® tahun 2004,
kecamatan Makassar yang terpadat yaitu 31408 jiwa per k', disusul
kecamatan Mariso (28.724 per km?), kecamatan Bontoala 25.744 jiwa per
c?). Sedang kecamstan Biringkanaya merupakan kecamaian dengan
kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.460 jiwa per km’, kemudian

T 2
kecamata Tamalanrea 2 jiwa per km®, Manggala (3.828 jiwa per km’),
n 646

il uk il
kecamatan Ujung Tanah (7.638 jiwa per km?), kecamatan Panakkukang (7

duknva masih rendah
jiwa per km®). wilayah-wilayah Yang kepadatan penduduknya
but tenfunya masih memungkinkan untuk pengembangan dacrah
tersebut

! itu Biringkanaya, Tamalanrea, dan
" di tiga kecamatan ¥a
pemukiman terutama

Manggala.



B. Visi Misi, dan Struktur Pemerintah Kota Maka
SSAT.

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan.
Rumusan Visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sckaligus
merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Dalam konteks itu,
Kota Makassar telah menctapkan Visi jangka panjang (rentang waktu 20
hingga 25 tahun ke depan) sebagaimana tertuang dalam Pola Dasar
Pembangunan Kota Makassar dengan rumusan: “Makassar adaleh Kota
Maritim, Niaga, Pendidikan Budaya dan jasa yang berorientasi global,
berwawasan lingkungan dan paling bersahabat” Untuk mencapai  visi
tesrsebut, ditetapkan misi jangka panjang Kota Makassar sebagaimana berikut:
(1) Memberikan Pelayanan Prima; (2) Pembinaan Dunia  Usaha; (3)
Mewujudkan lingkungan yang Bersih dan Indah; (4) Membangun Komunikasi
dan Koordinasi; dan (5) Meningkatkan Ketertiban dan Keaman.

Sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap konsistensi

Pemerintah, sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan, maka Visi

dan Misi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam Visi lima tahunan

Pemerintah Kota Makassar, cehingga dirumuskan Visi Pemerintah Kota

Makassar Tahun 2004-2009 sebagai berikul: wppwufudnya Makessar sebagal

Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Rermartabat dan Marusiawi .

visi lima tahunan ini, maka dirumuskan misi lima

Untuk mencapal

Makassar sebagai berikut ! (1) Mengembangkan

tahunan Pemerintah Kota .
frastrukeur bagi kepentingan lokal, regional,

kultur maritim dengal dukungan in

(2) aendorong umbuhnya pusai-pusal permiagaan

nasional dan inwmusinnah
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melalui optimalisasi potensi lokal, (3) Mendorong peningkatan Kualitas
1

manusia  melalui
lalul pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (4) Mengembangkan apresiasi
budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat;
(5) Mengembangkan sistem pemerintahan vang baik, bersih dan berwibawa
melalui peningkatan professionalisme aparatur; (6) Mendorong terciplanya

stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan.

Dalam strukiur pemerintah Kota Makassar, secara administratil Kola
Makassar dipimpin oleh seorang Walikota dan seorang Wakil Walikota,
dengan dibantu scorang Sekretaris Daerah Kola yang membawahi:

. 3 Asisten (Asisten 1 Bidang Pemerintahan, membawahi Bagian Tata
Pemerintahan, Bagian Hukum & Hak Asasi Manusia, Bagian Organisasi

dan Tata Laksana, dan Bagian Hubungan Masyarakat; Asisten 1T Bidang

Ekonomi Pembangunan dan Sosial, membawahi Bagian Perekonomian dan

Pembangunan, Bagian Kescjahteraan Masyarakat, serta Bagian

Permberdayaan Perempuan, Asisten 11 Bidang Administrasi, membawahi

Bagian Umum, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian

i but  dibant
Perlengkapan dimana perangkal giruktur  lerse thanili
Kelompok Jabatan Fungsiunal. yang melaksanakan schagian  tugas

Pemerintah Kola cpsuai dengan keahlian dan kebutuhan).

) ,

5 14 Dinas (Dinas Pendapatit Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan; Dinas
; i

rian, Perdaganga Koperasi 2"
s Informasi dan

Penanaman Madal; Dinas
Perindust .

i Komunikasi; Dinas
Kebudayaan dan pariwisata; Dif



S R Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas

Tala Ruang dan Bangunan: Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perhubungan;
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Benicana: Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan).

3. 4 Badan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pendidikan dan
Pelatihan; Badan Pemberdayaan Masvarakal dan Keluarga Berencana;
Inspektorat Dacrah Kota Makassar)

4. 4 Kantor (Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Dala; Kanlor
Kesatuan Bangsa; Kantor Pelayanan Administrasi  Perijinan; Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil)

5. 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan: Kecamatan Biringkanaya (7 kelurahan);
Kecamatan Bonloala (12 kelurahan); Kecamalan Makassar (14 kelurahan);
K ecamatan Mamajang (13 kelurahan); Kee. Manggala (6 kel.j; Kec. MK

(9 kel.); Kec. panakkukang (11 kel.); Kee. Rappocini (10 kel.); Kec. Tallo

(15 kel.); Kec. Tamalate (10 kel.); Kec. Tamalanrea (6 kel); Kee. Ujung

Pandang (10 kel.); ket Ujung Tanah (12 kel): dan Kec. Wajo (8 kel).

6. B85 RW dan 4.446 RT.

A ta Mlkﬂs&ﬂr_
C. Badan Perencanaan Pembangunad Daerah (BAPPEDA) Ko

Larakteristik data (primer dan sekunder) serta

Dalam penelitian ini,

pyforman kunci (kelompok aktor perumus Renstra)

identifikasi/penelusuran | i

APPEDA Kol M
Kota Makassar me

akassar. Sebugal zalah salu

diinput dari B i o

v Pemerintah Rota. Dimana
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D. Visi dan Misi Serta Tugas

dalam pelaksanaan tugas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan berlanggung jawab kepada Walikota R ek et Thaarih i

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala
Bidang, Kepala Sub Bidang dan para Kepala Tala Ussha dan Seksi-seksi

BAPPEDA kota Makassar, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
singkronisasi secara verlikal dan horizonial. Seliap pimpinan satuan
organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan
menghkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan dalam satuan organisasi
wajib mengikuti dan mematuhi pelunjuk-petunjuk dan berlanggung jawab
kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada

waklunya.

Setjap laporan yang diterima oleh pimpinan safuan organisasi dari
bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
penyusunan kebijakan lebih lanjut. Dalam hal Kepala Badan berhalangan

melaksanakan ugasnyd, maka Kepala Badan dapal menunjuk Kepala Bagian

Eﬂ e

[ Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan
ala Usana -

arm i ran
s bt dafiar wruk kupangkﬂlan KE3UE pBTH.lu
n'mmpt':rhal.ik.an Eﬂl’llﬂ'l']'ﬁ“ dal

perundang-undangan yang berlaku-

Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kota Makassar.

muskan Visi B.&FFEDPL Kota Makassar, perlu

gebelum mMEM ‘

e mendasari fumusan

rinsip yans | 1

Bopeew —_ ota Makassar sebagai bagian integral dari
A

ED
Bahwa keberadaan BAPF

Bl



erintah K
Pem ola Makassar, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi vang

bervariasi serla memiliki interaksi dengan lingkungan siralegis Kola
Makassar, sehi i ini

r, sehingga tidak dapat dipisahkan denga dinamika perkembangan
dan pembangunan Kola Makassar. Berdasar pada prinsip ini maka visi

BAPPEDA Kota Makassar tahun 2004-2000 adalah  "Katalizator

Pembaharuan Mangjemen Pembungunan Melului Perenconaan Partisipatif”,

Dengan bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta
ditunjang oleh semangal kebersamasn, langgung jawab yang oplimal dan
proporsional, maka Visi diatas direalisasikan dengan Misi sebagai berikut: (1)
Mengembangkan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan
vang terpadu, terukur, dan realistis; (2) Mewujudkan perencanaan
pembangunan yang ferpadu antara instansi lerkail dengan meman{aatkan

potensi sumber daya alam; () Meningkatkan pemberdayaan ekonomi

perkotaan melalui penalaan dan pengembangan potensi kota secara optimal;

(4) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan sWasE dalam

mengembangkan perencanaan pembangunan perkotaar; (5) Mengoptimalkan
pengembangan putensi dalam rangka kerjasama @ntar daerah:  (6)
Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam rengha perencanaan pembangunan
kota; (7) Memberikan Kontribusi perencanaan pembangun N
(8) Meningkatkan koordinasi geliap unsur-unsut yang terl

Kota Makassar No. 06 Tahun 2005 Tentang

- h
merm [}‘ﬂ-ﬂlﬂ
pele Tata Kerja Badan Perencanaan

- L~ d-ﬂn
Pembentukan, Susunan O e



» :
Pembangunan Daerah Kota Makassar dideskripsikan Tugas pokok dan fungsi
BAPPEDA Kola Makassar. Tugas pokok dan fungsi tersebut yailu:

|. Badan Perencanasn Pembangunan Daergh mempunyai tugas pokok

membaniu Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan
Pembangunan Daerah secara menyeluruh dan terpadu serta melakukan

penilaian dan pengendalian terhadap hasil perencanaan dan pelaksanasn

Pembangunan Daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas APPEDA Kola
Makassar menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
yang memuat Visi, misi dan arah pembangunan daerah;
b. Penyusunan Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) yang memuat sirategi pembangunan daerah, kebijakan

umum, arah kebijakan keuangan daerah, program Saluan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Gatuan Kerja Perangkat Daerah, Kewilayahan

ot Rl b fasi
dan lintas kewilayahan yang herjsi kegiatan dalam kerangha regulasi

dan kerangka anggaran;
arja pemeriniah Daerah (RKPD) yang memual

' enCand
¢. Penyusunan R " o

herisi kegiatan dalam kerangka regulasi
yang
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d. Pelaksanaan koordinasi
perencanaan Jdam
pelaksanaan pembangunan

Daerah di .
er tantara Saluan Kerja Perangkal Daerah, lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Kewilayahan dan lintas kewilayahan

¢, penyusunan rencana anggaran pokok dan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan unit kerja

terkait, dengan koordinasi Sekretaris Daerah;

f. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan.

F. Susunan Organisasi BAPFEDA Kota Makassar.
Susunan Organisasi BAPPEDA Kota Makassar, terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Bagian Tala Usaha terdiri dari: (a) Qubhagian Umum dan Kepegawaian;

dan (b) Subbagian keuangan dan Perlengkapan.

1, Bidang Penelitian Jan Pengembangan Daerah terdiri dari: (3) Subbidang

Penelitian dan Pengembangam: dan (b} Subbidang Sratistik  dan

Pelaporan.

4. Bidang Ekonomi dan gosial Budaya gerdiri dari: (a) Subbidang Ekonomi;

dan (b) Subbidang Sosial Budayd
rasarana gerdiri dari:

Ruang dan Lingkunga? pidup; dan () Subb

{a) Subbidang permukiman, Tata

5. Bidang Fisik dan P
: dang Perhubungan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional




. Keadaan Pegawai Badan Perencansan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kota Makassar.

Tabel 2.4 Keadaan Pegawai BAPPEDA Kota Makassar
Berdasarkan Unit Keja.

[ Unit Kerja BAPPEDA Jumlah
Kepala Badan | Orang
Tata Usaha 30 Orang
idan itian dan

gf;aﬁ Pencl Pengembangan 12 Omng
Ridang Ekonomi dan Sosial Budaya 12 Orang
(Bidang Fisik dan Prasarana 15 Ormeng

Total M0 Orang

Sumber: BAPPEDA Kota Makassar, (2007).

Tabel 2.5 Keadaan Pegawai BAPPEDA Kota Makassar
Berdasarkam Panghat CGolongan.

Pangkat Golongal 2 =

Golngn IV ~———— 4 Om
Golongan 111 4 Omang
L s R N .
Golongan ll_____.____ﬂ__—#“ﬂ | Orang
Wicobe o S .-
Golongan I — 9 Orang
i, SRS
Kﬂnu'ak_'_'_._.___.___,_,_._.—-—-——'—'_'__ Orang
| Mo
Total SRS

Sumber: BAPPEDA Kotd Makassar @007}
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari hasil penelusuran/pengumpulan data penulis baik dalam
bentuk wawancara {(data primer) maupun dalam bentuk dokumen/arsip yang
\claha tersedia (data sekunder) dibeberapa instansi terkait, penulis mempercleh
peberapa hasil penelitian yang sekiranya representatif dalam mengkaji aspek
skomodasi, dominasi dan konsensus dalam konteks proses perumusan kebijakan
4i Pemerintah Kota Makassar (Renstra kota Makassar), serta aktor-aktor yang
wrlibat  didalam  proses  tersebul, schingga  dapat  menjawab

pﬂ"ﬂﬂ}'ﬂm'permasa'lahan dalam penelitan ni. Adapun hasil yang diperoleh adalah

sebagai berikut:

A. Proses (Alur) Perumusan Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah Kota

Makassar Tabhun 3004-2009

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan (Renstra) bukanlah suam
udah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak

proses yang sederhand dan m
hes ::n;gﬁrﬂh terhadap proses pﬂ:mn'Iusnn

fakt Kekuatan-kekuain yang
BN politik, karakieristik stakeholder

» telah
Terlebih lagi jika prosesny®

1




la!l kab p H

berhasil penulis wawancarai:

* Berdasarkan UL No. 32 Tahu
i ' n 2004 Tentang Pemeri
Pemmfgmj:ﬂ- sz' :;jrhun 20004 Tﬁnmrrgg Si:?eﬁrmm
walikota terpilih antik sro il e e :
rpilih dilantik, paling lambat 3 {liga) bul v
rencana strategis sudah harus final d:pmiuk:aﬁ { v
dahulu  harus  disosialisasikan  kepada Mﬁwﬂ‘fﬁm e
(Wawancara dengan AR, 09 Mei 2008 Pukul 09.13 Wita) "

Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan lain kepada penulis,
yaitu:

o fntuk melakukan akiifitas perumusan rencana strategls, Pemerintah
Kota Makassar, pada dasarnya fidak terlepas dari aluran main dan
mekariisme pem.rrdﬂng—umi‘augm yang berlak. Limana dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Taia Cara
peﬂﬂuggﬂngfwaﬁm Kepala Daerah mengisyaratkan balwa, paling

lambar dalom rentang wakiu 3 (tiga) bulan erelah calon Walikota dan

Wakil Walikota terpilih, maka Walikola yarg (elah terpilih tersebul
sodak lanju  dari

wajib membuat rencand strategis, sebagal & Gl e
penjabaran Visi dan Misinya pada saat mencalonkan dirf menjadi
Walikota. Untuk kemudian Rensirad dalam bentk draf Ranpe rda
tersebut diajukan ke DPRD koid Makassar, dibahas dan selanjuinya
disahkan”. (Wawancara dengan AR, 14 Mei 2008 Pukul 13.21 Wita)

hat bahwa proscs Perumusan

ikit banyak telah diatur

awancard diatas, terli

mekanismenys 560

Renstra Kota Makassit terny#ta
a ada. Akan tetapi merujuk pada

dang-undanga® yan

dalam ran n
peratd P ini kadang belum dapat

, isme
realitas  yang terjadi dilapangs e gilalui di  internel
flalui di
: ingat P s
dilaksanakan nuhnya, mons: :

g7




‘——.—\-

mengingat di Internal DPRD Kotq Makassar juga memiliki mekani
mekanisme

pembahasan tersendiri, serta kadangkala tergantung dari kesiapan di dewan

dan harus disesuaikan denpan agenda-agenda DPRD Kota Makassar Merujuk

pada kondisi ini, masih dengan informan yang sama, kembali menegaskan:

"...Adanva 1ahapan-tahapan yang membutuhkan wakiu dan encrgl
yang besar dan mesti dilalui oleh pemerintah daerah dalam membuat
dokumen Renstra, menyisakan masalah tersendiei, terutama jika
merufuk pada aturan yang berlaku, sehingga dibeberapa daerah
kadang tidak mau pusing dalam membuat Renstra karema ity
dilimpahkannya kepada para pakar/ahli umink dibuatkan Rensiva bagi
daerahnya dengan memberikan imbalan tertentu, lain halmya dengan
pemerintah  kota Makassar yang membual sendiri  Renstraryd,
sehingga kami menjadi lebik tahu tentang muatan dari Rensira yang
telah dirumuskan”. (Wawancara dengan AR, 09 Mei 2008 Pukul 09.13

Wita).

Penegasan diatas kembali dikuatkan dengan pemaparan dari Informan

lain:

' dalam  merumuskan  fenstranpd,
" h  kota : /
miﬁﬁmu:ﬁim wakty kurang lebih figa bufﬂr;g n-:fr:;ﬂm d:.:: ,ﬂr;”i::
berjalan hasil rumusan uﬁam ﬁgmrqh"iwawm:wm silgodem
satu bulan berikufmya 3

13 Juni 2008 Pukul 10.00 Wita).

P intah Kota
i ihatkan bahwi emerinta

i diatas memperl

Kutipan wawancara

SAr Memer 1 il penelusuran
Maka jukan waktu kurang jehih tiga bulan. Dan hasil pen

u ;
: kota Makassar dilantik pada bulan Mei,
o

: . a Wali
penulis menunjukkan ba |5 April 2004), Draf Ranperda

1 iah (Fajar,
dengan anggaran enam ratus jutd rupiah (Fa)

diajukan ke DPRD Kota M2

G tanggal 31
ditetapkan/disahkan menjad! Perda

r).
Paripurna DPRD Kot2 Makass®

B8
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Disamping wakty Yang dibutuhkan, dalam perumusan R i Ek
enstra juga

menghabiskan anggaran yang oleh salah satu informan menyatakan:

perumus, percelakan, sewa gfﬂ'un,g. korsumsi, horor tim enasehat,

dimana penggunaan anggarannya i
: Secara Torda™,
dengan IH, 13 Juni 2008 Pukul 10.00 Wita). swareiola”, (Wawancara

Dalam beberapa studi kebijakan, Proses perumusan kebijakan
{Renstra) tidak dapat dipisahkan dengan proses pengesahan kebijakan, kedua-
duanya mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, sehingga menjadi sulit
dipisahkan. Dalam proses pengesahan itu, mungkin usulan kebijakan (Renstra)
ditolak, perlu dimodifikasi, diberi catatan khusus, schingga proses perumusan

kembali terpaksa harus dilakukan. Dengan demikian proses pengesahan

(legitimasi) lancar atau tidaknya sangat ditentukan oleh proses-proses

: : o
kebijakan sebelumnya dan sekaligus tergantung pada kualitas pihak-piha

i L
yang terlibat dalam proses Kebi jakan tersebu

3 4
Berdasarkan pada kedua aktifitas dalam peramusan kebijakan diatas,
L=

asan selanjumyd, mengklasifi
dalam dua kategori, Yyaitu [proses
gkatar eksekutif, dan proses

maksud untuk

kasikan proses
maka penulis dalam pembah

perumusan Renstra Kota Makassar
radi pada tir

perumusan Renstra Yang te
tinghkat legislatif, dengan

sira ya.ng tﬂljﬂdi P‘Bdﬂ
4 penelitian ik

SaMn Renstra Yang pe

perumusan Ren dota-data yang diperoleh, dan

memudahkan dalam kat

dal
skan pembahasan

mensistemati i maksudan

mu
Adapun kedus tingkstzn P

B9
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¥ Proses
Perumusan Rencana Stratepis (Renstra) p i
emerintah Kota

Makassar T
ahun 2004-2009 yang terjadi pada tingkat Eksekutif

Dari hasil penelusuran penulis terhadap proses perumusan rencana
strategis pemerintah Kota Makassar tahun 2004-2009, maka dapat dilihat
bahwa proses perumusan Renstra pada tingkat eksekutif secars kronologis
terdiri atas beberapa tahapan dan mekanisme yang cukup panjang, vang mana
pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi-instansi terkait. Hal ini tampak
dari uraian wawancara penuliz dengan beberapa informan, terkait permasalahn
yang diteliti, sebagaimana uraian dibawah ini:

Awal mula Rencana strategis (Rensira) terbentuk, dari adanya Visi dan

Misi dari Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar sebagai

tawaran kerangka konseptual pembangunan dan arsh kebijakan yang akan

dijalankan dimasa mendatang, yang sehelumnya telah dirumuskan bersama

dengan Tim Suksesnya. Visi Misi itu kemudian menjadi bargaining dalam

melakukan ekspos/pemaparan didepan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota
Makassar.

Adapun visi misi

'
adalah “Terwujudnya Makassar sebarge _
' gedanghkan misinya yaitu:

Kora Maritim,

yang Bermartaba darn Maruusiawl

|. Mengembangkan kuliur maritim 9¢
ﬂi:- nﬁiﬁ!ﬂﬂl dﬂ.ﬂ inw

ngan dukungan infrastrukiur bagi

rnasional;

: jon g
kepentingan lokal, regl JR— melalui optimalisasi
t-pus

2. Mendorong umbuhnyd pussi

potensi lokal;

o0




E—

Mendorong peningkatan kualigs manusia melalui pem
erataan pelayanan

pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan o
masyarakat;

4. Mengembangkan apresiasi budaya dan Peikmtan il
gdma i-nilai agama
berbasis kemajemukan masyarakat;

5. Mengembangkan sistem pemerintzhan yang baik, bersih dan berwibawa

melalui peningkatan profesionalisme aparatur;
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan; dan
7. Peningkatan Infrastrukiur kota dan pelayanan publik.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu informan kunci

menyatakan:

*_ Visi Misi yang felah dirumuskan bersama dengan tim sukses kami,
kemudian menjadi tawaran bﬂm:;u % w:f@bﬁﬁmﬂmjm

] ilagr pembangunan koia Yo , , :
ﬁz;ﬁipﬁem;wtm Rernstra, visi dan misf_‘}mg kami bawa fm,
kemudian dijabarkan  kedalam lima ﬁcbf;::.#g ummm}i::a
Pembangunan kualitas Sumber Daya Mamusid, mn o
saing ekonomi dagrah, Pembangunan kawasdn

; wbiik, pembangunan
Pembangunan pemerintahan r:il-: ﬁ;nmm;fm np'iirf}ﬂng bevigia dii

(il dan pertahanan :
ﬁ;ﬁ:: k::ﬂm :'n.ﬁenh yang dr'.ierdh:n:r ﬁ }:BA.F'PEDA . (Wawancara
dengan LAS, 16 Juni 2008 Pukul 22,14 Wi

dalah setelah terpilih dan dilantik oleh Menteri
a )

Tahapan selanjuiny® |
cara hirarki menjadi penanggung jawab

dalam negeri, Walikota yané e

pangunan di Kota Makassar, membawa visi dan
pemba

‘el es
SN BT masuk kedalam perencanaan
misinya yang
pembangunan kola Makassal» wada Tim perumus Renstra yang

: lagi k
Eﬂ.hl{ﬂ.ﬂ
kemudian dilimpahkan/dss . \akassar. Tim perumus

sebelumnya memang

al




Renstra Kota makassar ipj -
m intermal BAPPEDA Ti
s LHMY

Ahli/Penasehat Pemerintah  Kota Makassar dibidang Pere
neanaan  kota

(akademisi), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup
pemerintah kota Makassar yang diundang oleh BAPPEDA kota Makassar

Dari wawancara penulis dengan salah satu informan kunci juga menegaskan

hal serupa:

"Dengan adanya visi misi Walikota terpilih yang telah dilimpahkan
K-Epﬂ‘dﬂ BAPPEDA, maka BAPPEDA yang mempunyai tugas dan
fungsi membantu walikota dalam menentukan dan  merumuskan
kebijakan pembangunan dibidang perencangan serid membuatl dan
menyusun  dokumen perencancan  pembangunan, mulai  bekerfa
bersama Tim ahli/Penasehar Walikota Makassar bidang perencanaan,
tim ahli ini merupakan akademisi sesual dengan bidang kepakaranmya,
sedangkan dari tim internal BAPPEDA terdiri atas kepala bidang dan
sub bidang. Dalam bekerja tim ini dikoordinatori oleh Kepala
BAPPEDA, sedangkan sekvelaris adalah  bidang-bidang  yang

menangani permasalahan Renstra”™. (Wawancara dengan [H, 13 Juni

2008 Pukul 10.00 Wita).
BAPPEDA Kota Makassar, sehagai salah saf lembaga teknis daerah,

dengan dikoordinatori/diketuai olch Kepala BAPPEDA dan Wallkota sehagai

ses perumusan Renstra  selanjuinyd, lebih banyak

[a Mﬂkﬂﬁ-ﬁm.s
pota Makassar dengan mempelajari

Pengarah, dalam pro |
tim ini kemudian mulai rapat

didampingi oleh Tim penasehal Ko

kerangka dasar dalam
berusaha menerapkan pola

melengkapi, sali




EE—

substansinya, yaitu visi mis; Walikota terpilih, Sebagaimang d .
' tungkapkan oleh
informan dibawah ini:

“Proses meramu kembali visi misi wols o ;
difabarkan dalam Renstra mist walikota terpilih untuk kemudian

Kota Makass I ] )
keterkaitan tim perumus Renstra iy ﬂ:erri;rh: terlepas dari saling

1 Dalam
BAPPEDA kota Makassar lebik banyak didampi s

: : ngi oleh  tim ahli,
dimana potensi, realitas objekiif permasalahan vang ferjodi dan

gambaran potret masa depan vang diinginkan walikota lewat visi
misinya lebih banyak dipaparkan/dijelaskan oleh SKPD kepada tim
ahli, semeniara untuk tinjowan teoritis dan pengorganisaian, serta
bentuk kebijokan don program strategis digambarkan oleh tim ahli
Dari proses ini kemudian dilakukan analisis terhadap isu-isu strafegis
yang berdasarkan atas indikator keknatan, kelemaban, peluang dan
ancaman dalam lingkup pemerintah kota”.(Wawancara dengan AK,
14 Mei 2008 Pukul 13.21 Wita).

Selain itu, Dalam prosesnyapun tidak semata-mata hanya membuat

draf rancangan saja tanpa dinamika, akan tetapi tim perumus berusaha bekerja

i i berikut:
sebaik-baiknya ini terlihat dari beberapa uraian wawWancara

lgjar dan
mgﬂm.ijﬂmf Pj.?l misr w“d:’mmm kﬂ,gﬁtﬂﬂ R LT H"u-ﬁ.l:aja_ J:;":?i
atas visi misi yang uang lingkungan dikoreksi me

tala
Pembangunan Wman;ﬂ“ dan fala  rwang lingkumgan, dengan

it t T puktur (draenase, jalan)
rmasukar/dikritisi Hﬂm ﬂ;} huata®, ‘Wadi ﬂ"m:’g tersendiri demi
i b:ﬂlﬂ!lr litas, gumpm akhirmya visi
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melahirkan isu-isu strategis e

gu‘! 1‘]11."'1i 1 e o -
perumus Renstra l_ngmud:‘an menéﬁjﬂ;i:}rjnmnﬁiuﬁ ::::ﬁ: Ol (i
program, ﬂ’ml diimplemeniasikan dalam  keos o .ch kan berupa
bersifat teknis oleh masing-masing giatan-kegiatan  yang

H unit  kerfa itk
Makassar”. (Wawancara dengan TH, 13 Juni 2008 P uﬁ'ﬁ;;ﬂ ﬂWi;Tﬂ

Sementara, dua informan lain yang ditemui ditempat terpisah,
menyatakan hal yang kurang lebih sama arahnya:

"Dalam proses perumusan Renstra, lerkall dengan kebijakan umum
yang akan diturunkan dalam program dinas, kami yang mewakili unit
kerja memberikan gambaran umum tentang kondisi yang ada'terjadi
pada insiansi kami, gembaran umim tersebut menjad! input dan
kerangka kerja dalam melahirkan program-progran pembanguran
berdasarkan segmeniasi dari dinas-dinas yang ada”. (Wawancara
dengan RA, 16 Juli 2008 Pukul 08.00 Wita dan 1S, 18 Juli 2008 Pukul

08.15 Wita).

Dari uraian diatas terlihat bahwa dalam merumuskan Renstra

Pemerintah Kota Makassar tahun 2004-2009 tim perumus dari unsur

Pemerintah Kota Makassar (BAPPEDA  dan GKPD), serta penasehat

berusaha bekerja den
ecara  inovatif, kristis,

gan sungguh-sungguh,
Pemerintah Kota Makassar,
pembahasan

merumuskan  dan melakukan ,
p Renstra yang berkualitas dan

i lahi konse
komprehensif, dan rasional dem! ghirmya

1 entasikan.
realistis, dalam artian dapaf diimpler




penanggung jawab kegitan uniyk kemudian dilaporkan kembg
. . n i kepada
Walikota Makassar. ini tampak dari urajan salah satu inform
an:

"....SE[E“J!‘T P‘i"ﬂ.m.f pﬂ‘mbm”n e
s R ﬂﬂm .I'Efl'ﬁ'ﬂ' ] T i -Hln'ﬂ
,ﬁ:ﬂ'?ﬂﬂdiﬂ” df'fﬂFﬁ‘rkﬂﬂ -"EFME H'hh-tﬂfﬂ mjﬂhl'j Fﬁhﬂ'ﬂn'llﬁ dﬂ;‘rﬂh ‘;fﬂ!-l'lt

meninfau wlang muatan program dan konse

setelah dirasa cukup dan tidak ﬂﬁ“ﬂfﬂﬂmﬂfnmfuﬂ; ﬁfﬁ’;’?ﬁiﬁ
draf  sementara renstra  dikembalikan lagi ke BAPPEDA"
{Wawancara dengan IAS, 16 Juni 2008 Pukul 22,14 Wita) 1

Setelah draf Renstra sementara dikembalikan lagi oleh walikota
Makassar, maka BAPPEDA secara keseluruhan dengan tetap didampingi oleh
tim perumus, menindaklanjutinya dengan mensosialisasikan draf rensira
tersebut kepada masyarakat, dalam konicks ini BAPPEDA kota Makassar

menjadi fasilitator. Desiminasi/sosialisasi atas draf Rensira pemerintah kota

Makassar tersebut, dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan fh-'lusrﬂnmhang]. sebagal upaya mengakomodasi - Tuang

kota makassar Yang tersebar di
ini ditegaskan oleh beberapa informan

14 kecamatan 143
partisipasi masyarakat

Kelurahan, 885 RW dan 4,446 RT. Hal

sebagaimana berikut:
- rakad
+ ongingat ol pendiie Kote WA I
mp:;qgﬂ " digunalar dﬂ:f:;ﬂ tota makassar meminia kepada
keterwakilan, dimand SEF ¢ \okoh-iokah masyaraks, kefua

lurah dﬁvﬂ'ayﬂﬁl?k: hiﬁzf o /awancara dengan AR, 09 Mei 2008

RW dan RT f{f
Pukul 09.13 wita).

Jurang lebih 90

masyarakal dal ¢ Jalan, Draenase, Paving
frastrift ol : dan  lain-lain,
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ekanomti, pembinagan kepemudagn
(wawancara, GL, 17 Juli 2008 Pukul 09 .43 wﬁ::;brm . .

"..Biasanya musrenmbang  dimulai de

; ngan  menggunakan  teknik
sumbang saran (brain Storming), setiap orang }ﬂﬂmir :ﬂbrr:‘k-;n
kesempatan untuk  mengajukan Pendapat atau usul tentang proyvek
pembar-:gumrrli yang mereka sangal butuhkan”. {Wawancara dengan
A.BD, 01 Juli 2008 Pukul 08.20 Wita),

Dari kutipan wawancara diatas, tampak bahwa sebelum diajukan ke
DPRD Kota Makassar draf Renstra oleh BAPPEDA kota Makassar,
disosialisasikan dalam forum Musrenmbang, dimana BAPPEDA scbagai
fasilitator berdialog dengan perwakilan masyarakat tenlang usulan-usulan
program yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini dilakukan untuk menjaring

aspirasi/partisipasi masyarakat pada level terbawah demi memperkaya isi dan

i da
muatan dari Renstra itu sendiri, namun disayangkan, Musrenmbang pa

= ' cara penulis
waktu ifu hanya dilakukan satd kall saja, scbagaimana wawan pen

dengan salah satu informan:

Musrenmbang pada wakiu itu hanya

v dalam pelaksanaantiyd. [H, 18 Juli 2008

Ir m
dilaksanakan satu kali sgja”. (Wawancard gan
Pukul 11.30 Wita).

g, tim perumus Renstra kembali

kem
. pe guatan; "
mana yang sifamya Pe diajukan aleh masyarakat dalam forum
yang

; sulan
Namun, tidak semud i




susrenmbang dapat diterima dan dii
an diinclude masuk
kedalam draf Renstra,

karena harus diprioritaskan pada usulan yang bersesuaian dengan arah
kebijakan dalam Renstra sebagai penjabaran visi misi Walikow, selain it
terbatasnya dana yang tersedia serta proyek dan program vang diusulkan harus

dilinat cakupan manfaatnya karena itu banysk pertimbangan yang harus

diperhatikan.

Setelah hasil-hasil program dari Forum Musrenmbang direduksi
kedalam draf Renstra, dan menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) Renstra, maka Ranperda Renstra ini oleh Kepala BAPPEDA
disampaikan kepada Walikota Makassar, dan jika tidak terjadi perubahan lagi
maka draf Ranperda tersebut atas nama Pemerintah Kota Makassar diajukan

kepada DPRD kota Makassar untuk dibahas dan disahkan dalam bentuk

Peraturan Daerah.

» Proses Perumusan Rencand Strategis (Renstra) Pemerintah Kota

pada level lembaga Legisiatif

Makassar Tahun 2004-2009
nsira Kol@ Makassar telah dirampunghkan

Setelah proses perumusarn Re

a oleh pih.a.k eksekutif, maka usulan Ranperda

dalam bentuk draf Ranperd .
. gesahan dari lembaga
persetujuan dan pen

tesebut belum tentu - Makassar), atau dapat menjadi

PRD K
atau pihak yang perwenang (P

keputusan kebijakan (policy

decision) YAPE ah (legitimate), 0 sangat
. 4i dalam pengesahan kehijaksanaan (policy
Gl




Seringkali, usulan-usylan i

kebijaksanaan (Rensira) i disetujui dan
disahkan dengan beberapa modifikas; 4; sana-sini atau dengan catatan
khusus’ (Islamy, 2004:95), sehingga kebijakan yang berisi nilai-nilai otoritatit
dapat dialokasikan dan dipaksakan pelaksanaannya serta bersifat mengikat

bagi orang /pihak-pihak yang menjadi sasaran (objek) dari kebijakan, Baston
(dalam Islamy, 2004). Apalagi jika merujuk pada sistem politik dan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana pada UL No.22/1999
Pasal 18 poin (h), vang kini telah direvisi oleh UU No.32/2004, menyatakan
*sehuah kebijakan publik atau peraturan deerah diajukan oleh pemerintzh
daerah, dan harus memperoleh persetujuan dari DPRD". Hal ini diperjelas

oleh lagi oleh informan yang berhasil penulis wawancarai:

' SLTF bﬂf‘hﬂ” ﬂ'i'!lﬂill' I'.'l'llflﬁ' I‘J:m PEJ'H'.I'HTE
'mgmﬂf;ﬂhmﬂﬂn ;mm:mﬂﬁfﬂmﬂm mﬂﬂﬂ"ﬂ adalagh hasil rumusan Renstra
ﬁiﬁﬂﬂlﬁﬂqﬂfrﬂﬁ ifut digjukan ke DPRI, DPRD pun T;wm’”mﬁ‘h:;
mbahasanmag, 3€
wakiu yarng ;EP‘I:::I umukﬁpﬁ-?#f; Makassar pun bersural kepada
wakiu yang , miaka

mapearkan Ranperda Renstra pada
pemerintah kota Makassar untuk me dibahas secara bersama-

e ndakan, SEar yang
wakiy yang -'*’-I"ﬂ-ﬁ' diggenda® dalam sebuah ketetapan
. gt 0 L o .15 el 0

erienin ;
Pukul 09,13 Wita).

gahan kebijakan (Ranperda Renstra) biasanya

Selain itu, proses penge P dan rumit, kondisi ini

cukup
molalui tahapan pembahasan Y08
forman:

i |eh salah satu in ‘ o
g s Pt S
“SEI.I:EP Rﬂﬂlﬂ"’rdﬂ ﬁ:f aias bﬂbﬂfw];. ‘I::m?’m Wm
Fﬂmbﬂﬁtﬂm}ﬂ};i_ o a pilak Eh‘_&m' ﬂtﬂmmﬂf’ﬁﬂ ;iﬂ:':ﬁ'ﬂhp
paripurnd ! mm:p.m'lpﬂm" - nggapan ﬂ,-ﬁmrqp_
selarjutryd ”:iﬂk mgmbgr:‘m m E;;wﬂmﬂ adatah dilanjutkan
Jﬁ'ﬂ*ﬂi }'ﬂ'"g ﬂrﬂ'-ﬁhﬂiﬂr i
Rariper
pemapardr
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dengan Paripurna I 4i

i o sl b o
ux Fanitia ki wrttack membehas % ini, DPRD dapat

rapat pansus dengan me anperda tersebut dalam

mengundang eksekutif,, hasilnya ﬂ'g T mﬁf’:j‘”’;ﬂmﬂﬂﬁ. serta
Ketua DPRD. Selanjutnya dillang rekomendasi kepada

uikan d '
pand:}n!{::ﬂ akhir dari fraksi-fraksi y:ngﬂaT apiﬂ;iwnﬁn::mb: ﬁ
menolak”. (Wawancara dengan SAK, 09 Juli 2008 Pukul 13.45 Wita)

Secara lebih jelas, kronologis dari Pembahasan Ranperda Renstra Kota
Makassar Tahun 2004-2009 jika dikaitkan dengan penegasan informan diatas,
maka akan tampak sebagaimana berikut:

Pada sidang paripurna I, Pemerintah Kota Makassar bersama dengan
unsur-unsur terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar (eksekutif)
memberikan penjelasan atas Ranperda yang diajukan baik darl aspek batar

belakang filosofis, yuridis, dan sosiologis, peren dan fungsi kegunaan dar

Renstra kota Makassar, substansi dari Renstra Kota Makassar serta status dan

kegunaan Renstra kota Makassar Bagi pemerintah kota Makassar, hal ini

: isalah ra
terlihat pada ungkapan walikota yang (eriulis pada dokumen risa pat

paripurna DPRD kota makassit yoes akan  digunakan
- g et P e
ffﬂ'ﬂ Mmﬂﬂ%ﬂ’mﬂﬁgﬂ ;ﬁfnﬁfﬁ dan
pertangiung) pemerintal }'ﬂ; j:ib:'a;wf dﬂﬂﬂ:;’f w:gi
kebijakan “E::W‘uﬁmﬂ.-_ﬂﬂh *:"gfs ﬂﬁﬂm itu subsiansinya

m.::'kﬂ'.'ﬁ!::"-;mm aktis sral o kota, serta program
dokume [ahar pmm{gﬁm secard
menjabarkan ,E:m‘rﬂ Pﬂ”""wm*’ mwca"m‘“" S embiayaan APBD
yang akan f beri melalui Sm:!i” disusul dengan Bridarig-
v me povs? d::;,.; pirilas .kﬂ.b;:ﬂﬂﬂm

b,ﬁ?g [ainnyd dijadikan ¢

sekaligus 40F
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pelaksanaan, evaluasi dan

: et eRgaWasan meapaian kineria” (D
Dari Data Sekunder, Risalah Rapg Fﬂnﬁ:ma E;?E; :”?" . (Diolah
Mm P:mlﬂaﬂgran KE- l-[-l Tal'!u;n Sidﬂ oA Mal:.-EE'.l'-H.T

ng 2004, 28 Juli. halaman 6,7).

Dari kutipan diatas, tampak bahwa Walikota Makassar dalam
pemaparannya atas Ranperda tentang Renstra kepada DPRD Kota Makassar
berusaha untuk melakukan pendekatan persuasifbujukan dengan meyakinkan
anggota dewan tentang scsuatu kebenaran atau nilai kedudukan dari Renstra
dan manfaatnya bagi masyarakat tanpa merubah kedudukan Walikota
Makassar, sehingga para anggota dewan mau mendukung, sepakat dan
menerima pengajuan Renstra. Dengan cara ini Walikota Makassar berusaha
menciptakan hadirmya suasana emosional sedemikian rupa sehingga pengesah
kebijakan (DPRD) merasa yakin fentang perlunya Scgers mengesahkan

keputusan tersebut, Anderson (dalam Islamy, 2004: 100).

Akan tetapi ussha Walikota ini tidak signifikan berhasil, hal ini

i d
ditandai dengan adanya quasana/Tuang dilaog yang tercipata berupa saran dan
(meminta pcnjehsan} dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD pada

rlanyaan . -
. nda pemandangan ymum fraksi atas pengajuan

rapat paripurna I dengan Age |
o yang disusul dengan pemberian

Ranperda Renstra Walikota Makassar,
ta Makassar aras

rapat paripum? .
- fraksi-fraksi terhadap pengajuan
1]

waliko pm'-andﬂngan umum fraksi-fraksi
jawaban/tanggapan

di DPRD Kota Makassafs pada
pads uraian berikut:

um
jawaban Walikota afds Pﬂ"‘h”g'"
mrasukarn Walikota

pemerintah Kot2 yang tampX
kan 1TEB0 i an persepsi dan

[l DPRD dengan agenda

riu
2 rapa hal yang MM Lol uniuk me. ngea Ranperda
Haiifm sebagal Pm;:mﬂﬂ selanjuinya seh
dalam proses
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O

Renstra dapat lebih terapg)y dan gi

; Sigle ] ] ararnya
jebEEI berikut; (a) kalaw tidak salakh ﬂ?&g; dinmlmerfnmhmifmaz
Makassar Ii.ffnﬁ tmenelapkan Perda tentang Rensira tahun 2001-2005
mohon penjelasan -

berkaitan hal tersebys sebab Reamperda
: .
Renstra Strafegis (Renstra) pemerimah kota Makassar :ahm-:f?s;?;-

2004 dﬂ'ﬂpmgm P'E'FH-!JEHEHMH Daerah fahmn 2001-2005 seperti
yang !ﬂﬂ'l'yﬂﬂ'f acuan dari renstra tahun 2000-2005 atau dengan kata
lain tidak ada yang bary dalam acuanmya. Jadi apa yang mendasari
pengajuan Ranperda ini ? atau Jika ada penfelasan lain mohon
disebutkan; (b) Bagaimana dengan kesinambungan pembangunan?
mahon penjelasan. Dan mengenai mekanisme pembahasan selanjutrya
direkomendasikan oleh fraksi kami uniuk dibahas secara ieknis dan
seksama baik pada Pansus yang dibemiuk terhadap ke- 6 Naskah
Ranperda (salah satunya Renstra), serta komisi dan panitia anggaran
untuk Ranperda perubahan APBD kota makassar Tahun 2004, (H.
Muh. Nasrun. Ms: pemandangan umum fraksi persatuan pembangunan
terhadap rancangan Renstra Pemmirﬂahlkﬂla Mal:;a:ssar pada rapat
paripumna I DPRD, Data Sekunder, Diolah Dari Dala‘diekund;r,
Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar Masa Persidangan Re
111 Tahun Sidang 2004, 02 Agustus, halaman 8,10).

- : an tesebut
Dari pandangan umum fraksi fraksi persafuan pembangun

i i1}
Walikota makassar memberikan tanggapan/jawaban pada rapal paripuma

sebapai berikut:

M5
“Tanggpan anggold dewan Yang .I'F.r‘il;in:un:ﬂ;'ﬂﬂ Mu?.wh:lﬂzﬂw_
mengenai Ranperda Rensira pemnnfhm mmg R

2009 dikaitkan dengan KeDEraCute W g ada sekavang ini masa

i iritah Nomor
O o it b T e e

untule dibahas dan ST L cor atas
(Jawaban Wallkot?

jolah Dari L3t
pﬂrﬁﬂtﬂﬂ“ pﬂmwﬂpﬁ_jpmﬂa 1] DPE}“I;’ e . Masa Persidangan Ke
Risalsh R?sﬁ:n 2004, 03 AGUSTS:
111 Tahun
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E’E]-ﬂ]‘!rum i ‘iﬂ am Pemand n TN B |
| - El'hﬂdap
m W

“...rencana Strategis ini memiliki
pemberi arah pembangunan, :f:; r: iﬁerﬂgﬂﬁng:; antara lain; sebagai
pernyusunan rencana aksi yang '_m'!'uﬂgﬂ' bakan rujukan wiama dalam
tahun berjalan. Kaitannya dengan = dﬂ;ﬂm Repedaia dan APBD
TNLPOLRI ngan futgsi penting tersebut maka fraksi
¥ sangai mengharapkan muat Renpe
ini setelah di iadi i g g e At
[v] !-I'E!'ﬂpkﬂﬂ ﬂmryﬂd; Peratiran Daerah nanti benar-
benar  mampu  difungsikan  sebagaimana  mesti b de
mengakomodir tuniui 1 e -
HEa ir an-tuntulan strategik vang ad di lingkungan oleh
Suu.::fra WaliKota melalui pembiayaan dari APBD dopat berjalan
efisien dan le;r‘l’-h.rf dengan fetap berpedoman pada kebijakan yang
bersifal masiona..mengapa pengajnan Ranperda ini lidak dibavengi
dengan Rangcangan Pola Dasar pembangunaan Daerah  Kota
Makassar yang baru?”. (Drs. Ir. Usman Mahyuddin, MT:
Pemandangan Umum Fraksi TNI-POLRI Terhadap Pengajuan
Ranperda Renstra Kota Makassar, Diolah Dari Data Sekunder, Risalah
Rapat Paripuma DPRD Kota Makassar Masa Persidangan Ke Il

Tahun Sidang 2004, 02 Agustus, halaman 14).

Pemandangan umum fraksi TNI-POLR]  ini, selanjutnya di

oleh Walikota Makassar pada rapa paripumna [11, yang

tanggapai/dijawab
tampak sebagaimana berikut:
e Tahun 2004-2009 yang

: h Anggota Dewan yang e L
i, T b S e o
dibarengi dergan Kt s g , Polds, Provede
Koia Makassar yang

wolrd : ; '+ pokok pe
di s ;fr:ﬂfﬁﬁm Pswn‘nrah Kolg Makassar yang

J . Bkl i 2005 sedanghkan
jf;m ol ko berabhl P Iﬁnﬁa'mm menjodi piroritas
berlaku hingga akhir rarhun 2004, WJF _
K arena terkail dengan keterniuan Jﬂﬁ:' ol dasar yong akan berakhi
108 tahun 2000, adep™” b M’@‘m pempusun naskahnya”. (&
ditahun 2004 ik mﬂﬂf;n Umum  Fraksi m;@&mﬁmﬁ
Pemandan io
Walikota atas ° = " penstra Kota Eipﬂﬂﬂkmﬂ,ﬂtﬂ il M
Pengajuan RAMPETL op Poripintl, (1o agustus, halaman B)
Sekunder, R;{s:]ﬂ Tﬂl'llln Sidang 2004,
Persidangan
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Lebih lanjut pada rapat paripuma || DR, (HC} Andi Amir Yusuf
sehagai juru bicara dari fraksi pDIp menyampaikan pemandangan
LTI

terhadap pengajuan Ranperda Rensira Kota Makassar tahun 2004-2009

sebagai berikut:

"Mengenai Rencana Strategis...sublansinya menjabarkan potret
pi.!rm:.rmiaﬁm pembangunan kota, serta program yamg akan
dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan
berhadap melalui  sumber-sumber pembiayoan APBD  dengan
mengutaakan  kewenangan wajib  disusul  dengan  bidang-bidang
lainnya seswai dengan priovitas kebutuhan kota Makassar, maka
Rencana Strategis imi merupakan suatu pedoman atan acuan yang
sekaligus merupakan payung terhadap seluruh Unit kerja yang dalam
operasionalnya menggunakan pembiayaan APBD dapat menjadikan
sebagai pemacu dalam meningkaikan bnﬂga?u dn!ura_u- mn;fw
it ngjawaban public atas sebagai kegiatan-kegialan 7S
_ﬁ'ﬂg ?u‘f]uksmmhm oleh pemerintah kota Mﬂkﬂmﬂ'ilpﬂtdh it;tuwr[
Rencana Strategis ini dalam pelaksanaanmya melibatkan m‘ biag Pﬂ':m
elemen masyarakal baik kepada mereka yang terkena

ki i kehijakan, Serta
kebijakan, demikian pula mereka yang {nfmj s ija ddm

- k di
1 aksesoris kota”. (OR. (HC) An
layah stohan arsitekiur ; OR. () Aad
o s i um Fraksi PDI-P Te p i
Amir Yusufi Pemandangan Um T ek D T S#i.];und:n FE?]:,::
g DPRD Kota Makassar 1 ;u'l;l:; Persidangan
ipurmna /7
Tahun E?J;ﬁg 2004, 02 Agustus: halaman
pum dari Fraksi ppLP ini ditanggapi oleh
Kontan pandangan

Pemerintah Kota Makassar

pﬂM e entang P? , 2 b .
siratesis ]:IE.F'.I'II e ‘ﬁwkﬂgﬂ.fﬁ:rﬂw ;l.l'p'ﬂ-'ﬂﬂﬂ gimbul seja i
j.ﬂiﬁl ket Digerar-
keria perarg




s uai dengan kebifakan dan
ituangkan dalam renstra ini™, {lawaban Walikota m:' Pr:fnr::ﬁafgﬁ

Umum Fraksi PDI-P Terhad i
: : ap Pengajuan Ranperda R
El;kas::rﬁmlah Dari Dﬂtﬂlﬂﬁkunl:ler, Risalah FLB:IBI; FaripTﬁT D}EE.E
a Makassar Masa Persidangan Ke Il Tahun Sidang 2004, 03
Agustus, halaman 9). :

Selanjutnya, pada rapat paripuma [l DPRD Kota Makassar, H.

Mansyur Thaba, S.Sos, juru bicara Fraksi Partai GOLKAR DPRD

menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya sebagai berikut:

“Sebagai kota metropalitan Makassar kian dituniut untuk melakukan
pencermatan dan ketelitian dalam menggall sumber pendapal dan

harus didukung Sumber Daya Manusia yang .lamndaf ﬂE_eIr .tﬂh?rfn ity
dalam rangha mensosialisasikan seria mengaktualisasikan visi dan
misi Kota Makassar kedepar, menirul sebuah pola _;‘h:: dent
pemecahan dengan berbagai estimasi yang menyangkut berbagai

bidang...maka sualu Rencanda Stralegis merupakan amanah poda pola

pembangunan Kota Makassar, dirnana didalammpd menmal visi dan
misi Pemerintah Kﬂi'i W du{rim;:t
ka tidak terle,
ﬁa@mmﬂ:dmmaﬂ anggaran, maka apa dan berapa yomg "E"""’ yang
it diﬂnﬂdrm; i ﬁ:ﬁmﬁ pl?ﬂﬂrl'n.l'ah :;';rkyr
:nth dan pembangunar : e ok
f;ra;;zw adaﬁimg dinamakan perhitung perubhan _

.Fudﬁ rapal p-ill'i]:'
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pada rapat paripuma ini Walikota sebenamya diberikan hak untuk menjawab
maupun sekedar menanggapi pemandangan umum an agota DPRD yang
membawa suara fraksinya masing-masing, hal ini dapat dischabkan oleh
Walikota Makassar berasal dari partai yang sama GOLKAR, dan memang
dalam pemandangan umumnya fraksi partai GOLKAR tidak melemparkan
pertanyaan kepada Walikota, fraksi partai GOLKAR hanya memberikan
penegasan dan masukan/saran, Lain halnya dengan Muh. Jamil Mishach, SH,
yang membawakan Pemandangan umum Fraksi Reformasi DPRD kota

Makassar, dimana fraksinya melemparkan beberapa pertanyaan, yaitu:

IV ] ' ii'h Melihat dan
' ri kami sederhana saja yai: fa | .
m:!;m Visi dan Misi, terlihat selalu ﬂ'mng.i_r-f fenfang _K:Eherﬂﬂk_
me}?ﬂng elas menjadikan kota Makassar .fe_bagﬂ.r Kota Muru;:l-r;”map:
djdm;m pes _Hﬂﬂmﬂfﬂﬁ ficlak  salupun be.;fﬁaﬂp ﬁﬁu
d;;;ﬁ;?ngf ﬁimkiﬁ‘ uniuk mrewujudkan Kota Maritin, (b) Bakwa

i kewenagan-
YU No. 22/1999 telah mmgﬂpewriruah kota yang bersanghuian

kewenangan yang Berikan kepadd k iran, pemanjaatarn
. areal pe fakuna mm"'r g Pemeriniah
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Berbeda dengan respon yang diberikan kepada fraksi partai GOLKAR,

kali ini Walikota Makassar memberikan jawaban atas pemandangan umum

dari Fraksi Reformasi, yaitu:

“.membangun kota Mokassar sebagai kota maritim dalam konsep

konteks Rensira ini hendaknya dapat dipahami dari sudw pandang
holistic yakni dari keseluruhan rangkaian Visi, Misi kebijokan dan

program. Dengan pandangan ini dimaksudkan bakwa, mewwjudkarn
kota Makassar sebagai kota Maritin dapat dilakukan melalui lintas
kebijakan dan lintas progrom wntuk selanjutnya di jabarkan dalam
rencama kinerja unil. Conioh .h'b!:rdkﬂﬂ pembanginan daya saing
skonomi Daerah dilakukan antara lain melalui program peningkatan
komoditi  unggulan.  Untuk  penigkatan komuditi unggulan dapal
diupayakan melalui beberapa kegiatan ulama seperti pn?;!l'lgﬂmb::.rtgﬂﬂ
perikanan, pengembangan  wisald parnial _.:km fawi™. {Jawaban
Walikota atas Pemandangan Umum Fraksi Reformasi Terhadap
Pengajuan Ranperda Renstra Kota Makassar, Diclah Dan h[:am
Sekunder, Risalah Rapat Paripuma DPRD Kota Makassar Masa
Persidangan Ke I11 Tahun Sidang 2004, 03 Agustus, halaman 9).

Dari gambaran data-data diatas terlihat bahwa proses dialektika yang

terjadi antara Pemerintah Kota Makassar dan anggota DPRD Kota Makassar

i di i GOLKAR schagai
berlangsung tukar menukar informasi dimana fraksi GO aga

' naan dengan saran untuk
prefensi eksekutif hanyd memberikun masukan berke

ian/mempersiapkan gstimasi  aNggaran
_program Yang ada pada Renstra Kota

mengakomodir, memperha
akan dan program
g;bﬂgﬂi Tﬂjm vi

pembieysst o i misi Walikotd Makassar

Malkassar, melalui APBD,

I..L]-I
m"ﬂm I:I-ﬂl'l- I:m!b:ﬁt kﬂﬂllﬂ !“E“'U.I'Ut hl:l'l'iﬁt pen 5
ﬂj‘ﬂ }'Bﬂg

melalui usaha U =

3 pemban
kebijakan dan program program o
p.cﬂ_ﬂn}'ﬂﬂﬂ ﬁepﬂllﬂﬂ !
yang kebijakan/programnya tidak

gunan 1anpa anggran/unsur finansial
lam merealisasikannya.

nkonsistens visi misi

w I'kﬂtﬂ p-ﬂl:lﬂ. pﬁmhﬂﬂﬁu"ﬂ“
ail
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mm k & .
pak secara rll pada arah kebijakan dan program renstra dan ke
wenagan

PEMKETI'- dalam mengeksplorasi sumber dtya yang dimiliki (Fraksi
Reformasi), keberlanjutan pembangunan dan keterkaitan dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan yang telah ada sebelumnya sperti POLDAS dan
PROPEDA (Fraksi THI-POLRI), fleksibelitas/kemampuan adaprable Renstra
terhadap lingkungan strategis yang sclalu berubah, pelibatan masyarakat
(akomodasi) dan program proyek percontohan ( Fraksi PDI-P).

Selanjutnya, dari kedua proses rapat diatas tampaknya usaha
persuasion/membujuk  Walikota  Makassar dari penjelasan/pemaparan
Ranperda tentang Renstra pada rapat paripuma | tidak signifikan berhasil, hal
ini terlihat pada adanya saran dan banyaknya pertanyaan dari pemandangan

umum anggota DPRD Kota Makassar yang membawakan suard fraksinya

masing-masing pada rapat paripuma Tl OPRD), sehingga usaha bargaining
menjadi lebih rill dan terbuka lebar.

Pada usaha bﬂlgﬂiﬁi'ﬂ-ﬂ. eksekuotif dan 1=gi.$|ilif dalam prosesnya
i menyesuaikan setidak-tidaknya

mempunyai kekuasaan atl otoritas mengaur
i dapat merumuskan

ideal mereka, Yang rermasuk ke dakm kategori bargaining
: i ake and ); dan

o {rwegmia-'ﬁan]r saling memberi dan menerima (¢ i
perjanjian . 1
Baik pﬂmaslﬂﬂ

maupun pargaining kedua-duanya
kompromi (compromise):
. sehinged pen

iatan atau Proses tersebut

saling melengkaP




kan d

akan dapal memperlancar proses pengesahan kebijak )
sanaan, LE. An

(dalam Islamy, 2004:101). -

Usaha i -
bargaining ini tampakiterindikasi oleh tidak SELera

dilanjutkannya rapal paripurna IV yang mengagendakan pemandangan akhi
i

fraksi-fraksi apakah menerima/menoclak Ranperda Renstra eksekutif, tapi

antara rentang waktu paripurna 111 ke paripuma IV dibentuk Panitia Khusus
(PANSUS) yang khusus membahas Ranperda Renstra yang diajukan
Pemerintah Kota Makassar, sebagaimana tampak pada kutipan risalah sidang
DPRD Kota Makassar, yaitu:

“Serelah Walikota Makassar memberikar jawaban atas pemandangan
wntm anggold DPRD...selanjutrya pimpinan rapal, Ir. Markus Nari,
M.Si atas usul dan sardmn digntara pembicara yang membawakan
suara Fraksimya pada  Pe ign Pemandangan umumnpd,
meHyarankan perlu dibentuk Pansus, dan berdasarkan hasil keputusan
Panitia Musyawarah DPRD kota Makassar pada tanggal 13 Mei 2004

. disenakati akan dibentuk Panifia khusus untuk
}::m m o diajukan Pemerintah Kofa (termasuk

yang i -
iy, Ketua Rapal meminta persefujuan
Rensira) tersebut. (Heh karend i o rhormat, ‘Apakah disefujul

i i e R j“:g:"" dan 31 Anggoia DFPR yang
' cepyininya difeniuk pansus,
an Sl ngan disetufuind
il Syral Kepuiusan Pimpinan DPRD Rola Hﬂr@ss:‘ir, maka
o j oleh pansus Renstra”. (Diolah dar
o Risa DPRD Kota Makassar Masa
data Sekundeh L 004, 03 Agustus, halaman 13).

gurat Keputusan Keputusan Pimpinan DPRD

4WFmiP.I’DFRDMHRHU4 tanggal 10 agustus 2004
Q.

Rancangan Peraturan Dacrah Kota
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Tahun 2004-2009 telah terpilin beberapa nama-nama yang masuk dala
u m

Panitia Khusus pembahasan Renstra tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama An

i peota D

Panitia Khusus Pembahasan Rancangan th:: gn!::‘r:fr Egﬂ;hﬂnr
Tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar

Tahuon 2004-2009
o L UNSUR KEDUDUKAN DALAM
PANSUS
I H. ZAINUDDIN Pimpinan Dewan e
2 Ir. MARKLIS MART ﬁmpingﬂ Deevenn Koordinalor
1 Drs. MUSTAFA [RATE Pimpinan Dewan Ko oondinalor
4 Ir. H. BURHANUDDIN ODJA Komisi D Eelua
5 Dirs. H. M. AMIN SIKKI Fraksi Partai Gofkar wakil Ketua
i RUDY PIETER GOMI Fraksi PDI-P Sekrelaris
7 Ir. H. HARIS YASIN LIMPO Fraksl Parlai Gollar Anggota
B H. ANDI PATARAL M, BA Erokei Pastai Golkar Anpgols
g FATNUDDIN s ARDIMIN Fraksi Partai Golkar :mnmm
0 | Drs. H. B. 5. INGRATUBUN Fruksi Partd Gﬂ‘_‘“ : Beola
i1 | Drs. MUH. JAFAR SODDING Fraksi Reformasl Eg
Fraksi Reformasi Anggota
[ ) AJID STRADIL, SE
Fraksi PersL. Pemb Anggeia
13 H. MUH. NASRU. M5
CHARI Fraksi THI_POLRI Anggota
14 MEIDT RACHMAT RA N pEsis
15 ARD. RIFAT SAMAD i D Angecta
16 | ir. H. MUHL TRIANTO AHMAD s AnEEAR
17 Drs. H. A. RACHIM ASSEGAF P
RAMMA < pmisi E Angzoin
15 | HNASRAN MONE, 3. AR //‘/’_J
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dﬂn -'LII'I'I Iﬂ.h a i [
j E.E'Eltﬂ |1 1]-!‘3. g, ||]d-|. l-ﬂ'[ﬂl Eﬂggﬂtﬂ ﬂnfﬂ.lﬂ a.d-ﬂt-ﬂh I- E"'
4] n P 3 ran

Adapun hasil dari kinerja pansus ini terlihat pada kutipan berikut
TIRLIL

“Dari  hasil ;

ngmnqﬁ' laporan Rapat Kerja Panitia Khusus Pembahasan
: eraturan Deerah Kota Makassar fems Re l

Strategis Kota Makassar Tahun 2004- o i

2009, :
04/RENSTRA/DPRIVVII2004  terlihay ;,.:;Jii“g”"pfi?"ﬂ K
Rancangan Peraturan daerah Kota Makassar temtang Rencana

Strategis (RENSTRA) Kota Makassar Tahun 2004-2009, rtelah
melaksamakan Ruy:lam sebaryak 4 {empat) kali vaite ; Rapat Konsultasi
Intern 2 {:_I‘uq.i' j.'tlilfl. Rapat Kerja bersama Pihak Eksekurif 2 (dua) kali.
Dan dari Hasil pembahasan Ranperda fersebul Panitia Khusus

menetapkan untuk dilanjutkan pada Pembahasan tingkat IV hasilnya
kemudian berupa rekomendasi tersebut dilaporkan kepada ketua
DPRD kota Makassar”. (Diclah dari data Sekunder, Risalah Rapat
Paripumna DPRD Kota Makassar Masa Persidangan Ke 111 Tahun
Sidang 2004, 31 Agustus, halaman §).

Setelah kerja-kerja dari pansus Renstra selesai, selanjutnya dilanjutkan

dengan rapat paripuma IV dengan agenda Penyampaikan Pendapat Akhir

Fraksi-Fraksi DPRD Kota wakassar terhadap Ranperda Renstra Kota

Makassar. Adapaun pemandangan akhir dar
masing juru bicard fraksi yaitu:

masing-masing fraksi adalah

disampaikan oleh masing- .

Sri Rejeki Budiarti, SH, juru bicara fraksi TNI-POLR1: menyampaikan
ri . |

i fraksinya atas pengajuan Ranperda Rensird Pemerintah

Kota Makasmrtﬂh“" zmu.zmﬂ: enjabarkan berbugai

Lassar harus manpi |
v APBD Kold M riodik duﬂﬁﬁfﬁffﬁpﬂfﬂﬂwmdﬂrmﬁﬁ
kebijakan dan P! 9E i pihak sanga

isipasi iy, pola dasar

cohab it partisPaE = b, D g pil
o Tl 2004-2 hagai landasan akart
menjalankan i Wyxﬁiksafkﬂn dan  disahkan




Makassar”. (Diolah dar &
' dari data Se iy
DPRD Kota Makassar kunder, Risal o
Masa : s ah Rapat Par ;
31 Agustus, halaman 18,20), Persidangan Ke 111 Tahun Sidanglg“ﬂll']n:. i

Selanj id, j
anjutnya  Abd. Hamid, juru bicara dari Fraksi PDI-Perjuanagan,
memberikan pendapat akhir Fraksinya terhadap Ranperda Renstra Pemerintah

Kota Makassar tahun 2004-2009 sebagai berikut:

--jﬂanperda Renstra, dimaksudkan tak lain adalah bagaimana
pelayanan public bagi masyarakat Koia Makassar dapat terpenuhi
dmmf:.fka perkembangan masyarakal khususya diperkotaart }umg
relati cepal tentunya membawa konsekwensi logis periumya sedini
mungkin  menyiapkan perangkat  hukum dalam  mewujudkan
pemeriniahan yang hersih, beribawa dan beriangmmgiawah sehingga
mendapatkan peran aktif dari mesyarakat....Dengon mengucapkan
Bismullahir rahmanirrahim, fraksi PDI-P menyaiakan menerima dan
menyetujui Ranperda Rensira uniuk ditetapkan menjadi Peraturan
daerah’. (Diolah dari data Sekunder, Risalah Rapat Paripumna DPRD
Kota Makassar Masa Persidangan Ke [II Tahun Sidang 2004, 31

Agustus, halaman 21,22).

Dengan alur yang sam. Drs. Andi Patoroti, jur bicara dari fraksi

Renstra kota makassar:

: }'ﬂﬂg bgrkﬂmeH ﬂrﬂﬂ Jerkait, Sﬂpﬂ?ﬂ
. o PR jk-baikemyd ke , ool

melakukan sosialiss! mfif;ﬂ dfmmmbmkrmmm“gffﬂ--ﬂ*ﬁ

masyarakat memaha, o ik kepads Allch SIS 200

Sy . menerima  dmn memyelujul
mngﬂ*:ﬂ:'-"k"“i ; .Gfﬁ;:r merppataka car tersebut ﬁ[ﬁh nr:lruﬁg
yran akassar™. (L0 an
rancangan RO ran daerah KIS i Makassar Masa

1




Masih den
gan nada yang serupa H, Burhanuddin, BA, juru bicara dari

fraksi persatuan pembangunan, menyampaikan pendapat akhir Fraksi
aksinya
terhadap Renstra kota makassar, yaitu:

“._.dengan mengucapkan bismillahir rahmanir rahi
] o e e
dan  selanjutnva  ditetapkan  sebagei  peratwra Dn: tersebut
Makassar....Sebel - Gyron. tigerah  atd
akassar,...Sebelum pendapat akhiv ini kami akhiri, izinkan kami
menyampaikan beberapa saran dan himbauan yang berkaitan dengan
PERDA mantinya, yaitu; (1) PERDA hendaknya mengacu pada asas-
asas umum penyelenggaraan  Negara serla pembebasan  secara
konsisten dari prakiek KKN dalam pelaksanaannya, (2) Hendaknya
pemerintah kota dapat mensosialisasikan PERDA bary ini; (3} Dalam
melaksanakan PERDA ini, hendakmya mempertimbangkan efesiensi
dan  efekiifitas  sehingga berhasil guma da tepal  guna dalam
pelaksanaannya; (4) Hendaknya pelaksanaan PERDA pemerintah
daerah dapat menjalankan secard konsisten tampa diskriminasi dan
pemihakan rerhadap kepentingan kelompok terteniu Yang dapal
merusak citra wibawa pemerintah; darn .m.hpmm .m!_um!::
nggara Negara haik  eksekutif, legislative dan yudikatif

enmyele
iﬂﬂi&ﬂ}u sadar dan mermiliki komiltmer _pﬂrrg byl uniuk menciptakan
irrfchan haik _ _
Fr::ﬂr:‘:;;&tfkm m dan fipe pemrmm‘l yang :ﬁmir;r; dem
horibawa". (Diolah dari dais Sekunder, Risalah Rap;! g
DPRD Kota Makassar Mast bersidangan Ke 111 Tahun Sidang 200

31 Agustus, halaman 29)




Rensira dan selanjut i
4 : mya ditetapkan sehagai perar Daerah
Makassar”, (Diolah dari data Sekunder, R;ijsalatfﬂlﬂpm Pmipﬁr::

DPRD Kota Makassar Ma A !
31 Agustus, halaman 32) sa Persidangan Ke 111 Tahun Sidang 2004,

Dari pandangan akhir kelima fraksi tersebut terlihat bahwa setting
agendanya berada pada titkk bargaining yang berujung pada lahimya
konsensus/kesepakatan dari semua fraksi yang ada, meskipun dengan
dibarengi saran, usul dan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar seputar
mempersiapkan APBD untuk membiayai pelaksanaan Renstra Tersebul,
perlunya sosialisasi atas Perda Renstra, dan memberikan public service kepada
mayarakat melalui aplikasi Renstra yang fokus, komit dan bebas KKN, tidak
diskriminatif, termasuk maukan agar tim perumus PROPEDA juga tim
perumus Renstra.

Setelah berakhirnya rapat paripurna [V DPRD Kota Makassar dengan
Rnperda Renstra untuk disahkan menjadi Perda

diterima dan disetujuiny?

Renstra, maka proses selsnjuny? adslah Ketua Rapat meminta persclijues
=1

jak untuk
kepada scluruh Anggot Dewan yang terhormal, dengan mengaja
garkan p.c,mbaga:nn g Rancangan Kepulusan Dewan Perwakilan Ralyat
menden. -
Makassar, dimand Hj. Andi gufiati, BA (Pgs- gekretaris Dewan)
Daerah kotd 1
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. Identifikasi (Pemetaan)

Selanjutnya, Ketua Rapat memintah persetujuan kepada selurvh
Anggota Dewan yang terhormat ‘apakah kedelapan Rancangan Keputusan
Dewan dan Kedelapan Rancanagan Peraturan Daersh Kota Makassar tersebut
diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan Dewan dan
Peraturan Daerah’! SETUIU? Dan 37 anggota Dewan yang hadir dengan
kompak menyatakan Setuju SETUJU, dengan persetujuan ini maka oleh
Pemerintah Kota Makassar perda Renstra yang ditetapkan oleh DPRD tersebut
ditetapkan dan disahkan kembali Menjadi Peraturan dacrah Nomor 14 Tahun

2004 Tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Mkassar Tahun 2004-2008.

Aktor dan Stakeholder dalam Pergmusan

Rencana Strategis (Rensira) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-

2009.

Berdasarkan uraian proses yang panjang tersebut maka dapat terlihat

akeholder yang terlibat dalam proses
jika dikaitkan dengan beberapa teori-teori

rick S. Lang (dalam Islamy, 20:04:96) yang

ihat sistem politik

serta Charles 0. Jones

i k mel
digunakan uniu i e 0

dari Fadillah Putr (2005}
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. Lembaga teknis Pemerintahan, aktor yang tampak pada
segmentasi ini
adalah, Kepa
pala BAPPEDA bersama dengan perangkat kerjanya Kepala
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah BAPPEDA, Kepala Sub

Bidang Penclitian dan Pengembangan Daerah BAPPEDA, dan SKPD

dalam lingkup pemerintah Kota Makassar,

1. Golongan Rasionalis, Dalam konteks Renstra Kota Makassar, maka aktor

ini fercover pada Tim ahli/penaschat Pemerintah Kota Makassar dibidang

Perencanaan kota yang merupakan akademisi.

4. Lembaga Legislatif atau Golongan Inkrementalis, Tampak pada Fraksi-

Fraksi yang ada di DPRD Kota Makassar (Fraksi Golkar, Fraksi TNI-
POLRI, Fraksi Reformasi, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi
PDIP) yang kadang terdiri atas Panitia Anggaran, musyawarah, dan

pansus, ataupun Komisi-Komisi. aktor pada segmen ini menspakan

rakat kota wiakassar.

representase politik dari masys
pguhnya telah mpak struktr dari

ini pun sesun
rumuskan Renstra Yang

terdiri atas: h o
i koh mas
1. Stakcholder Utama {pﬂmer}; yaitu MH}'arﬂknh"l:ﬂ v

dalam Proses perumusanny3 telibatian dalam forum
yang

makassar
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3. Stakehol B i
der kunci; antara lain; Pemerintah kota Makassar (S
atuzn kerja

Pera
ngkat Daerah kota Makassar, Camat Kota Makassar, Lurah) dan

(DPRD Kota Makassar, dalam hal ini Fraksi-fraksi dan Komisi-K omist)

. Proses Perumusan Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun
2004-2009 di Lihat Dari Aspek Akomodasi, Dominasi, dan Konsensus.

1. Akomodasi.

Akomodasi merujuk pada adanya suats keseimbangan yang
diwujudkan dengan usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan
(Soekanto, 2002), jika dikaitakan dengan proses perumusan Rencana Strategis
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 maka akan tampak bahwa

akomodasi terlihat dari adanya usaha pemerintah kota Makassar untuk;

mengurangi dan meminimalisic fingkat perteniangan yang dapat muncul,

mengusahakan peleburan dari keimnpukJ:EInrnpﬂk yang terpisah, mengurang|
pertentangan antard perorangan atau kelompok-kelompak manusia sebagai

akibat p-e[be:daﬂn paham. dan me.mungliinkﬂn terjadinya kerjasama antara
ang hidupnya terpisah. Seperil YANE dilakukan oleh
*

kelumpo&c-kelmnpnb:

informan
nMusrenmbang. berikut wawanear? gengan salah satu 1
forum Musre m@l‘g}:‘ sal satu pﬂfﬂ Femmﬂﬂ
LT H-H-Er'frﬂﬂbﬂ'fﬂ Pﬂdﬂpuﬂ !:eﬂ?';.lf;g{ﬂ
et msyarakat: PEK, fenud ;ﬂ - -'rﬂﬂmfrmaberrhat
‘mﬁ-mmh ,,dﬂ_mf Imwmrd Efmmmuﬁm dan kritikan ferhadap
stakeholder [ainmyd: -'#T i :
mengeluarka® Pe bt sebe i 1
o s mmgiuli 08 al 11.3
1
Jdengan 11
(Wawancard
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(i storming), et et menggunckan tloiksunbang saran
mengajukan pg,;ﬂ‘ﬂﬂ::pﬂm" uﬁﬂ}?ﬁr dlber:'.:m kesempatan uniuk
mereka sangat butuhkan” ang proyex pembangunan yang
Pukul 08.20 Wita). - (Wawancara dengan A.BD, 01 Juli 2008

Dari Kutipan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Secara nyata
wujud dari Akemodasi dalam proses perumusan Renstra oleh pemerintah kota
makassar terlihat dari adanya Forum Musrenmbang dalam proses perumusan
Renstra dimana dalam forum tersebut masyarakd diberikan kesempatan untuk
memberikan usualn, tanggapan, dan program yang menjadi kebutuhan mereka
untuk dimasukkan dalam arah kebijakan dan program Rensira, dimana usulan-

usulan tersebut dipilah-pilah untuk kemudian dipilih beberapa yang sekiranya

dapat memperkaya muatan dan kualitas dari rumusan Rensira.

Akomodasi dalam proses perumusan Rensird juga dapat terlihat dari

usaha-usaha tim perumus (Pemerintah kot makassar dalam hal ol

i dan tim
BAPPEDA, gKPD dalam lingkup Pemerintah kota Makassar

kota Makassar) untuk me
al dan intemal; untuk ke
prioritas dart kebijakan

. ntah lakukan dentifikasi terhadap
penasehat pementi

kecenderungan lingkungan ekstem
campéi kcpﬂdnmemuncuﬂun

mudian melakukan

analisis isu-isu strategis,

ana ampak pada kutipan WaWancara

dan program pembangun®® E
dibawah ini: pemeriniah
old Maka be makassar, melakiikan

K
"T-I"-I'ﬂ FEW"MI o
kota terkait, 4 mr:ecfﬂd”‘ ung mahaﬂ yang fengah
N0 i terhada? io gerkail PETTC L ikona terpilih
identlfikaSt 1 gan SIrUES o dengan S mis  kan siralegés
e o
gehinggd dapat
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daerah dalam bentuk program.

(Wawancara Progran :
dengan MNS, 19 Mei 2008 pusu Tﬁ? \? iﬁ}Mﬂkﬂﬂﬂr"_

Kedua proses di i
proses diatas dalam studi perumusan kebijakan publik, sangat

dekat dengan pendekatan Rational Comprehensive dari Herbert A, Simon,

yang dikutip oleh Islamy (2004). Dimana prosesnya dilakukan dengan

melakukan identifikasi terhadap altematif-altematif pilihan kebijakan dan

program yang bersesuaian dengan visi misi Walikota Makassar, kemudian
diseleksi dan memilih beberapa alternatif kebijakan dan program Yang

tersedia,

Namun penulis melihat sisi lain dari Akomodasi ini, bahwa akomodasi
yang terjadi hanyalah sekedar akomodasi prosedural bukan akomodasi

substansial, hal ini diindikasikan dengan alur perumusan masih terkesan top

down, dimana sosialisasi drafl Renstra pada forum Musrenmbang dilakukan

satelah draf Renstra selesai ditingkal {im perumus, bukan pada saat akan

dirumuskan, Forum Wusrenmbang bukan menjadi sarana input usulan dan

informasi  yang dibutubkan 1
terkesan hanyd untuk memberikan

menghasilkan draf Rensir, sehingga
nuansa akurrmd&ti f, pun Mus

\ali saja. Ditambah lagh v2 ¥
:ﬁﬂ]ﬂlﬂg H!“l'*

i dilgkasanakan satu
enbang pade wakia 1 Bam
ari forum Musrenbang

masih menjadi otoritas fm

mana yang akan diF“ih‘rdj"mh“'
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7. Konsensus.

Dalam Mas
yarakat yang strukturnya majemuk, model |
secara politis lebih aman (adal -
ah tepat) dan realistis, karena akan lebih mudah

untuk mencapai  kesepakatan (consen :

diperdebatkan oleh kelompok TM}' e
yang terlibat hanyalsh bersifat upaya untuk

memodifikasi terhadap program-program yang telah ada daripada masalah

kebijakan yang sangat besarsulit diamati sifatnya, Lindblom (dalam Islamy,

2004). Hal ini tampak dalam wawancara penulis dengan salah satu informan

menegaskan:

#  dalam merumuskan Rensira sesungguhmya tidak akan rerlepas dari
ranghkaian merumuskan kembali visi misi walikota terpilih yang telah
memual tiga pilar pembangunan dart lima kebijakan utmm, Disamping
ity demi keberlanjulan pembangunan  ransira tidak terlepas dari
dokumen perencandan yang lainmya”. (Wawancara dengan AK, 14
Mei 2008 Pukul 1321 Wita).

Kutipan wawancara diatas memperlihatian hahwa renstra merupakan

rangkaian ~ atau keberlanjutan dari kebijakan dan program sebelumnys,

lural
disamping itu karakier masyarakat Kot2 Makassar yang heterogen dan plura

Charle E- Linblom. Gelain i wkuran untuk

menguatkan ungkapan
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+ Charles E. Lind
him“r {-"‘h’d“l Wah 9
Islamy,2004:64). ahab,2004:22;

Salah sa i
ah satu syarat yang diperlukan agar system politik dapat berfungsi
efisien adalah penerimaaan yang luas terhadap proses pengambilan keputusan

(consensus), Macridis dan Bernard E. Brown (1992), hal ini terlihat dari
proses pembahasan diDPRD kota Makassar dimana pemaparan walikota
ditanggapi oleh anggota DPRD dengan pandangan umum yang memual
beberapa pertanyaan, dan dijawab lagi oleh walikota, sampai akhimya
diterimanya dan terjadi kesepakatan atas Ranperda Renstrd Kota makassar
untuk disahkan menjadi Peraturan daerah, setelah usaha proses bargaining

berhasil lewat dibentuknya panitia Khusus yang membahas kelanjutan renstrd.

ini terlihat dari rapat paripuma [V dengan agenda pemandangan UmuMm

anggota DPRD Yyang membawa 5uard fraksinya masing-masing Secar

keseluruhan menerima dan man:,n:rujui Ranperda Rensira yang diajukan olch

t : kan dan saran.
Pemerintah Kota Makassit meskipun dibarengl dengan mast

. Jan analisa empiris
adalah pada gvaluas!
Landasan Incremental

Jkan-kebijakan pegara dimasa lalu yang

kebil
grma-pmgmﬁh .
i mengrmbah, menEurngl,

gp,bﬂumﬂ:f'“‘d"“ﬂﬁ“ﬂ

telah  dilaksanakan - Wgﬂm& kebijakan,

menginovasis memodifikast
pengeluaran negard,
dilakukan karena merck?
keahlian dan dana VN juan masyanekat slternatif-altmatif

komprehensive semua




kﬁbil
]ﬂkﬂ“ E'I“E d, 5€ meramalkan k’[!l‘.ﬁﬂlﬂ ¥imn ka.nn.:p'k,
3 1 b : i }'

Ini tergambarkan dari hasi wawancara penulis dengan salah sat
u

Informan:

»..paling lambai dalam rentang waki 3 {iiga} bulan
Walikota dan Wakil Walikoia terpilih, nﬁ w;ir'kni:j J;:;hg ﬂfﬁ;

terpilih tersebut wajib membual rencana sirategis, sebagai tinclak

lemjut dari penjabaran Visi dan Misinya pada saal mencalonkan diri
menjadi  Walikoia. Uniuk kemudian Rensira dalam bentuk draf
Ranperda tersebut digjukan ke DPRD kota Makassar uriuk dibahas
dan selanjutnya disahkan”. (Wawancars dengan AK, 14 Mei 2008
Pukul 13.21 Wita).

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam perumusan renstra

Pemerintah Kota Makassar dibatasi oleh waktu dan mekanisme yang cukup

panjang perjalanannyd. mulai dari tingkat eksekutif sampai dengan tingkat

legislatif, schingga ruang konsensus |ebih terbuka dan memungkinkan terjadi

Jain ity pada pemhajmn
pada tingkat legislatif (DPRD) kot Makassar, sela
Renstra di DPRD Kota Makassar. sesu

ng, bahkan jika terjadi persaingan diantara elit, maka

berkumpul dan bersal

dan
batas-batas Yyang amat semplt + wgng @Kan diberikan
R ko gs' Yang
berada dalam batasan « lebih hanyak konsensusnya,
us, sehingsd diaf a
pertimbangan ser
(Thoha, 2005:91 95)
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1. Dominasi.

Jika dilihat dari proses perumusan rencana strategis di Pemerintah
Kota Makassar, maka aspek dominasi dari proses perumusan rencana strategis
pemerintah kota Makassar tahun 2004-2009 masih sangat jelas dan kentara,
pendekatan dominasi jika dikaitkan dengan studi perumusan kebijakan publik,
maka akan sangat kental dengan pendekatan Elit dimana Sekolompak kecil
atau beberapa orang elit yang memerintah adalah bukan mewakili secara
tipikal dari massa yang diperintah. Policy mengalir dari kehendal elit melalui
para pejabat dan administrator yang melaksanakan policy tersebut dengan
asaranya rakyat bany ok dan bukan scbaliknya berasal dari tuntutan

masyarakat, hal ini terlinat pada wawancara penulis dengan beberapa

informarn:

j I.ﬁkﬂ:'!' ler
I Hpﬂ‘ I . I I ! A .F_E.D.-‘i -4
E i ké,ﬁgkﬂﬂ Hrrm iﬂlj{]'lh _'P'ﬂﬂg dl!ﬂl'lil:rkiﬂ'l ilﬁ:-!! BAP

misi walikoid terpilih yrituk kemudiar

' alitas  objekif

= Prpges me R i T

l R gambaran qref masa depan yars

ﬂrﬂw dﬂ; "“'"g terjodt 4m & mﬂ:ﬂ}w lebih  banyak
gt

i ikota | i
d!-mgmkm ::ﬂh Hﬂwh Sﬂ'i?snmﬂ H:: hentuk kebijakan dan
e dﬂ"ﬂgﬁ ki oleh tim .ufrh'_".{‘l.l'-’awanunm dengan
pukul 1321 Wita)-

RensiTd . dibuat, hasilrya

5l sﬂm saris doerah uniuk

ey mﬁﬁgﬁ Fdiwd':;ﬁkz{fifﬁm“ uigf alikota

o ,;.gﬂ'l !,E'H-'I“

::::;f::: ulang :;ﬂ::;mﬂtmj.ﬂpsmﬂﬁﬁ ﬁ{ APPEDA""
sefelah dirasa ¢ .




v..dari tiap kecamatan jni kemudian mengajinkan  wodan-usulan

program yang mereka inginkan,.. ,
tersebul tetap disesuaikan de namun pada akhirmya usulan-usulan

; ngan program pada Renstra, disamping
memperhatikan kondisi APBD yvang ada’. {(Wawancara de AK, 16
Juli 2008 Pukul 1523 Wita), i ol

Dari kutipan wawancara distas terlihat bahwa perumusan Renstra
pemerintah Kota Makassar tahun 20042009 pada aspek dominasi masih
sangat jelas terlihat, dimana proses/alur dari perumusan Renstra masih sangal
bernuansa top down, kebijakan mengalir dari kehendak Walikota Makassar
melalui pemaksaan visi misinya masuk kedalam renstra, gelain ity tim
perumus kurang memiliki kebebasan (tidak diberikan kebcbasan) dalam

ici misi Walikota
membuat rumusan Renstra diluar plal formiframe visl misl

. 2 _—
Makassar, meskipun tim perumus ini dari unsur akademisi namum tetap
E' ¥

i masi ili ristik visi misi
ifikasi/prefensi intelektual akademisi masih mewakili karakie
TAtiKas

ili Birokrat sudah dapat
kassar, terlebih lagi tim perumus yang mewakili
Ma 3

" : )
dipastikan mercka hanya meneruskan kehendak elit (Walikota ::l:::; -
p Aspek &umimsi juga werlihat dalam ppmmusﬂn e

uk kepadd visi mi
gharan kebijakan

s Walikola terpilih, schinggs tim
disesuaikan atau mend

: umum dari visi misi walikota
fokus pada pen)
perumus hanya

masyaraket weid ¥ akon dimﬂbll dan dimasukkan
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Kurangnya aspek dominasi pada tingkat legislatif menurut penulis
lebih disebabkan posisi keduanya (legislatif dan cksekutif) berada pada posist
yang kurang lebih sama peta kekuatannya apalagi Walikota Makassar berasal
dari partai dominan (GOLKAR) di DPRD, selain itu sedikit banyak
dipengaruhi oleh sistem politik dan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, dimana pada UU No.22/1999 Pasal 18 poin (h), yang kini telah
direvisi oleh UU No.32/2004, menyatakan sebush kebijakan publik atau
peraturan dacrah diajukan oleh pemerintah daerah, dan harus memperoleh
persefujuan dari DPRD. Hal ini perdampak pada kebijakan-kebijakan yang
akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tidak serta merta dapat
dilaksanakan, akan tetapi kebijakan tersebut terlebih dahuly harus diajukan

dan dibahas pada lembaga legislatil (DPRD) Kota Makassar.
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PENUTUP

.Ih! Kﬁ’umpulan

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan dari bad-bab sebelumnya,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Proses Perumusan Rencana
Strategis dipumerlntah Kota Makassar terhadap Rencana Strategis Kota
Makassar Tahun 2004-2009 tidak terlepas dari dinamika politik yang tampak
pada beberapa aspek berikut.

Aspek akomodasi dalam proses perumusan fencana stategis
Pemerintah Koia Makassar tahun 2004-2009 memang banyak berlangsung
pada proses perumusan renstra ditingkat eksekulif, seperti spsialisasi Renstra
melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Kota Makassar,
pelibatan QKPD Daerah dalam lingkup Kota Makassar, serta tim penasehat
pemerintah Kota Makassar dibidang perencanaan untuk memperhitunghkan
f_alternatif pilihan Yang terbuka’ada. Namun

dan menguna'lisis segala alternati

akomodasi  Yang terjadi  adalah akomodasi prosedural, hanya sekedar

melengkapi unsuf legitimasi rasyarakal atas Renstra yang dirumuskan.

Gedangkan aspek konsensus dalam perumusan Rensira Pemerintah
gar tahun 2004-2009 lebih tampak pada proses perumusan
gsung ditingkat legislatif (DPRD Kota Makassar), ini
perdebatan yang muncul  dalam pembahasan

Renstra Kota Makassar, Yang jika dikaji sangat substansial
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muatannya, tapi akhimya perdebatan yang terjadi tersebut dapat menemui
jalan kesepakatan dengan lahimya Perda Tentang Renstra Pemerintah Kota
Makassar Nomor 14 Tahun 2004,

Dan untuk aspek dominasi dalam proses perumusan Renstra
Pemerintah Kota Makassar meskipun agak samar, namun sangat jelas dan
tegas terlihat (tampak pada) proses perumusan Hensira ditingkat eksekutif
{Pemerintah Kota Makassar), dimana proses/alur dari perumusan Renstra
masih sangat bernuansa top down, kebijakan mengalir dan kehendak Walikota
Makassar melalui pemaksaan visi misinya masuk kedalam renstra, dan tim

perumus pun harus bejerja merumuskan Rensira dengan berlandaskan pada

visi misi tersenut.

B. Saran

Sebaiknya dalam merumuskan Rencana Strategis atau dokumen

perencanaan p:mbaﬁgunan oleh pemﬂintah kota Makassar, prosesnya

diupayakan lehih transparan lagi dan lebih akomodatif lagi (aksomodasi

yral), dalam arlian ruang-

arpakan kepada anggota dewan perwakilan

al d Pms:d ruang partisipasi msyarakat
substanciai dan

lebih d'lpErl:rﬁT'l}'ﬂ]i lagi. Dan dih #
i {dﬂ’"‘i‘ﬂ.ﬂl} gehaiknya telap kritis dan

{:Iu.:k‘utlf] meskipun pl:ml:ﬁﬂlah yang herkuasa
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. e

dilaksankan satu kali saja, akan tetapi diupayakan untuk dilaksanakan secara
bertahap, dan jika memungkinkan dibagi dalem dua atau tiga wilayah yang
kecamatannya saling berdekatan agar aspirasi masyarakat pada level bawah
dapat terwadahi.

Selain itu, Pemerintah kota Makassar seyogianya, tetap memperhatikan
saran dan usul dari anggota DPRD kota Makassar, selama saran dan usul
yang diberikan sifatnya konstruktif, komprehensif dan membangun, seperti
mempersiapkan anggaran  (RAPBD) dalam mercalisasikan  prOgram

dankebijakan yang termaktub pada Renstra,
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PEDOMAN WAWANCARA
Judul Penelitian/Skrispsi:

Analisis Proses Perumusan Rencang Stratepis Di

(Studi Kasus Rencana Strategis Per .“:11"2;::']?’2:(““ Makassar
Tahun 2004-2005)

%

1. Proses Perumusan Renstra PEMKOT Makassar Tahun 2004-2009,

1.
.

3.

10.

Apakah yang dimaksud dengan Rencana Strategis?

Apakah yang dimaksud dengan Renstra PEMKOT Makassar Tahun 2004~
20097
Landasan aturan atau hukum apa yang digunakan dalam membuat Rensta?
Kapankah sesungguhnya awal mula Rensira PEMKOT Makassar tahun
2004-2009 itu dibuat?
Dapatkah Bapak/lbu Menceritakan prosesfkronologis perumusan Renstra
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009, dari awal dimulainya
sampai dengan berakhirnya proses perumusan Renstra tersebut!
Berapa lamakah wakiu Yang diperiukan dalam Merumuskan Renstra Kota
Makassar Tahun 2004-2009, dan Berapa jumlah Anggaran yang digunakan
dalam proscs perumusan Renstra, digunakan uniuk apa, dan danmanda
sajakah sumber anggaran tersebut?
Siapa, dan dari unsur mana sajakah ¥
I':I

gear tahun 2004-2009"

Renstra Kota Maka o Pim_pﬂmk in yang Khusus
jain pihak-pihak tersebut, : o
cemn 7 FUmILSAN Renstra? Jika Individu dia

di Mmﬂfﬂidﬂtﬂﬂﬂkﬂn dalam PE€ 3 i . - i
ewakili aps? Dan k2 57 an Renstra? Jika

’ - khusus dalam Mmerumus

Apakah mfdapa[."di- pentuk T

sajakah Yane

ang fterlibat dalam merumuskan

walikota Makassar s g
son model pengendalisn/penEaisss
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PEDOMAN WAWANCARA

Jud " :
Analisis Proses Perum ul Penelitia n/Skrispsi:

usan Rencana St kassa
el rategiz Di Pemeri
(Studi Kasus Rencana Strategis Pemrdmﬁtifﬂ:l: tﬂa{l;ﬁmwla r

Tahun 2004-2005)

% |

11. Diman i i

Eﬂgku:k:::i::ﬂ:::l: Ezl:l Institmin’p:mﬂgku kelembagaan dalam
assar lerkait dengan proses perumusan

Renstra Kota Makassar tahun 2004-20097 (SKPD, Seperti Dinas, Badan,
Kantor, Camat/Lurah, dan lain-lain),

12. Sejauh apakah Keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD) dalam
perumusan Renstra Kota Makassar Tahun 2004-20097

13. Dimana/Bagaimanakah posisi dan Peran Serta DPRD Kota Makassar
dalam proses perumusan Renstra Kota Makassar Tahun 2004-20097

14. Sampai sejauh apakah keterlibatan DPRD Kota Makassar dalam proses
perumusan Renstra K.ota Makasser Tahun 2004-20097

15. Jika DPRD ferlibat dalam proses perumusan Renstra, Bagaimanakah
Proses Perumusan Renstra ditingkat DPRD Kota Makassar’

II. Akomodasi
anakah/dimanakah posisi dan peran serd masyarakat dalam

I. Bagaim
proses perumusan Renstra Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-

20097
2. Scjauh apa keterli
tersebut? Dan bagaimanakah mekan
ah stakeholder dalam pe
mpai sejauh mana
peran mereka dalam mempengaruhi proses

hatan masyarakat dalam proscs perumusan Renstra
isme untuk mewadahinya?
rumusan Rensira Kota Makassar

3. Sl s keterlibatan mereka, jika

tahun 2004-2009 dan 52
mereka terlibat sejauh apa

jlkan Ren
nm-asiunaﬁ;aslkm dan menghas! P
daptable, komprenensif: &2 o
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Judul Peneliﬁanfﬂkrismit

Analisis Proses Perumusan Rencana
; Strategis Di Pemeri
(Studi Kasus Rencana Sirategis Pemerintah Kota Mokassar

Tahun 3594-2!195}

ual
Ili. Konsensus

| Apakah Proses Perumusan Renstra Kota Makassar bersifat Rutinitas?
Jika iya apakah renstra Kota Makassar merupaken keberlanjutan dari
perencanaan pembagunan (kebijakan dan program) dari tahun-tahun
sebelumnya?

2. Dimanakah posisi kebijakan/dokumen perencanaan yang lain seperti
POLDAS, PROPEDA dan lain-lain jika dikaitakan dengan Renstra Kota
Makassar yang akan dibuat?

3. Bagaimanaksh perumus Renstra melakukan kesepakatan jika terjadi
perdebatan (dead Lack) dalam perumusan/pembahasan Renstra?

4. Dalam hal-hal apa sajakah pada Renstra, terjadi perdebatan panjang
(hebat) ketika perumus renatra melakukan aktifitas perumusan Rmm
Kota Makassar tahun 2004-2009, dan dalam hal apa tidak terjadi

perdthntan?

V. Dominasi .
1. Apakah dalam merumuskan Rensta pemerintah  Kota Makassar

1 ].k r:r' sej_ﬂ_“h ﬂpﬂ pﬂ_ﬂjﬂipﬂgi mﬂs_ﬂu‘ﬂkt {ﬂlﬂkdll:ﬂ.dsl} dlﬂkmﬂ(ﬂﬂﬂ;su
= 1 E- I H- I :
1 a

ingl it
menginpul ysulan atad keinginan masy

Strategis?
maksud dengan Rencand
perumus Renstra manakah yang

Kota Makassar tahun 2004-

rakat terhadap perumusan

di

Renstra tersebut? o

3. Dari kolektifitas perumus RW:; "
Pﬂliﬂﬂ m::ﬂgll:ﬂll proscs perumm

Il“l‘a }.

4. Dari perumus Rensira e 5




i e e - —_—

1 .....q!ﬂﬁ.ir@qh.—
] e 0 T T == P RN
u._.n.._...._._.m-_ i .“_ HWRNE
| mu T e el
.m [ W R Y LT i
a0 B T T TR - T TR TR o ph i = ) i
Egl=1] i 1 AR
s .m...h-l-ln!-.. i
'] “.
PER b ke =3 FH RO ATEnE
Figs O o HYL e
_ . - o — - — e A —— e S T = o v e o i —— . P e = g ¥ -
Bl e ; y i e ——
= ; AL T i1 VTl A0 . HANNENY I i b1 y
d | P e Tl TN Tl [ RO Vel ey | L PO Td Petatm 0l B - I ] 1
M i i 1 E 4 d PR LR T T WAL |
e i YIS YE | B 15 ] 1 B IS YE : __u _”_ Pttt 4
= - i " | [ P
I i 1ot
i HLL U O D RYOEE B ke bl - el bl L TR el T IR
et i AR N
[TREFE:iEa Hignpipier’ e 1 RALRIEY
|
B S
A B Lk

o RO ITTRA T S #

WL M ) TV AR —

UVSSVIVIN VLOM HVINRIIWI
ISVSINVOUO ANLMNALS NVOVH




Berdasarkan Perda Pemerintah STRUKTUR ORGANISASI
kota Makassar No. 06 Tahan 2005 BADAN PERENCAN AAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
Kepala Bappeda @
Kelompok Jabatan _“. Kabeg. Tata Usaha J

Fungsional

Kabag. Tata Usaha
Kepegawaian

’ Kasubag. Umum &

K ABID Penilitian &Pengembangan ﬂ KABIB. FISIK & Prasarana ./

_— K ABIB. Ekonomi & social Budaya w

Daerah
| | ﬂ ,
KASUBI D Pemukiman, KASUBID
KASUBID Penelitian KASUBIB Statistik KSUBID Ekenomi KASUBID D Sos Bud Tata Rueng din Perhubungan
Lingkungan Hidup

fz Pengembangen __




- g
o
Wb

i = F .
- " wv
o ot

L

98 600 085 'dIN 168 L0010 dIN 141 220 08s 'dIN 076 110 085 dIN £50 052 010 dIN
TV 1SN HINY ¥ ‘W NIQQNIEAS ¥ WAL HS ‘ST IANY wil ‘43LLV] W VAT RIEVAS dVHSNY =0 |
NONYEWNI ISVA ; LYANYH NYTIWONOMAEI ISVH . EILNYHLISYH NVEVINMEIWEL ISVY

e - NYYHALHYIISIH ISV - __

a5l €10 085 "dIM
vHWYN GI[¥N Y 30

NVLVINVDIN SIHVLIENES

— _ w
YNOISONNA B
NYLVEVE HOdWOTIA

i

100 8EL 010 dIN

WHYLNYTOMALAID NV !

LYWVD

7 unye |, 5T FOWON JpssRyE FIOY EpEd

{ 500
OTTYE NY LV V. IIH ISVEINVIHOD HLLM TH



BADA Lt UYLAWES] SELATAN
Jalan Jenders) Urip :.NEEI?ATUA“ BAH G sA

MNomor 269 Tel .
MAKASSAR 90231 1) oo A4S u

%

Moemor 070/ 1210 -ll11/ BKB - 58 Makassae 30 Anril Eﬂci.ul '
' n =

Sifat * Biasa, Kepada
Lampiran r
: -:j. i : Yih, WALIEOTA MAKASSAZ
g * Rekomendasi Terelitian. DL -
: MARASSAK,

. BerdasarkonSural Dekan Pak.Iluw Sosial d i 3 ik Umias i -
p— ':Tn.'IE:ET-',-“HdL.‘FD.l?PI-mE 2008 tempgal zaa'ﬂphf“ﬁué}h“ e et

Dengan ini disampatkan kepada Saudara buhwa yang tersebut di bawah ini ;

Nama ., . WMUHSADIQ. TS.
Tempat/Tanggal Labir :  Tolitoli, 16 ¥ovembter 1983
Jenis Kelamin 3 | Laki laki |
Pekerjaan »  mah, FICIP UNKAS Mks. .
Alamat : 2 Els J:‘ﬂeng 1na Daeng “o.20 Mawassar.
. Bermaksud akan mengadakan nelitian di Dacrah /Instansi Saudara  dalam=

e
nyusunan skripsi dengan judul : : e i
ﬁil}iﬁfﬁ %E{{JSES PERUKUSAR RERCANA STRATEGIS (REMsTRA) DI PEHESRINTAR

SKaTE:{"[r MAFASSART. 3 (tige) Fulan tmt.2 Wel 2008 gfd 2 Agustus EDGE}.
Mengikut/peserta - midak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut & atas pada prinsipnya kami ﬁqﬂmﬂﬂ}‘ﬁmjui kegiatan m.;?:mt
dengan ketentuan : '

1. Sebelum dan sesudah melaksanakn kegiatan kepada Y0g hmtnm ph::m@u;ﬁﬁ :;ﬂﬁ
| Bupati/Walikota, ¢ Kepala KantorKepala Badan Fesbang
dilaksanakan di Kabupa . | 7 - e
Peaelilitian udakmunylmpﬂﬂsdm‘llﬂﬁ‘ylﬂg i -
) : berlaku dan mengindahkan Adat - Iztadat

'3 Mentaati seroua Peraturan Perundang-Undangan Y28

. I 7 '
daerah setpmpat. . g KRIES .
Copybasil. et i Selatan.
b Moyt G O g e S
sl 1 - f

Demiki :nunhl.'kmﬂudﬂpmtkm perhatian.

Tembusan .

1. Dirjen K- shang dan /st DW:;;‘%
% Geonar ks ¢si Siatn (30 LAPI T

3, Pangdam Vi W b dilv kasdf

4K poldasulseldiME -

5 Dewan: FISIP UNfAS- Mke:

6 ‘agp, Mursadigs ¥9°

Ara L P




e ——

PEMERINTAH KOTA MAKAS
KANTOR KESATUAN EAHGSP:?

Jalan Ahmad Yani Mo 2 M

) akass

Ve A Telp 462411 — 345857 Fu+szq1r-?11;§5v
bangiirnakassar.po.ld Home page ! hm.mmmmr.gn]'ﬂ'" ;i

Makasser, 02 Mei 2008

Fepada

Nomdr  t m'u.f,lggﬁ KK BIV2008 Yth, 1. WALIKOTA MAKASSAR

uqﬂ.{m: B— 2. KEPALA BADAN PERENCAMAAN
Peri i i 11} FEMBAMNGLUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA MAKASSAR
3. KEPALA DINAS S5E KOTA MAEASSAR

Di-
Makassar

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari  Kepala Badan Kesaluan Bangsa Propins
Sulawesl Selatan , Nomor : 07071210111/ BKB-55, Tanggal 30 April 2008, Perihal
tersebut di atas, maka bersama ini disempaikan kepada Saudara behwa ;

Nama 1 MURSADIQ, J5

Momor Pokok/Jurusan : E 211 02075 / Umu Administrasi

Instansi / Pekerjaan : IMah, FISIF - UNHAS Makassar

. JI. Daeng Toa No20 Makassas.

. SANALISIS PROSES PERUMUSAN RENCANA
STRATEGIS -fREH-S'TR.-II} D PEMERINTAN KOTA
MAKASSAR". :

Bermaksud mengadakan Penelitian pndahasmns:IWllaynhSufkm
dalam ranghka penyusunan Skripsi sesuai judul terscbut di atas 3’:;5 an

} Bulan TMT. 02 Mei 2008 a/d 02 Agustus (8.

i selama 3 (Tiga _ :
dlluksassnlk:':ungan dengan hal tersebut , pada prinsipnya kami dapat meaypetgjui dan hurag

Alamat
Judul

dihmh_m 'm“fmdm-:ﬁmﬁkgﬁu“smalﬂm ynmuk  dimaklumi  dan selmjumys  ¥ang
Dol dm;:ﬁ::wkan hasilaya kepada Walikota Makassar €4 Kepala Kantor
bersanpgkutan

Kesatuan Bangsa.

MAKASSAR
An, :&L%n KESATUAN BANGSA

s, TATA USAHA

: Prop.
Kepala Badan Kesatuan Bangss o
Kepala Balitbangda PTop- fﬂlﬂs Sel
Dekan FISIP - UNHAS M

Sdr. Mumhl% '
Arsip -
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'A NIAKAS
DINAS SOSIAL AR

Jalan A.R. Hakim M
R. 0. 50 Makassar ag?
Telp. +62411 - 448313 Fax. +62411 -4431::1:3

)

SURAT KETERANGAN
No @ B00/246/DinsosVII/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dines Sosial Kola Makassar,

menerangkan :

Nama » MURSADIG, JS.

Momor Pokok fJurusan : E 211 02075 / lmu Administrasi

Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa FISIP UNHAS Makassar

Judul - ANALISIS PROSES PERUMUSAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DI PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR.

Telah mengadakan Penelitian (pengambilan data) pada Dinas Soslal Kota
Makassar dengan judul tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya. ;

Makassar, 18 Juli 2008

e e D
_ —r ®

kan Ke Tahun 2010 :
% MATEEA Ma“gmu;::‘:rukﬂ yang bermart ' :
ol __L e P
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{3 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
&) KECAMATAN TALLO

JALAN. AR HAKIM NO.54 TLP, (D411) 448 415 MAKASSAR 90211 - i

SURAT KETERANGAN
Nomor : 100.1/241/07/VIl/2008

camat Tallo Kota Makassar menerangkan bahwa :

Nama : MURSADIQ.US

Sih/Jurusan * E211 02 075 / limu Administrasi
Instansi/ Pekerjaan - Mah.FISIP UNHAS Makassar
Alamat : JI. Toa Daeng Il Mo, 20 Makassar

Berdasarkan Surat No.070/2167-lIVBKS-53, Tanggal 09 Jull 2008 Mahasiswa

tersebut telah mengadakan Peneliian di Wilayah Kecamatan Tallo Kota Makassar pada
tanggal 17 Juli 2008 ,dengan Judul Skripsi * ANALISIS PROSES PERUMUSAN RENCANA |

STRATEGIS DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR *

Demikian Surat Keterangan ini dibuat Kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan seperiunya.

Makassar, 17 Juli 2008

Nip - 010 138 001
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PEMERINT,

A T SA
DINAS PERHUBUNGAN ,

Ja M50 ® (Da1py 440637 Makagzgr

17 ERAN
NOMOR : o7of 755 (DISHUB/VII 2008

Yang bertanda tangan dibawah Ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar,
menerangkan bahwa ;

Nama :  MURSADIQ, IS

Mo. Pokok / Jurussn : E21102075f Iimu Adminéstrast
Instansif Pekerjaan »  Mahasiswa Fslp UNHAS Makassar
Alamat : ). Daeng Toa MNo. 20 Makassar

Benar telah mengadakan Penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Makassar

sejak tanggal 16 Jull 2008,
Demikian Surat Keterangan ini diberiken untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

[Emmmmﬂ.”mmrﬁ Makpsser {sebanal [aparan
Dekan FISTP UNHAS MBKBSSSE oy paimsct
Kepala Badan Kesatuan Bang

Sdr. Mursadia, 2=

Pertinggal. J

ol ol e




kot BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
B DAERAH
N (BAPPEDA)

Jalan Jond. Achmad Yand Ma 2 Makassar 30411 TEI,P
; (0441) 31604
Email : h“m@mﬂhmngn,d 0 Fax (0411) 130017

URAT KETERANGAN
Mo. 050.13/401/ K /i { 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Wama : Dr.Imran Tajuddin SE,MSi.

KIP : 580 021 410

rangkatfGol. : Pembina/ IV.a.

labatan : Kepala Tata Usaha Bappeda Kota Makassar.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah inl :

farna : Mursadiq .JS.

i : E 211 02 075.

hrusan : Timu Administrasi — Administrasi Negara,

hudul - Analisis Proses Perumusan Rencana Strategis Di Pemerintahan Kota Makassar.

Unkversitas  : Universitas Hasanuddin,
Telsh melaksanakan penelitian pada kantor Bappeda Kota Makassar terhitung mulai 02 Mei

108 sampal dengan 02 Agustus 2008, .
Demikian surat keterangan ini dibuzt untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, [7 Juli 2008

_An. KEPALA BADAN,
RN Usaha
ﬁ_-.-"' s ¥
Y
[
ﬁ i
%1'214 u Pembina

i 580021 410



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE
RAH
KOTA MAKASSAR

JI. Andi Pangerang Pettarani Blok E No. 1-2 Telp. 68296 - 868008 - 28
Email : dord_@makassar.qo.id Homepage : MMUT“F;:.:;:?;E kim0

—

URAT K NG

Nomor : 070/ 1001 /Sek.DPRD/VIT/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

MNama : Drs. MUH. AKIL
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Sekretariat DPRD Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

MNama : MURSADIQ. 15

No. Pokok/Jurusan : E211 02 075 / Iimu Administrasi

Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa FISIP UNHAS Makassar

Alamat + 11, Toa Daeng III No. 20 Makassar

Judul - “Analisis Proses Perumusan
Pemerintah Kota Makassar”

Telah melakukan Penelitian pada kantor Sekretariat DPRD

tanggal 09 s.d. 17 Juli 2008.

Demikianlah surat keterangan

Rencana Strategis di

Kota Makassar sejak

ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Makassar, 17 Jull 2008




Kantor Pugal =
Giraha Pana Mahass e Laai g
4 L¥ip Sumoiiario Ne, 20 Makassar 9025

l Haran Pagl Makazsar T (0471)dd1841 [Hunting)

Fad 1 (dv1)ed129a (Umum), 441298 iHara
umyj, L2
V4111440234 fidan}, (04710} 441344 (Heua)

URAT KETERANGAN

Nomor : 558 IMF-Pers/VIL2008
X | Yang bertanda tangan di bawah ini :
: Nama - IRWAN ZAINUDDIN, SH
Jabatan . Manager Personalia PT. Media Fajar
Alamat : 1. Unip Sumcharjo No 20 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Mama : MURSADIC). J5

St/ Nim : E211 02 075

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Hasanuddin
Fakultas : Sosial Politik

Juruzan/ Prog. Studi Administrasi Megara

Adalah benar telah melakukan penelitian pada PT, Media Fajar (Harian Fajar)
selama S (lima) hari yaitu tanggal 12 - 17 Juli 2008, dengan Judul ; “Analisis Proses
Perumusan Rencana Strategi {Renstra) di Pemerintah Kota Makassar”.

= L F Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Makassar, 17 Juli 2008

WAN UDDIN
Manager Personalia

pbor Poneakiian
% palmprah Baral Mo, 353 Biok &3 Jpkars

) jart, 1.
: e Km-lr::. o2t 5222632, Fax. (021) 5333320



